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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah	 rabbil	 alamin,	 modul bahan ajar Pemeriksaan	
Keuangan	Daerah, tim penyusun telah dapat menyelesaikannyadan terima kasih diucapkan kepada:1. Bapak Rektor IPDN, yang telah memberikan kepercayaan timuntuk menyusun modul ini;2. Bapak Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang telahmembimbing tim dalam tugasnya sebagai penanggung jawabbidang akademik di IPDN;3. Bapak Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, yang telahmemberikan dorongan baik dorongan moral dan materiel,sehingga modul ini dapat tersusun;4. Bapak Kepala Biro I Bidang Perencanaan dan Akademik, yangtelah memberikan dorongan, sehingga modul ini dapat tersusun.5. Seluruh Civitas Akademika IPDN, khususnya Pembantu DekanI Bidang Akademik, dan para Pembantu Dekan II Dan III, yangtelah memberikan kesempatan kepada tim untuk menyusunmodul ini.Secara materi modul ini masih belum sempurna, sehingga timberharap dan mengharapkan adanya masukan dari para pembaca danpeserta didik, untuk penyempurnaan modul ini, dan apalagi ke depanmodul pemeriksaan keuangan daerah, akan disempurnakan menjadimodul pemeriksaan keuangan publik, disesuaikan dengan nama prodibaru pengganti prodi keuangan daerah menjadi keuangan publik,sehingga begitu luasnya kajian keuangan publik, maka modul ini perludisempurnakan disesuaikan dengan prodi keuangan publik. Sehingga timmengharapkan saran dan kritikan dari para peserta didik dan pembacamodul ini, semoga modul ini bermanfaat bagi peserta didik dalammendalami materi bahan ajar, pemeriksaan keuangan daerah.
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Tim juga menginformasikan beberapa tentang keterkaitan denganpembelajaran:
1.		 Informasi	tentang	pembelajaran  Materi pemeriksaan keuangan daerah, merupakan materipembelajaran pada prodi Keuangan Daerah, dengan bobot dalam SKSsebanyak 3 SKS, dan sistem  pembelajaran, Dilakukan dengan dibagike dalam:a.  Pengenalan GBPP/SAP MateriPemeriksaanKeuangan Daerah;b.  Pengantar Materi Pemeriksaan Keuangan Daerah;c. Tatap Muka di kelas dilakukan sebanyak 14 Kali Tatap Mukadengan pola: 1.  Penjelasan materi sebanyak dan selama 2 SKS, dan 1 SKSdilakukan Tanya jawab, setiap kali tatap muka di kelas;2.  Dilakukan diskusi kelompok dan diskusi kelas padapertengahan semester dan  Akhir semester;3.  Pemberian tugas-tugas terstruktur kepada peserta didik;4.  Dilakukan Evaluasi tengah semester dan akhir semester.
2.		 Pelaksanaan	Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di kelas, sebanyak minimal 12tatap muka dengan jumlah SKS adalah 3 SKS, di mana 2 SKS, dilakukanpemberian materi dengan berbagai teori-teori dari pendapat parailmuan, terkait tentang pengelolaan keuangan daerah, yang diawalidengan pemahaman tentang budget siklus keuangan daerah, yangdimulai pada aspek penyusunan perencanaan dan penganggarandaerah, pelaksanaan anggaran daerah, penatausahaan dan AkuntansiKeuangan Daerah, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangandaerah dan pemeriksaan keuangan daerah, azas-azas pengelolaankeuangan daerah, fungsi-fungsi pengelolaan keuangan daerah,struktur APBD. Pemeriksaan Unsur-unsur Manajemen KeuanganDaerah, Pemeriksaan Internal Keuangan Daerah, PemeriksaanEksternal Keuangan Daerah, Ganti Rugi Keuangan Daerah.
3.		 Evaluasi	Belajar Evaluasi dilakukan pada tengah semester (UTS), dan akhir semester,dengan melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian AkhirSemester (UAS).
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4.		 Hasil	Belajar Dengan mempelajari materi pengelolaan keuangan daerah denganberbagai tahapan-tahapannya, harapkan peserta didik dapatmemahami dan mengerti terkait tentang pengelolaan keuangandaerah, dan dengan mempelajari terkait dengan pemeriksaankeuangan daerah, dang anti rugi daerah diharapkan peserta didikdapat mengerti dan memahami tentang pemeriksaan keuangandaerah secara umum.Demikian kata pengantar dan penjelasan isi modul Pemeriksaan	
Keuangan	 Daerah	 yang tim susun, dan semoga Allah SWT, senantiasa,memberikan ridho dan idayahnya kepada kita semua, dan semoga AllahSWT senantiasa selalu memberikan bimbingan dan pertolongannyakepada hambanya yang selalu beriman dan bertaqwa kepadanya. Amin…amin….. Amin.
	 	 	 	 	 	 						Tim	Penyusun,



UMPAN	BALIK	DAN	TINDAK	LANJUT:

PETUNJUK	PENILAIAN	TEST	FORMATIF

Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudah
disediakan, dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar.
Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui
tingkat penguasaan Anda dalam masing-masing materi
kegiatan belajar.
Rumus:

Tingkat	penguasaan	=
Jumlah	jawaban	yang	benar	

10
x	100%

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = cukup
< 69 %   = kurang.

 Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda
dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. Bagus!
Tetapi bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda
harus mempelajari kembali kegiatan belajar tersebut, terutama
bagian yang belum Anda kuasai. ##
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Kegiatan Belajar 1
GAMBARAN UMUM TERKAIT KEUANGAN DAERAH

Indikator Kompetensi:
1. Pengertian Keuangan Daerah;
2. Ruang lingkup Keuangan Daerah;
3. Azas-azas dan fungsi Keuanan Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.1	 LATAR	BELAKANGPenyiapan modul tentang pemeriksaan keuangan daerah ini,bertujuan adalah agar peserta didik, dapat mengerti danmemahami tentang pemeriksaan keuangan daerah. Sebelumdilanjutkan tentang pengertian pemeriksaan keuangan daerah,penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan KeuanganDaerah.Reformasi keuangan daerah, telah membawa perubahan akanpengelolaan keuangan daerah, di mana sebelum reformasi keuangandaerah, sebahagian besar pengelolaan keuangan daerah dikelola olehpemerintah, dengan azas sentralisasi, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang telah direvisi menjadi Undang-UndangNo. 23 Tahun 2014, telah terjadi paradigma pengelolaan keuangan daerah,dari sentralistis menjadi desentralisasi pengelolaan keuangan daerah.Di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelolakeuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan untukmenjaga keseimbangan iskal antara pemerintah daerah dan pemerintah,lahirnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang PerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan Keuangan Pusat danDaerah, adalah untuk menjaga keseimbangan iskal antar daerah, dalamrangka kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
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Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapatdinilai dengan uang, atau barang dan kekayaan daerah yang dikuasaidaerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka mendukungpelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan danpelayanan kepada masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerahpada era reformasi, sangat-sangat kompleks sekali, di mana dinamikapengelolaan keuangan daerah, sangat besar seiring dengan adanyapelimpahan kewenangan yang berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 23Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangandengan system desentralisasi, berdampak sangat signi ikan terhadappengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh para pejabatpengelola keuangan daerah. Dan akhir-akhir ini masih adanya beberapapejabat Kepala Daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah yangterindikasi melakukan penyimpangan, penyalahgunaan wewenangdan terkait dengan permasalahan hukum yang diakibatkan denganpengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan:1. Kurang patuhnya sebagian pejabat pengelola keuangan daerah,dalam memedomani peraturan perundang-undangan yangberlaku, sehingga terjadi penyimpangan dan terindikasi denganpermasalahan hukum.2. Besarnya dana transfer yang dilakukan pemerintah kepadapemerintah daerah, dan semakin tingginya aktivitas program dankegiatan yang didukung dengan pengalokasian anggaran baikmelalui APBN dan APBD, di setiap daerah.3. Kurangnya pemahaman di sebahagian besar para pejabat terkaittentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,sehingga diperlukan adanya kemampuan aparatur pengelolakeuangan daerah yang memiliki kompetensi dalam pengelolaankeuangan daerah.4. Terjadi tumpang tindih aturan yang dibuat pemerintah danpemerintah daerah, sehingga sering kali membingungkanpara pejabat pengelola keuangan daerah. Sehingga diperlukanadanya sinkronisasi aturan yang ada agar para pejabat pengelolakeuangan daerah, sangat dengan mudah untuk mengerti danmemahaminya.
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 URAIAN KEGIATAN

1.2		PENGELOLAAN	KEUANGAN	DAERAH

1.2.1	Ruang	Lingkup	Pengelolaan	Keuangan	DaerahPengelolaan keuangan daerah adalah proses kegiatan yang diawalidengan menyusun perencanaan dan penganggaran daerah, baik secaramikro dan makro, berdasarkan Rencana Jangka menengah Daerahdan Renstra Daerah yang memedomani Rencana Panjang Daerah, dandisusun di dalam Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Plafon AnggaranSementara (PPAS), dan sebelumnya dilakukan melalui mekanismepembahasan dengan pihak DPRD, setelah disetujui baru dilanjuti denganpenyusunan Rencana Kerja Anggaran di masing-masing PPKD dan SKPD,untuk dibuatkan RKA-PPKD dan RKA-SKPD dan ditindaklanjuti untukmenjadi APBD Daerah, dan dibuatkan DPA SKPD dan DPA PPKD.
1.2.2	Mekanisme	Budget	Siklus	Keuangan	DaerahPada dasarnya pengelolaan keuangan daerah merupakan mekanismedari budget siklus keuangan daerah yang meliputi:
1.	 Aspek	pencanaan	dan	penganggaran	daerah; Pada aspek perencanaan dan penganggaran daerah, di manaBappeda sebagai Badan yang ditugasi untuk mengoordinir,seluruh perencanaan yang dibuat oleh setiap perangkat daerah,dan melakukan veri ikasi atas semua pengajuan yang diajukandalam setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh setiapperangkat daerah di daerah, dan melakukan kompilasi data,serta menyusun sebuah perencanaan dan penganggaran daerahbersama-sama perangkat daerah, sebelum diajukan kepadakordinator pengelolaan keuangan daerah yang dalam hal iniadalah sekretaris daerah. Dengan berbagai instrument Bappedamelakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran daerahdengan memperhatikan kebutuhan perangkat daerah danmasyarakat daerah serta ketersediaan dana yang dimiliki daerahdimaksud.
2.	 Aspek	pelaksanaan	anggaran	daerah; Pada aspek pelaksanaan, Keuangan Daerah dilaksanakan, dimana sebelumnya ditunjuk terlebih dahulu pejabat pengelolakeuangan daerah oleh Kepala Daerah yang meliputi:



4

M  M  K FMP	IPDN

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Pada pelaksanaan pejabat pengelola keuangan daerah harusdan wajib memedomani APBD dan DPA SKPD dan DPA PPKDserta peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3.	 Aspek	penatausahaan	dan	akuntansi	keuangan	daerah; Langkah selanjutnya dengan melakukan penatausahaan/pembukuan dan akuntansi keuangan daerah berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, tentang SAP danUndang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan danUndang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negaradan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang PemeriksaanPertanggungjawaban Keuangan Negara
4.	 Aspek	pertanggungjawaban	dan	pelaporan	keuangan	daerah. Langkah berikutnya dengan membuat pertanggungjawaban danpelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan peraturan pemerintah daerah.
5.	 Aspek	pemeriksaan	keuangan	daerah.

1.2.3	Azas-Azas	Umum	Keuangan	DaerahKeuangan daerah memiliki azas-azas umum yang meliputi:1. Azas universalitas, azas ini ditegaskan bahwa dalam dalam setiaptransaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam satu dokumenanggaran2. Azas tahunan, azas ini secara tegas membatasi masa berlakunyaanggaran dalam satu tahun anggaran tertentu.3. Azas spesialitas, azas ini menegaskan bahwa kredit anggaran yangtersedia, terinci secara jelas peruntuk an dan penggunaannya.4. Azas kesatuan, dalam azas ini menegaskan bahwa pendapatandan belanja serta pembiayaan Negara dan daerah disajikan dalamsatu dokumen anggaran.
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Selain azas-azas tersebut di atas, untuk mencerminkan best	practicedalam penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangannegara, yaitu dengan adanya kaidah baru yang meliputi:1. Akuntabilitas, berorientasi pada hasil;2. Profesionalitas;3. Proporsionalitas;4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara;5. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas danmandiri.
1.4	 ANGGARAN	PENDAPATAN	DAN	BELANJA	DAERAH	 APBD 	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkatAPBD adalah suatu Rencana keuangan tahunan pemerintah daerahyang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No.17 Tahun2003 Pasal1 Butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua penerimaan danpengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaandan pengeluaran daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasdesentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitandengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatatdalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerahdalam satu tahun anggaran.APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu system anggaranyang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dariperencanaan alokasi. Biaya atau input yang ditetapkan, dan pendapatanyang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secararasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatandapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakanbatas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak bolehmelebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan.
1.4.1		Pengertian	APBDKajian teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, pengertian APBDadalah:
1.	 Bastian	(2006): “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakanpengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam
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bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan danberorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.
2.	 Nordiawan,	dkk.	(2007),	 “APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerahyang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturandaerah”.
3.	 Mardiasmo	(2005),	 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumenkebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisisentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggarandaerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan danpengeluaran, Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasidalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerahbertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semuapengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yangditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaankeuangan daerah, APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

1.4.2		Kajian	Normatif	APBDBerdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang KeuanganNegara dalam Pasal 3 ayat (4), APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagaiberikut.1) Fungsi	Otorisasi	 Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakanpendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.2) Fungsi	Perencanaan	 Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalammerencanakankegiatan pada tahun yang bersangkutan.3) Fungsi	Pengawasan	 Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakahkegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai denganketentuan yang ada.
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4) Fungsi	Alokasi	 Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi penganggurandan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan e isiensi danefektivitas perekonomian.5) Fungsi	Distribusi	  Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikanrasa keadilan dan Kepatutan tahun anggaran APBD dimulaidari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yangbersangkutan, sama seperti tahun anggaran dalam APBN
1.4.3		Struktur	APBDStruktur APBD merupakan satu kesatuan yang meliputi:1. Pendapatan;2. Belanja; dan3. Pembiayaan daerah.Apabila terjadi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, makaterjadi surplus, jika anggaran pendapatan lebih besar dari belanja daerah.Jika terjadi surplus dalam APBD, maka dapat digunakan atau dimanfaatkanuntuk pembayaran pokok pinjaman/utang, penyertaan modal (investasi)daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain, transferke dana cadangan dan sisa lebih tahun anggaran berjalan. Pemanfaatandana surplus dimaksud dinamakan pengeluaran pembiayaan.Jika APBD dalam keadaan de icit, terjadi di mana belanja daerahlebih besar dari pada pendapatan daerah, maka ditetapkan pembiayaanmenutupi de icit tersebut, bersumber dari sisa lebih perhitungananggaran tahun lalu. Atau dapat menggunakan dana cadangan,penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkandan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
(1)	 Pendapatan	Daerah Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, de inisi pendapatan daerah ialahsemua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaanbersih dalam periode tahun anggaran daerah yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
1.	 Pendapatan	Asli	Daerah	(PAD); Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan daerah yangdiperoleh dari proses penggalian sumber-sumber potensi daerah,
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yang diakibatkan atas pemberian kewenangan yang diterima daripemerintah, berdasarkan otonomi daerah sebagai bentuk azasdesentralisasi. Pendapatan asli Daerah bersumber dari:1. Pajak dan retribusi daerah;2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.3. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sumber: Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang PerimbanganKeuangan antar pemerintah daerah.

2.	 Dana	Perimbangan Dana Perimbangan bersumber dari Pemerintah yang dialokasikandalam APBN, melalui mekanisme DAU dan DAK, serta bagi hasilsumber daya alam daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintahantar Pemerintah Daerah.
3.	 Lain-lain	Pendapatan	Daerah	yang	Sah  Lain-lain pendapatan daerah yang sah, adalah yang bersumberdari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bantuanpemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang.

(2)		Belanja	Daerah Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yangdiakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerahadalah semua pengeluaran yang menjadi beban rekening kas umumdaerah, mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajibanpemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dapatdiperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah. Penggunaan Belanja Daerah: dapat dipergunakan untuk pelaksanaantugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi ataukabupaten/kota yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan danurusan yang ditangani oleh dalam bagian atau bidang tertentu dapatdilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan pemerintahdaerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam operasionalisasi penyusunan anggaran belanja daerah dapatdikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Belanja Langsungdan Belanja Tidak Langsung.
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Belanja Daerah dapat diklasi ikasikan ke dalam/menurut:1. Fungsi;2. Organisasi;3. Program;4. Kegiatan;5. Kelompok belanja; dan6. Jenis belanja.
1)		 Klasi ikasi	menurut	Urusan	Wajib,	Pilihan,	dan	FungsiPengertian urusan wajib adalah urusan yang bersifat sangat mendasarsekali. Berkaitan dengan kewajiban daerah dalam melakukanpelayanan dasar kepada masyarakat, yang wajib dilakukan olehpemerintah daerah, dan diprioritaskan dalam meningkatkan kualitaskehidupan masyarakat daerah meliputi: peningkatan pelayanan dasar,pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak,dengan mewujudkan pengembangan sistem sosial yang diwujudkanmelalui prestasi kerja guna pencapaian standar minimal. Sedangkan urusan pilihan adalah meliputi: urusan pemerintahan,berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahberdasarkan kondisi lingkungan, kekhasan, dan potensi unggulandaerah bersangkutan, di antaranya: pertambangan, perikanan,pertanian, perkebunan, perhutanan dan parawisata.
2)		 Klasi ikasi	belanja	menurut	Organisasi,	Program,	dan	Kegiatan Klasi ikasi belanja menurut organisasi adalah di mana susunanorganisasi Kepala Daerah, Sekretaris daerah, Sekretariat DPRD, Dinas,Badan, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan serta kelurahan,disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah. Adapun klasi ikasi belanja berdasarkan program dan kegiatandisesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadikankewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan organisasipemerintahan. Program merupakan instrumen kebijakan dan berisikan satuatau lebih kegiatan dan dilaksanakan, oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan instansi pemerintah
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guna mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasianggarannya. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yangdilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja perangkat daerahdan merupakan bagian dari pencapaian sasaran secara terukur dariprogram dan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik personel maupun sumber daya berupa barang modaltermasuk di dalamnya peralatan dan teknologi, dana atau kombinasidari beberapa sumber daya yang digunakan dan merupakan masukan
(input) dan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam wujudbarang dan jasa.

3)		 Kelompok	Belanja	dan	Jenis	Belanja Belanja dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok yang terdiridari: belanja	langsung	dan belanja	tidak	langsung.a. Belanja	Langsung
	 Belanja	 langsung	 adalah belanja di mana anggarannya dapatdipengaruhi secara langsung dengan adanya program dankegiatan, dan mempunyai karakteristik sebagai berikut.- Dianggarkan bagi setiap program dan kegiatan yangdisampaikan oleh setiap SKPD.- Besaran anggaran belanja langsung terkait dengan programdan kegiatan dapat diukur secara langsung dengan outputyang akan dicapai.- Target kinerja memengaruhi variabilitas jumlah setiap jenisbelanja langsung guna tercapainya kinerja yang diharapkan.Kelompok belanja langsung dapat dibagi ke dalam:1. Belanja pegawai. Belanja pegawai dipergunakan untuk membiayai pembayaranhonorarium/upah dalam melaksanakan program dankegiatan dan kegiatan pemerintah daerah.2. Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk membiayaipengadaan barang dan jasa, yang mempunyai nilai manfaatlebih dari 12 bulan. Dan mendukung kegiatan pemerintahdaerah berupa belanja habis pakai, bahan/materiel, jasakantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor.Cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang, parkir,
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sewa sarana mobilitas, sewa alat berat sewa perlengkapandan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaiandinas dan atributnya, pakaian kerja pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas danpemulangan pegawai, pemeliharaan jasa konsultasi, danbelanja lainnya yang sejenis.3. Belanja modal. Belanja modal, dipergunakan untuk mendukung pengeluarandalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyainilai manfaat lebih dalam 12 bulan dan dipergunakan untukmenunjang kegiatan pemerintah daerah.
(Sumber:	Nurlan	Darise	“Sistem	Perencanaan	dan	Penganggaran	

Pemerintah	Daerah	di	Indonesia“	Salemba Empat, Jakarta2009).
Tabel	1.1	Rincian belanja langsung
KELOMPOK	BELANJA	LANGSUNG

Jenis	Belanja	
Langsung 	Rincian	Belanjaa. Belanja Pegawai Belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakanprogram dan kegiatan pemerintahan, belanja ini meli-puti:1. Honorarium PNS.2. Honorarium Non PNS.3. Uang lembur.4. Belanja Bea siswa Pendidikan PNS.5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbin-gan teknis PNS.b. Belanja Barangdan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelianpengadaan barang dan jasa yang manfaatnya dapatdipergunakan selama 12 bulan dan/atau pemakaianjasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pe-merintahan. Belanja ini meliputi:1. Belanja bahan habis pakai.2. Belanja bahan/Materiel.3. Belanja jasa kantor.
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4. Belanja premi asuransi.5. Belanja perawatan kendaraan bermotor.6. Belanja cetak dan pengadaan.7. Belanja sewa rumah/gedung/ dan gudang.8. Belanja sewa sarana mobilitas.9. Belanja sewa alat berat.10. Belanja sewa peralatan kantor.11. Belanja makanan danminuman.12. Belanja Pakaian dinas dan atributnya.13. Belanja Pakaian kerja.14. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu.15. Belanja Perjalanan dinas.16. Belanja Perjalanan pindah tugas.17. Belanja Pemulangan Pegawai.c. Belanja Modal. Pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelian.pengadaan atau pembangunan asset berwujud yangmempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untukdigunakan dalam program dan kegiatan pemerintahan.Belanja ini meliputi:1. Belanja modal pengadaan tanah.2. Belanja modal pengadaan alat berat.3. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan daratbermotor.4. Belanja modal alat-alat angkutan tidak bermotor.5. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di atasair bermotor.6. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di atasair tidak bermotor.7. Belanja modal Pengadaan Alat-alat angkutan udara.8. Belanja modal pengadaan peralatan bengkel.9. Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan per-tanian dan peternakan.10. Belanja modal pengadaan peralatan kantor.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan kantor.12. Belanja modal pengadaan Komputer.13. Belanja modal Pengadaan Mebelair.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur.15. Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumahtangga.16. Belanja Modal Pengadaan Alat alat studio.17. Belanja Modal pengadaan alat-alat komunikasi.18. Belanja Modal Pengadaan alat alat ukur.19. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran.20. Belanja modal alat-alat laboratorium.



13

Pemeriksaan	Keuangan	Daerah

21. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.22. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan.23. Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air.24. Belanja modal Pengadaan Penerangan jalan, taman,dan hutan kota.25. Belanja modal pengadaan Instalasi Listrik dan tele-phon.26. Belanja modal pengadaan Konstruksi/PengadaanBangunan.27. Belanja modal pengadaan buku perpustakaan.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak kese-nian, kebudayaan.29. Belanja modal Pengadaan hewan ternak dan tana-man.30. Belanja modal pengadaan Alat-alat Keamanan.
Sumber:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

	 Anggaran	Belanja	Langsung: Penyusunan anggaran belanja langsung dapat dilakukandengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaranjangka menengah daerah (KPJMD), penganggaran terpadu danpendekatan anggaran berbasis kinerja (ABK). Penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaranjangka menengah dilaksanakan dengan melakukan penyusunanprakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untukprogram dan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya daritahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi darikebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatanpada tahun berikutnya. Pendekatan penyusunan anggaran dengan pendekatan anggaranterpadu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan seluruhproses perencanaan dan penganggaran dalam lingkungan SKPDguna menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Adapunpenyusunan anggaran dengan pendekatan penganggaran berbasiskinerja atau prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikanketerkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkandari program dan kegiatan serta hasil yang diharapkan termasuke isiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
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 Penyusunan anggaran belanja langsung dengan pendekatananggaran berbasis kinerja berdasarkan indicator kinerja, capaianatau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga,dan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja dan capaiankinerja tersebut untuk mengukur keberhasilan yang akan dicapaidari proses pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan,meliputi kinerja masukan, keluaran dan hasil yang akan dicapai.
b.	 Belanja	tidak	Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkaitsecara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Belanja tidak langsung pada umumnya adalah belanja belanja yangditetapkan secara bersama-sama untuk melaksanakan seluruhprogram dab kegiatan unit kerja atau aktivitas umum dari sebuahunit kerja. Belanja gaji dan tunjangan yang dibayar kepada jajaranpegawai dari tingkat pimpinan sampai bawahan merupakan gajirutin setiap bulan yang diterimakan, berdasarkan pengangkatanyang bersangkutan menjadi pegawai PNS pusat maupun daerah.Secara Langsung belanja tidak langsung pada instansi pemerintahdaerah meliputi: belanja	pegawai,	belanja	bunga,	belanja	 subsidi,	
belanja	hibah,	belanja	bagi	hasil,	belanja	bantuan	keuangan,	belanja	
bantuan	sosial,	dan	belanja	tidak	terduga.1) Belanja	 pegawai	 merupakan belanja konpensasi dalambentuk gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan kepada pegawai negerisipil, yang termasuk ke dalam belanja pegawai ini adalahtunjangan representasi dan tunjangan pimpinan dan anggotaDPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakilnya.Daerah dapat memberikan penghasilan tambahan kepadaPNS daerah, berdasarkan pertimbangan yang sangat objektifdengan melihat dan memperhatikan kemampuan keuanganyang dimiliki daerah serta mendapatkan persetujuan DPRDsesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Tambahan penghasilan ini diberikan dalam rangkamemperhatikan peningkatan kesejahteraan bagi pegawaiberdasarkan beban kerja yang dipikulnya atau kelangkaanprofesi atau prestasi kerja dari pegawai tersebut. Tambahan penghasilan didasarkan kondisi kerja dandiberikan kepada pegawai negeri sipil di mana dalam
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melaksanakan tugasnya berada dalam lingkungan kerjayang mempunyai risiko sangat tinggi. Sedangkan tambahantunjangan kerja atas dasar kelangkaan profesi ini diberikankepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakantugasnya dinilai memiliki prestasi kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, tersebut kondisi kerja tersebut termasuk kedalam kondisi kerja yang sangat perlu diberikan tambahanpenghasilan. Kriteria pemberian tambahan penghasilanditetapkan dengan peraturan kepala daerah.2. Belanja	 bunga adalah belanja yang digunakan dandianggarkan untuk melakukan pembayaran bunga ataspokok utang yang dilakukan atas kewajiban, dihitungberdasarkan posisi pinjaman jangka pendek dan jangkapanjang. Belanja subsidi adalah termasuk belanja tidaklangsung yang dipergunakan untuk menganggarkan bantuankepada biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yangmemproduksi barang bagi kepentingan masyarakat, hal inidimaksudkan agar harga produksi barang yang dihasilkanuntuk masyarakat, harga jualnya dapat dijangkau olehmasyarakat. Terutama diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi kebutuhan dasar masyarakatdan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaanAPBD.3. Penerima	 subsidi diwajibkan untuk membuatpertanggungjawaban sebagai penerima subsidi berdasarkanperaturan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.Sedangkan belanja hibah termasuk belanja tidak langsungdigunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang,dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerahlainnya. Dan yang dapat diberikan dana bantuan hibah iniadalah kelompok lembaga atau badan dan swadaya masyarakatserta organisasi swasta atau kelompok masyarakat secaraperorangan atau kelompok secara spesi ik telah ditetapkanperuntuk annya berdasarkan Kepala Daerah. Dan dilakukandengan naskah perjanjian daerah yang meliputi: penunjangpeningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umumserta pemberdayaan aparatur daerah.
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4. Dana	bagi	hasil	dapat diberikan dan dianggarkan bersumberdari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota ataupendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa ataupendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerahlainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku. Bantuan keuangan ini dapat bersifat umum dankhusus. Adapun yang bersifat umum diperuntuk kan danpenggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahdaerah/desa penerima bantuan. Sedangkan yang bersifatkhusus diperuntuk kan dan pengelolaannya diarahkandan ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.Pemerintah daerah pemberi bantuan dapat mensyaratkanadanya dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.5. Bantuan	sosial dianggarkan dan dapat dipergunakan sertadiberikan dalam bentuk uang atau barang kepada komunitasmasyarakat melalui organisasi kemasyarakatan. Tujuannyaadalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diberikan tidak terus menerus setiap tahun, namun diberikansecara selektif dan penggunaan sangat jelas.termasukpemberian bantuan untuk partai politik. Penerima bantuansocial diwajibkan membuat laporan pertanggungjawabankepada Kepala Daerah. Tata cara pengelolaan dana bantuan social ini diatur denganperaturan kepala daerah.
Sumber:  Diktat Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Keuangan Tahun2013, dan Nurlan Darise “Nurlan Darise “Sistem Perencanaan danPenganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia“ Salemba Empat, 2009

Tabel :1.2 Rincian Belanja Tidak Langsung
	KELOMPOK	BELANJA	TIDAK	LANGSUNG

Jenis	belanja	tidak	
langsung

Rincian	
Belanjaa. Belanja Pegawai Belanja konpensasi kepada pegawai negeri sipil,ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-un-dangan. Belanja ini termasuk juga uang representasidan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gajidan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
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b. Belanja Bunga Belanja untuk menganggarkan pembayaran bungautang yang dilakukan atas kewajiban penggunaanpokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pin-jaman jangka pendek dan jangka panjang. Belanja inimeliputi:1. Bunga utang Pinjaman.2. Bunga utang obligasi.Belanja ini meliputi:1. Gaji dan tunjangan2. Tambahan penghasilan PNS.3. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggo-ta DPR serta KDH/WKDH4. Biaya pemungutan pajak daerah.c. Belanja Subsidi Belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusa-haan/lembaga tertentu agar harga jual produksi jasayang dohasilkan dapat dijangkau oleh masyarakatbanyak.d. Belanja Hibah Belanja untuk pemberian uang, barang dan atau jasakepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelom-pok masyarakat.perorangan yang secara spesi ik teta-lah ditetapkan peruntuk annya, bersifat bantuan yangtidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harusdigunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetap-kan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang men-cakup penunjang peningkatan fungsi pemerintahan,layanan dasar umum serta pemberdayaan aparaturdaerah, belanja ini meliputi:Belanja hibah kepada pemerintah pusat.1. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya.2. Belanja hibah kepada pemerintah desa.3. Belanja hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN.4.  Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisa-si Swasta.5. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/pero-rangan,e. Belanja bantuan so-sial Belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uangdan atau barang kepada masyarakat melalui organisa-si kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatankesejahteraan, Belanja ini meliputi:1. Belanja bantuan social organisasi kemasyarakatan.2. Belanja bantuan kepada partai politik.
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f. Belanja bagi Hasil ke-pada provinsi/ka-bupaten/kota danPemerintah Desa.
Belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yangbersumber dari pendapatan provinsi kepada kabu-paten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepadapemerintah desa atau pendapatan pemerintah daer-ah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Belanja ini meliputi:1. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi.2. Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/kota.3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada PemerintahDaerah/Pemerintah Desa lainnyag. Belanja tidak terdu-ga Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dantidak diharapkan berulang seperti bencana alam danbencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Sumber:  Perencanaan dan penganggaran daerah (Diktat Kementerian KeuanganTahun 2013).

Sumber : PERMENDAGRI 13 Tahun 2006.

Gambar	1.1	STRUKTUR	APBD
Sumber:	PERMENDAGRI	No.	13	Tahun	2006.
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Penjelasan atas Pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerahmeliputi semua transaksi keuangan untuk menutup de isit atau untukmemanfaatkan surplus. Dalam APBD, pembiayaan daerah dirinci menuruturusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek danrincian objek pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semuapenerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkanpengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembalibalik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahunanggaran berikutnya.Jika APBD mengalami de isit, pemerintah dapat menganggarkanpenerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkanpengeluaran pembiayaan jika ada surplus.
Penerimaan	pembiayaan mencakup:a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya(SiLPA)b. pencairan dana cadanganc. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkand. penerimaan pinjaman daerahe. penerimaan kembali pemberian pinjamanf. penerimaan piutang daerah
Sedangkan pengeluaran	pembiayaan mencakup:a. pembentukan dana cadanganb. penerimaan modal (investasi) pemerintah daerahc. pembayaran pokok utangd. pemberian pinjaman daerah

	 LATIHAN	1. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan Keuangan daerah;2. Dan apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah;3. Sebutkan fungsi dan azas-azas pengelolaan keuangan daerah.4. Jelaskan struktur APBD?5. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran pembiayaan?6. Apa yang dimaksud dengan penerimaan pembiayaan?
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7. Dapatkah pemerintah daerah mengalokasikan anggarannyauntuk Investasi, jika dapat jelaskan, jika tidak jelaskan?8. Apakah sifat Investasi ini, hanya semata mencari keuntungansemata?9. Dapatkan Pemerintah Daerah melakukan kerja sama antardaerah, dan dengan Negara Tetangga?10. Apa yang dimaksud dana transfer ke Daerah, dan dari manasumber dananya?
	 TEST	FORMATIF1.  Keuangan daerah memiliki:a.  Hak dan kewajibanb.  Tanggung jawab dan kewajibanc.  Hak dan tanggung jawabd.  Semuanya salah2.  Pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh:a.  Pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk dan ditetapkanoleh kepala daerahb.  Kordinator pengelola keuangan daerahc.  Kepala Daerah dan jajarannyad.  Semuanya benar3.  APBD merupakan wujud dokumen yang mengakomodir:a. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerahb.  Pendapatan daerah dan pengeluaran daerahc.  Pengeluaran dan dan pembiayaan daerahd.  Semuanya benar4. Setelah APBD selesai disusun dan perlu dibuatkan tindaklanjutnya, sebagai pedoman para pejabat pengelola keuangandaerah, dokumen tersebut adalah:a.  DIPAb. DPAc. P. O.d.  a, b, dan c semuanya benar.
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5. KPA adalah salah satu pejabat pengelola keuangan daerah yangartinya adalah:a.  Kuasa Pemakai Anggaranb. Kuasa Pembuat Anggaranc.  Kuasa Pengguna Anggaran d.  a, b, dan c semuanya salah6. PPK adalah salah satu pejabat pengelola keuangan daerah yangartinya adalah:a.  Petugas pembuat kerja samab. Pejabat Pembuat Komitmenc. Pejabat Pelaksana Kegiatand. a, b, dan c semuanya salah7. Bendahara pengeluaran, salah satu tugasnya adalah:a.  Menyimpan dan menatausahakan administrasi kas;b. Hanya menyimpan berkas;c.  Menyimpan Uang dalam kas dan mengamankannya;d.  a, b, dan c semuanya benar8. Bendahara merupakan petugas yang ditugasi untuk memungutpajak, atas uang yang dikelolanya:a.  Pandangan ini salahb. Pandangan ini benarc.  Pandangan ini benar berdasarkan peraturan yang berlakud.  a, b, dan c semuanya salah9.  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satupenyumbang PAD selain dana perimbangan keuangan pusat dandaerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.a.  Pendapat ini benar sekalib.  Pendapat ini salahc.  Pendapat ini kurang pasd.  a, b, dan c semuanya salah
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10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, terkait dengan pengaturanpengawasan keuangan daerah.a. Penjelasan ini belum benarb. Penjelasan ini salahc. Penjelasan ini bersifat sementarad. a, b, dan c semuanya salah
	 JAWABAN1.  b2.  a3.  a4.  b5.  c6.  b7.  a8.  c9.  a10.  a
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Kegiatan Belajar 2
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Indikator Kompetensi
1. Latar Belakang;
2. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Daerah;
3. Objek dan Subjek Pemeriksaan Daerah;
4. Jenis-Jenis Pemeriksaan Keuangan Daerah;
5. Evaluasi.
6. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1	 LATAR	BELAKANGPemeriksaan keuangan daerah, adalah proses kegiatan dimana sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pengawasan danpengendalian, pemeriksaan mengutamakan tindakan yang represif,berarti seorang pemeriksa, harus melakukan dengan mendatangiobjek dan subjek yang akan diperiksa, dengan sebelumnya menyusunsebuah perencanaan dengan jadwal kerja yang akan dilakukan,dan berapa lama, dan apa yang menjadi objek pemeriksaan yangakan dilakukan, dengan berapa personel yang akan melakukanpemeriksaan serta berapa biaya yang dibutuhkan, ini semua harusdibuatkan terlebih dahulu suatu rencana kerja dengan menyusunrencana kegiatan pemeriksaan lengkap dengan biodata petugasatau pejabat yang akan melakukan pemeriksaan kepada pimpinan/Kepala Kantor dari institusi pengawasan internal maupun eksternalpemerintah daerah.Kata pemeriksaan berarti melakukan tindakan dengan melakukanatau mengujungi objek dan subjek yang akan diperiksa dengan memintabukti-bukti yang diperlukan dan melakukan wawancara dengan pejabatdari instansi yang akan diperiksa, pemeriksaan dilakukan dalam rangkauntuk melihat apakah perencanaan yang dibuat oleh sebuah institusitelah dilaksanakan sesuai atau berdasarkan aturan yang berlaku dalampengelolaan keuangan daerah, dan melakukan pembinaan, jika terdapat
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adanya ketidaksempurnaan administrasi dalam pelaksanaan, danmelakukan tindakan dengan menyarankan apabila adanya penyimpanganberakibat adanya kerugian daerah, yang dilakukan oleh pejabat pengelolakeuangan daerah, dengan member sanksi untuk mengembalikan kerugianNegara atau daerah tersebut, dan memberikan sanksi kepada pelakunyabaik secara administrasi maupun sampai kepada tataran hukum kepadapenegak hukum.Seorang pemeriksa tidak dapat melakukan penuntutan, sifatnyahanya menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Institusiyang diperiksa, Atasan langsung pemeriksa, dan aparat penegakhukum bila terjadi penyimpangan berakibat adanya kerugian negara/daerah.Pada pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah dapat dilakukanoleh aparat pengawasan dalam lingkup internal pemerintah daerah,dan dapat juga dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintahdaerah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) serta lembaga swadaya masyarakat.
 URAIAN KEGIATAN

2.2	 PEMERIKSAAN	KEUANGAN	DAERAHKata pemeriksaan berarti melakukan tindakan dengan melakukanatau mengujungi objek dan subjek yang akan diperiksa dengan memintabukti-bukti yang diperlukan dan melakukan wawancara dengan pejabatdari instansi yang akan diperiksa, pemeriksaan dilakukan dalam rangkauntuk melihat apakah perencanaan yang dibuat oleh sebuah institusitelah dilaksanakan sesuai atau berdasarkan aturan yang berlaku dalampengelolaan keuangan daerah, dan melakukan pembinaan, jika terdapatadanya ketidaksempurnaan administrasi dalam pelaksanaan, danmelakukan tindakan dengan menyarankan apabila adanya penyimpanganberakibat adanya kerugian daerah, yang dilakukan oleh pejabat pengelolakeuangan daerah, dengan member sanksi untuk mengembalikan kerugianNegara atau daerah tersebut, dan memberikan sanksi kepada pelakunyabaik secara administrasi maupun sampai kepada tataran hukum kepadapenegak hukum.Seorang pemeriksa tidak dapat melakukan penuntutan, sifatnyahanya menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Institusi yang
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diperiksa, Atasan langsung pemeriksa, dan aparat penegak hukum bilaterjadi penyimpangan berakibat adanya kerugian negara/daerah.Pada pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah dapat dilakukanoleh aparat pengawasan dalam lingkup internal pemerintah daerah,dan dapat juga dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintahdaerah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) serta lembaga swadaya masyarakat.Pihak DPR/DPRD dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasanjalan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan danpelayanan kepada masyarakat daerah, dikarenakan adanya 3 (tiga) fungsiyang dimilikinya yaitu:
1. Fungsi Legislasi (Pembuat Undang-Undang bersama pemerintahdaerah);
2. Fungsi Pengawasan;
3. Fungsi Budgeting (yang menentukan besaran dana dari setiapdana yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah).

2.2.1		Ruang	Lingkup	Pemeriksaan	Keuangan	DaerahPemeriksaan keuangan daerah menurut ruang lingkupnya dibedakanmenurut jenis, yaitu:
1.	 Pemeriksaan	internal,	dapat	dibedakan	menjadi	dua:	a. Pemeriksaan intern dalam arti sempit, adalah pemeriksaan yangdilakukan oleh pemeriksa di mana pejabat yang diawasi itu denganaparat pemeriksa sama-sama bernaung dalam pimpinan seorangmenteri atau ketua lembaga negara. Lembaga yang bertugasmelakukan pemeriksaan dalam arti sempit ini adalah inspektoratjenderal departemen (IRJENDEP), inspektorat wilayah provinsi(ITWILPROP), inspektorat wilayah daerah kabupaten (ITWILKAB),inspektorat wilayah daerah kota (ITWILKOT).b. Pengawasan intern dalam arti luas, pada dasarnya sama denganpengawasan intern dalam arti sempit, perbedaan pokoknyahanya terletak pada adanya korelasi langsung pengawas danpejabat yang diawasi, dalam arti pengawas yang melakukanpengawasan tidak bernaung dalam satu departemen ataulembaga negara tetapi masih dalam struktur organisasipemerintahan.
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2.	 Pengawasan	eksternal Pengawasan ekstern, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukanoleh suatu unit pengawasan yang berada dalam organisasi yang diawasidan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional, tugaspengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, di samping itu dikenalpula pengawasan legislatif yang mempunyai arti adalah suatu bentukpengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPRD terhadap kebijakan danpelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.Bentuk pengawasan yang masih termasuk pengawasan eksternaladalah pengawasan masyarakat, yaitu suatu bentuk pengawasan yangdilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atautulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan.Merujuk pada pengertian pengawasan dan pengertian keuangandaerah yang dikemukakan, maka pengawasan keuangan daerah dapatdiartikan sebagai segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untukmenjamin agar pengaturan dan pengelolaan segala hak dan kewajibandaerah yang dapat dinilai dengan uang  dalam bentuk APBD, dapatdilakukan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan untukmencapai tujuan. Artinya pengawasan keuangan daerah dapat menjaminkesesuaian pengelolaan APBD dengan rencana dan tujuan yang telahditetapkan.Yang paling strategis dan sangat mendasar adalah pada saat pengajuanusulan perencanaan yang diajukan oleh setiap unit kerja dan SKPD diDaerah dan Pelaksanaan program dan kegiatan. Jika ini dapat diawasi dandikendalikan dengan seksama maka kemungkinan sangat kecil terjadinyapenyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.Fungsi ini dapat dijalankan oleh Bappeda jika pada Satuan KerjaPerangkat Daerah, karena Bappeda merupakan instansi yang mempunyaibeban tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruhperencanaan di Daerah. Dan jika sudah sampai pada pelaksanaananggaran, fungsi ini dapat dijalankan oleh Pejabat Pengelolaan KeuanganDaerah (PPKDUntuk meningkatkan pengawasan internal dalam lingkunganpemerintah dan pemerintah daerah, untuk lebih efektif maka pemerintahtelah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).Pemerintah mewajibkan kepada seluruh jajaran unit kerja dalamlingkungan Kementerian/lembaga Negara dan Pemerintah Daerah untuk
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membentuk unit SPIP di masing –masing unit kerjanya, terkandungmaksud adalah untuk lebih mengefekti kan pengawasan melekat ataupengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga Negara dan kepala daerah serta kepala satuan kerja perangkatdaerah di masing-masing daerah.
2.2.2		Kerangka	Regulasi	Pemeriksaan	Keuangan	DaerahPemeriksaan keuangan daerah yang efektif memberikan kontribusipenting mengenai cara pengelolaan keuangan pemerintah daerah,penjelasan kepada badan legislatif, dan penjelasan kepada warga negaramengenai penggunaan dana publik. Pemeriksaan keuangan tersebut dapat:1. Mendeteksi penyalahgunaan dana publik dan mengidenti ikasikelemahan pengendalian pengelolaan pemerintah daerah.Kelemahan pengendalian dapat mengancam integritas,mengganggu pelaksanaan anggaran, dan mengganggu penetapanperaturan lainnya.2. Menentukan keandalan laporan realisasi anggaran dan datakeuangan lainnya.3. Mengidenti ikasi pemborosan penggunaan sumber daya yangbila dikoreksi dapat menghemat penggunaan sumber daya yangtersedia.4. Menyediakan data yang dapat diandalkan mengenai hasil program.Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perubahan hukum,peraturan, dan alokasi anggaran.5. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara mengatur pokok-pokok menyangkut:(1) pemeriksaan dan pemeriksa; (2) lingkup pemeriksaan; (3)standar pemeriksaan; (4) kebebasan dan kemandirian dalampelaksanaan pemeriksaan; (5) akses pemeriksa terhadapinformasi; (6) kewenangan untuk mengevaluasi pengendalianintern; (7) hasil pemeriksaan dan tindak lanjut; (8) pengenaanganti kerugian negara; (9) sanksi pidana. UU ini merupakanpengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam UUD 45 berkenaandengan tugas dan kewenangan pemeriksaan yang meliputipemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenaikeuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi keseluruhanunsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUNo. 17/2003.
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6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan UU
No. 15/2004 memiliki kewenangan melakukan tiga jenis pemeriksaan.
Pertama, pemeriksaan keuangan, yang dilakukan oleh BPK dalam
rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Kedua, pemeriksaan kinerja, yang merupakan pemeriksaan terhadap
aspek ekonomi serta efi siensi dan efektivitas pengelolaan keuangan
negara, sesuai amanat Pasal 23E UUD 1945. Ketiga, pemeriksaan
dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan
tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
seperti pemeriksaan investigatif.

2.3	 LINGKUP	PEMERIKSAAN	KEUANGAN	DAERAHRuang lingkup pemeriksaan keuangan daerah meliputi pemeriksaanatas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPKberdasarkan UU ini memiliki kewenangan mendapatkan data, dokumen,dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksasecara isik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansiyang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankanuang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saatpemeriksaan berlangsung.BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahappemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasilpemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan, mencakup kebebasandalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yangobjeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaanberdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Kebebasandalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan meliputi antara lainkebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan,termasuk metode pemeriksaan investigatif. Selain itu, kemandirianBPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaansumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yangmemadai. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukandapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secarapotensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkate isiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukungpelaksanaan pemeriksaan BPK juga dapat memanfaatkan hasil pekerjaan
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yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam kaitanini, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasilpemeriksaannya kepada BPK.Undang-undang ini mengatur bahwa hasil setiap pemeriksaanyang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasilpemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerjaakan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi, sedangkanpemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan simpulan. BPKmenyampaikan setiap laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara laindengan membahasnya bersama pihak terkait.Di samping menyampaikannya kepada lembaga perwakilan, BPKjuga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pemerintah.Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPKdigunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaianyang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa(audited	 inancial	 statements) memuat koreksi dimaksud sebelumdisampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah memiliki kesempatanmenanggapi temuan dan simpulan yang dikemukakan dalam laporanhasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasilpemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Dalam halpemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkanBPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai denganperaturan perundang-undangan.Menurut UU ini, BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaanyang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikankepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepadaPresiden serta gubernur/bupati/wali kota yang bersangkutan agarmemperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yangsudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untukumum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatanuntuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dansitus web BPK. Lebih lanjut, UU ini mengamanatkan pemerintah untukmenindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlumemantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjuttersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
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Sesuai dengan amanat Pasal 5 UU No. 15/2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat 1. EUU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka BPK menyusunStandar Pemeriksaan Keuangan Negara atau disingkat dengan SPKN.SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaankeuangan negara untuk dan atas nama BPK. Standar pemeriksaaninilah yang menjadi patokan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian pemeriksaanyang dilakukan meliputi proses identi ikasi masalah, analisis, dan evaluasiyang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkanstandar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara.
2.4	 OBJEK	DAN	SUBJEK	PEMERIKSAAN	KEUANGAN	DAERAHObjek dari pemeriksaan keuangan daerah, adalah program dankegiatan yang dilaksanakan oleh para pejabat pengelola keuangandaerah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, namun keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para tenagapemeiksa, biasanya dilakukan sampling dari berbagai program dankegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah,dan seandainya diduga adanya penyalahgunaan ataupun ditemukanadanya penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukanpemeriksaan lanjutan, maka pejabat pemeriksa dapat mengajukanpemeriksaan lanjutan dengan melakukan pemeriksaan khususterhadap instansi yang bersangkutan. Adapun subjek pemeriksaankeuangan daerah adalah institusi dan pejabat pengelola keuangandaerah yang melaksanakan program dan kegiatan dimaksud.Biasanya, dari pihak instansi pengawasan baik internal maupuneksternal pememerintah daerah, terlebih dahulu memberitahukan,rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa baik dariinstitusi internal maupun eksternal pemerintah daerah.Untuk menjaga sinergitas dan tidak tumpang tindihnya pemeriksaanyang dilakukan selalu dilakukan koordinasi sebelumnya antara institusipengawasan internal dengan pihak institusi eksternal pemerintah daerah.Ini semua dilakukan agar tidak terjadi overlapping dalam pelaksanaanpemeriksaan yang dilakukan oleh kedua institusi tersebut.
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•	 Hasil	pemeriksaan	keuangan	daerahDalam pelaksanaannya pemeriksaan dilakukan rata-rata 30 harikerja, pada institusi pemerintah daerah, baik kepada SKPD di daerah danPPKD di Daerah, data-data yang dilakukan untuk diperiksa meliputi:1. Tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD dan PPKD;2.  Kewenangan dan tanggung jawab di masing-masing SKPD danPPKD;3.  Bukti-bukti yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatandi masing-masing SKPD dan PPKD;4. Hasil perencanaan awal yang dilakukan di masing=masing SKPDdan PPKD;5. Tata kelola administrasi di Masing-Masing SKPD dan PPKD;6. Hasil yang dicapai di masing-masing SKPD dan PPKD;7. Pembuatan Hasil laporan sementara Pemeriksaan yangdikonsultasikan kepada setiap SKPD dan PPKD, untuk dikon irmasidan dijawab hasil temuan-temuan, sebelum dijadikan laporanhasil pemeriksaan inal.Berdasarkan jenisnya pemeriksaan keuangan terdiri atas:
a.	 Pemeriksaan	Keuangan	Pendahulu Pemeriksaan keuangan pendahulu melakukan pemeriksaan atassebuah transaksi sebelum transaksi tersebut selesai dilakukan.Misalnya, transaksi pembayaran tidak akan dilakukan hinggapemeriksa keuangan telah memeriksa kelengkapan dokumenterkait transaksi pembayaran tersebut. Pemeriksaan inidilakukan sebagai bagian dari struktur pengendalian pengelolaandan merupakan tanggung jawab pengelola, bukan merupakantanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan.
b.	 Pemeriksaan	Keuangan	Penutup Pemeriksaan keuangan penutup dilakukan setelah sebuahtransaksi atau kejadian telah selesai dilakukan dan merupakantanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan. OrganisasiInternasional Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa“seluruh ruang lingkup pemeriksaan keuangan pemerintahmerupakan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan kinerja”.
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	 Pemeriksaan	berkala	mencakup:1. Atestasi akuntabilitas keuangan dari sebuah entitas,termasuk pemeriksaan catatan keuangan dan pemberianopini atas laporan keuangan.2. Atestasi akuntabilitas keuangan dari administrasi pemerintahsecara keseluruhan.3. Pemeriksaan keuangan atas sistem keuangan dan transaksitermasuk evaluasi kepatuhan dengan regulasi yang ada.4. Pemeriksaan pengendalian internal dan fungsi pengawasaninternal.5. Pemeriksaan atas kebenaran dan kelayakan pengambilankeputusan administratif dalam sebuah entitas.6. Pelaporan masalah yang muncul dari atau terkait denganpemeriksaan keuangan.
c.	 Pemeriksaan	Kepatuhan Pemeriksaan kepatuhan dilakukan dengan memeriksatransaksi yang telah terjadi. Pemeriksaan ini bertujuan untukmemastikan kelayakan otorisasi dan dokumen pendukungtransaksi. Penentuan layak tidaknya transaksi ini dari segi hukummerupakan fokus utama pemeriksaan kepatuhan. Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan pemeriksaankepatuhan dalam jumlah banyak memerlukan strategi untuk dapatmelakukan pemeriksaan jenis ini. Badan Pemeriksaan Keuangandapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut ke departementerkait dari entitas yang diperiksa. Bagaimanapun, kelemahandan ketidakandalan pengendalian pengelolaan dalam sebuahentitas pemerintahan menyebabkan pendelegasian pemeriksaankepatuhan menjadi tidak praktis. Dalam kondisi seperti ini, BadanPemeriksa Keuangan menjadi satu-satunya institusi yang mampumendeteksi dan menghentikan penyimpangan yang ada. BadanPemeriksa Keuangan harus mempertimbangkan efektivitaspenggunaan sumber daya dalam melakukan pemeriksaankepatuhan.
d.	 Pemeriksaan	Atestasi Badan Pemeriksa Keuangan dituntut untuk melakukanpemeriksaan keuangan tahunan atas anggaran pemerintah ataulaporan keuangan pemerintah. Laporan tersebut dibutuhkan
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badan legislatif untuk menutup kode rekening tahun yangdiperiksa. Pemeriksaan atestasi bertujuan untuk memberikan opini kepadapembaca laporan keuangan mengenai keandalan dan kebenaraninformasi dalam laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangantelah menggunakan beberapa pendekatan untuk memenuhikebutuhan ini. Salah satu teknik yang digunakan adalah denganmemeriksa beberapa transaksi dalam sebuah laporan keuanganyang dipilih berdasarkan sampel dan pertimbangan pemeriksa.Jika tidak ada kesalahan penyajian atau penyimpangan penyajiantransaksi tersebut dalam laporan keuangan maka laporankeuangan tersebut dapat diterima kebenarannya. Pemeriksakeuangan kemudian menyampaikan simpulan hasil pemeriksaandalam laporan pemeriksaan keuangan.
	e.	 Pemeriksaan	Kinerja	 Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan yang biasadilakukan Badan Pemeriksa Keuangan di berbagai negara.Pemeriksaan kinerja memeriksa seluruh entitas dan kegiatanentitas untuk membenahi e isiensi operasi entitas tersebut.Pemeriksa melakukan kegiatan tersebut dengan mencari area dimana terjadi pemborosan dan salah kelola yang bila dihapuskanakan membuat tercapainya kebijakan atau tujuan yang samadengan biaya yang lebih sedikit dan dengan mencari area di manadengan sumber daya yang sama dapat menghasilkan nilai tambahlebih. Pemeriksaan jenis ini dapat memberikan kontribusi yangbesar dalam meningkatkan e isiensi pengelolaan pemerintah.Laporan pemeriksaan beserta rekomendasi terkait dengane isiensi dapat berguna ketika pemerintah, bagian keuangan, ataubadan legislatif mengalami masalah penganggaran. Pemeriksaankinerja juga dapat didesain khusus untuk menangani masalahkelayakan pengendalian pengelolaan dalam rangka meningkatkanpengendalian. Pada dasarnya laporan hasil pemeriksaan diberikan kepadaorganisasi atau pihak yang berkepentingan dan pihak yangbertanggung jawab atas temuan dan rekomendasi dalam laporanpemeriksaan tersebut. Contohnya, pihak yang mendapatkanlaporan hasil pemeriksaan secara rutin adalah satuan kerjadan pejabat pengelola keuangan. Laporan tersebut diberikan
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kepada kedua pihak tersebut karena berpengaruh terhadapalokasi penganggaran atau pengelolaan sumber daya anggaran.Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengajukan pembuatan ataumengajukan revisi undang-undang kepada badan legislatif dansatuan kerja yang bertanggung jawab atas implementasi undang-undang tersebut jika hasil pemeriksaan tersebut menunjukkanperlunya pembuatan atau revisi undang-undang.Dalam sebuah negara demokrasi, pihak yang membutuhkan hasilpemeriksaan entitas publik pengguna dana publik adalah masyarakatumum. Di banyak negara, laporan pemeriksaan diumumkan ke publikdan tidak dilaporkan hanya jika laporan tersebut terkait dengan masalahkeamanan nasional. Pemeriksa keuangan sebaiknya juga memahamiperan media dalam menginformasikan kinerja pemerintah kepada publikdan memastikan media tersebut mengetahui laporan pemeriksaan yangperlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu dibutuhkan media yangkompeten dan proaktif agar implementasi hasil pemeriksaan berjalanefektif karena publik biasanya tidak terlalu tertarik atau mampu dalammenerjemahkan hasil pemeriksaan.Pemeriksa keuangan biasanya hanya memiliki wewenang untukmelaporkan hasil temuan dan harus bergantung kepada pihak lain ketikaingin mengoreksi temuan tersebut. Hal ini berlaku karena pemeriksaanmodern cenderung untuk berfokus terhadap keandalan data laporankeuangan, kelayakan pengendalian pengelolaan, efektivitas, dan e isiensikerja. Beberapa Badan Pemeriksa Keuangan diberikan wewenang untukmemberikan perintah yang mengikat, namun hal ini terbatas hanya untukmengembalikan penyalahgunaan dana. Badan Pemeriksa Keuanganmembutuhkan keputusan dari badan legislatif, pemerintah, pejabatpengelola keuangan atau satuan kerja untuk mengoreksi penyimpanganyang lebih kompleks. Pemeriksa keuangan tidak dapat memaksa institusimana pun untuk mengambil keputusan, namun pemeriksa keuangantetap bertanggung jawab untuk menghimbau tindakan atas temuanpemeriksaan dan memfasilitasi tindakan korektif yang diperlukan.Dalam banyak kasus, tim pemeriksa keuangan mengeluarkan “laporanhasil pengamatan pemeriksaan keuangan”. Pengamatan ini dibuatberdasarkan bukti pendukung dan menyarankan tindakan korektif yangdiperlukan kepada pihak yang diperiksa (menjelaskan sifat koreksinya).Pihak yang diperiksa kemudian mendapat kesempatan melakukan koreksiyang diperlukan sebelum laporan pemeriksaan akhir dibuat, di mana
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laporan tersebut memuat informasi mengenai pengamatan pemeriksaandan langkah apa yang telah atau tidak diambil atas hasil pemeriksaantersebut. Cara seperti ini terkadang lebih efektif dan membangun kapasitasinstitusi dibandingkan dengan mencari-cari kesalahan yang ada.
2.5	 EVALUASI	KEUANGAN

2.5.1		Proses	dan	Tujuan	EvaluasiEvaluasi merupakan kunci utama dalam menghubungkan masa laludengan masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan untuk memberikanpelajaran dan pengalaman yang telah terjadi dan menyiapkan informasibagi pembuatan kebijakan dan keputusan-keputusan yang akan dibuatpada masa yang akan datang. Evaluasi bukanlah salah satu metode untukmeningkatkan e isiensi belanja. Evaluasi justru merupakan salah satumetode pelengkap yang saling mendukung dengan metode lain dalampeningkatan e isiensi.Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil kegiatan/proyekdengan rencana kegiatan/proyek yang telah dibuat sebelumnya. Jikatujuan kegiatan telah dinyatakan dengan jelas maka proses evaluasinyaakan menjadi lebih mudah. Kejelasan indikator kinerja menjadi sangatberguna dalam memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja. Kegiatan yangtelah ditetapkan secara bertahap dalam pencapaian tujuannya akan lebihmudah dievaluasi secara keseluruhan dengan melakukan analisis capaiantarget kegiatan dalam setiap item kegiatan pada periode tertentu.Tujuan evaluasi keuangan pemerintah daerah adalah untukmeningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengontrol rencanaalokasi sumber daya, dan menyediakan data mengenai kinerja keuanganpemerintah daerah. Oleh karena itu evaluasi keuangan yang berkualitasperlu ditingkatkan dan digunakan oleh pihak yang terlibat dalampengelolaan anggaran dan proses pembuatan kebijakan lainnya.
2.5.2	Prasyarat	Evaluasi	yang	EfektifEvaluasi hanya akan berguna jika dalam proses pengambilan kebijakanmenggunakan hasil-hasil evaluasi dalam rangka melakukan perbaikan kedepan. Pendekatan seperti itu biasanya lebih mengutamakan analisis danefektivitas biaya. Praktik tersebut lebih jelas ukurannya, sehingga banyakdigunakan di beberapa negara meskipun masih ada beberapa masalahtertentu yang harus dibenahi, seperti proses evaluasi yang dilakukan
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harus mampu menyediakan data dan informasi yang komprehensifterkait dengan kebijakan dimaksud. Proses pengambilan keputusan yangmengandalkan hasil evaluasi tidak dapat dibuat jika hanya mengandalkandata yang terbatas dan didasarkan hasil analisis yang lemah.Hal ini berbeda dengan sistem “pendekatan kebijakan” yang hanyamengandalkan pendekatan ideologi dan kehendak penguasa. Banyakpihak yang masih membedakan antara pendekatan data empirik denganpendekatan ide-ide rasional dalam penetapan kebijakan. Penerapandua pendekatan itu juga berkonsekuensi pada sistem evaluasi yangdilakukan pada saat merumuskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan.Jika pendekatan empirik evaluasinya didasarkan pada fakta empirik,evaluasi pendekatan kebijakan lebih diarahkan pada sejauh mana sebuahkebijakan dan pelaksanaan kebijakan sesuai atau tidak sesuai denganideologi penggagas atau pimpinan lembaga atau organisasi.Terlepas dari logika dan analisis yang telah dibuat dengan baik,evaluasi merupakan bagian dari kerangka pengelolaan kinerja secara lebihluas. Upaya tersebut merupakan bagian dari pencarian sistem bagaimanamerumuskan kebijakan dengan didasari oleh kinerja yang jelas terutamadalam kerangka penyelenggaraan kebijakan anggaran di pemerintahandaerah.Pihak evaluator harus menentukan proses, sumber daya, dan batasandalam melakukan evaluasi dengan jelas. Pihak evaluator dapat berasaldari staf keuangan, organisasi pemeriksa, atau pihak luar. Siapa pun yangmelakukan hal ini harus memiliki kemampuan teknis dan manajerial yangdibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan evaluasi denganbaik.Pihak pengguna laporan evaluasi harus terlibat dalam perencanaanevaluasi untuk memastikan hasil evaluasi akan relevan dalam prosespengambilan keputusan.
2.5.3	Kerangka	 Regulasi	 Evaluasi	 Laporan	 Keuangan	 Pemerintah	

DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2007 memberikanacuan dalam melakukan penilaian terhadap rancangan peraturandaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancanganperaturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD. Evaluasi ini dilakukan untuk memberikan penilaianatas penyusunan rancangan-rancangan tersebut agar peraturan daerah
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dan peraturan kepala daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengankepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Denganevaluasi ini dapat ditemukan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkahperbaikan pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mencapaipengelolaan keuangan daerah yang efektif, e isien, ekonomis, transparandan akuntabel.Evaluasi ini dilakukan terhadap peraturan daerah mengenaipertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yangsetidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dandilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuanganBUMD/perusahaan daerah.Secara umum, evaluasi dilakukan dengan cara memperoleh datadan informasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam pembuatananalisis dan simpulan hasil evaluasi. Langkah selanjutnya ialah denganmemberikan simpulan mengenai:
a.	 Pemeriksaan	kelengkapan	dokumen	evaluasi Bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diperlukansebagai dasar evaluasi telah lengkap dan diproses lebih lanjutevaluasinya.
b.	 Evaluasi	legalitas	dan	administrasi Bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan simpulanmengenai:1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancanganperaturan daerah tentang pertanggunjawaban pelaksanaanAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepadapihak-pihak yang terkait2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancanganperaturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalamrancangan peraturan daerah tentang pertanggunjawabanpelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerahtentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
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c.	 Evaluasi	kebijakanBertujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan simpulanmengenai hal-hal sebagai berikut.1) Konsistensi penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan PerubahanAPBD tahun anggaran berkenaan2) Tindak lanjut hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan3) Tindak lanjut Rekomendasi BPK berkenaan dengan penyajianlaporan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaranberkenaan
d.	 Indenti ikasi	selisih	antara	nilai	anggaran	dengan	nilai	realisasi Bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan simpulanmengenai hal-hal sebagai berikut.1) Identi ikasi mengenai sebab-sebab terjadinya selisihlebih atau selisih kurang yang materiel antara: anggaranpendapatan dengan realisasinya; anggaran belanja denganrealisasinya; serta anggaran pembiayaan dengan realisasinya2) Identi ikasi mengenai rasio-rasio penting yang bergunabagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam membuatkeputusan mengenai upaya peningkatan pendapatan; alokasibelanja serta strategi pembiayaan pada masa mendatang.
e.	 Evaluasi	Realisasi	Pendapatan Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, danaperimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirincisebagai berikut.1. Pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah; retribusidaerah; hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatanasli daerah yang sah;2. Dana perimbangan, meliputi bagi hasil pajak/bagi hasilbukan pajak; dana alokasi khusus; dan dana alokasi umum;3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi bantuan danakontijensi/penyeimbang dari pemerintah.
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f.	 Evaluasi	Realisasi	Belanja Evaluasi ini dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanjadari waktu ke waktu yang antara lain berkaitan dengan urusanpublik seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sejalandengan program nasional. Evaluasi realisasi belanja ini dapatdilakukan dengan meneliti dan menganalisis struktur belanjamenurut fungsi keuangan negara yaitu belanja untuk fungsi-fungsi: pelayanan umum; ketertiban dan ketenteraman; ekonomi;lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan;pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial. Evaluasi dilakukan pula untuk menilai sejauh mana realisasibelanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasipenganggaran, kesesuaian dengan standar biaya yang telahditentukan, dan telah memperhatikan azas-azas kepatutan.
g.	 Evaluasi	Realisasi	Pembiayaan	 Evaluasi terhadap realisasi pembiayaan akan meliputi identi ikasidan dan analisis terhadap kemungkinan masih adanya realisasipembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan, serta ketidaktepatanpenyajian informasi realisasi anggaran pembiayaan.
h.	 Hal-hal	penting	yang	terdapat	dalam	Neraca,	Laporan	Arus	Kas,	
dan	Catatan	atas	Laporan	Keuangan Bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan simpulanmengenai beberapa hal sebagai berikut.1) Terdapatnya pengendalian dan pengelolaan yang cukupterhadap aset, kewajiban, dan ekuitas dana;2) Terdapatnya komposisi yang memadai antar pos-pos aset;pos aset dengan pos-pos kewajiban;3) Terdapatnya kontrol hubungan yang cukup antara Neraca,Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.6	 ANALISIS	LAPORAN	KEUANGAN	PEMERINTAH	DAERAHSalah satu alat dalam proses evaluasi adalah “Analisis LaporanKeuangan”. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalahpenilaian secara keseluruhan atas kondisi keuangan pemerintah daerahberdasarkan membaik atau memburuknya kondisi elemen keuangan
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pemerintah daerah. Pengertian dari kondisi keuangan pemerintah daerahadalah kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah berdasarkankemampuannya dalam melunasi kewajiban keuangan yang muncul ataskomitmen publik dan komitmen keuangan (seperti pembayaran kepadapihak ketiga, pegawai, dan pihak lain).Penilaian tersebut didukung dengan pembahasan mengenaipenyebab perubahan kondisi keuangan antar waktu, perbandingan antarahasil indikator anggaran dan realisasi anggaran, dan kejadian signi ikanyang memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. Kondisikeuangan pemerintah daerah tidak hanya menjelaskan posisi keuangandan perubahan posisi keuangan, namun juga menjelaskan ekonomi danlingkungan iskal pemerintah daerah secara keseluruhan. Peran analisislaporan keuangan adalah dalam menjelaskan dan menunjukkan informasiyang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahanposisi keuangan.Pemahaman dan penilaian kondisi keuangan membutuhkanpertimbangan subjektif. Kebenaran pertimbangan subjektif bergantungpada jenis dan kualitas informasi yang digunakan. Maka proses analisislaporan keuangan meliputi pengumpulan informasi dari laporankeuangan pemerintah daerah dan dari sumber lain yang dapat membantumenjelaskan kondisi keuangan dalam konteks ekonomi di manapemerintah daerah beroperasi.Analisis laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan denganmelihat beberapa indikator kondisi keuangan pemerintah daerahyaitu; indikator kesinambungan, indikator leksibilitas, dan indikatorvulnerabilitas. Ketiga indikator ini dilihat dari konteks ekonomi danlingkungan keuangan secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut.
a.	 Kesinambungan: Kemampuan pemerintah daerah untukmelaksanakan kegiatan yang sedang berjalan dan memenuhipembayaran kepada kreditor tanpa meningkatkan tarif pajakterhadap ekonomi atau menambah hutang. Kesinambunganmerupakan elemen penting dalam penilaian kondisi keuangankarena kesinambungan menjelaskan bagaimana pemerintahdaerah mengelola komitmen keuangan, komitmen pelayanan, danbesar hutangnya. Kesinambungan juga menjelaskan pengaruhbiaya yang timbul dari hutang terhadap tingkat pelayanan yangdiberikan. Pemerintah daerah yang pertumbuhan belanjanyalebih besar dari pertumbuhan pendapatannya dan proporsi
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pembayaran hutang terhadap pendapatannya meningkatmemiliki risiko tidak dapat menjaga tingkat pelayanannya .
b.	 Fleksibilitas: Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhikewajiban keuangannya dengan meningkatkan sumber dayakeuangan seperti penambahan pendapatan, meningkatkan tarifpajak, atau dengan menambah hutang. Fleksibilitas menjelaskanbagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya. Penambahanhutang jangka pendek akan mengurangi leksibilitas pemerintahdaerah terhadap memburuknya kondisi ekonomi pada masa yangakan datang. Hal ini sama dengan menaikkan tarif pajak dan biayapelayanan akan mengurangi kemampuan pemerintah daerah untukmenaikkannya lagi pada masa yang akan datang karena adanyabatasan tarif yang dapat ditanggung masyarakat dan pelaku bisnis.
c.	 Vulnerabilitas:	 Seberapa besar ketergantungan pemerintahdaerah terhadap sumber pendanaan di luar kendali dan di luarwewenangnya (dan akhirnya berisiko tidak dapat memenuhikewajiban keuangannya), baik pendanaan dalam negeri maupunluar negeri. Pemerintah daerah yang tingkat vulnerabilitasnyarelatif rendah memiliki kendali yang lebih baik atas kondisikeuangannya.Analisis menggunakan ketiga indikator ini mengurangi kemungkinantidak diperhitungkannya informasi materiel dalam proses penilaiansubjektif kondisi keuangan pemerintah daerah. Informasi materiel dalamkonteks ini adalah informasi yang dapat memengaruhi persepsi penggunalaporan keuangan atas kinerja keuangan pemerintah.Ketiga indikator analisis keuangan pemerintah daerah ini salingberhubungan satu sama lain. Contohnya, kondisi keuangan pemerintahdaerah yang baik namun tingkat dan kualitas pelayanannya kurang baikdapat membahayakan kondisi keuangannya dalam jangka panjang. Jikapemerintah daerah ini memutuskan untuk meningkatkan kualitas atautingkat pelayanannya, hal ini membutuhkan tambahan biaya yang berakibatmengurangi tingkat leksibilitas atau menambah tingkat vulnerabilitasnya.Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesinambungan jangka panjang.Analisis ketiga indikator kondisi keuangan ini melibatkan danmempertimbangkan beberapa set data karena tidak ada satu “angka”indikator mutlak yang dapat menjelaskan kondisi keuangan pemerintahdaerah dengan baik. Kelayakan kondisi keuangan akan terus berubah
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karena adanya beberapa faktor seperti skala atau cakupan pelayanan yangdiberikan, adanya standar pelayanan lokal, dan kebijakan pengelolaankeuangan.Data pendukung laporan keuangan dapat digunakan untukmemberikan gambaran jelas mengenai kondisi keuangan pemerintahdaerah. Perbandingan antara realisasi dengan anggaran tahun berjalan,realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu, atau bahkan realisasisatu pemerintah daerah dengan realisasi pemerintah daerah lain dapatdilakukan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara nilai realisasi dengan nilaianggaran dapat dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut untuk mengetahuiseberapa besar kontrol pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran.Pembahasan dilakukan untuk mengetahui mengapa nilai realisasi dapatmelebihi atau kurang di bawah nilai anggaran.Setelah melihat dan menganalisis indikator dan data pendukunglaporan keuangan, berdasarkan pertimbangan subjektivitasnya, analiskemudian menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Hasil analisislaporan keuangan ini dapat menjadi masukan dalam proses pengambilankeputusan pengelola pemerintah daerah namun tidak dapat menentukanefektivitas dan prioritas kegiatan pemerintah daerah.
	 LATIHAN	1. Jelaskan pa yang dimaksudkan dengan Keuangan daerah;2. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah;3. Sebutkan fungsi dan azas-azas pengelolaan keuangan daerah.4. Apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan keuangan daerah.5. Jelaskan ruang lingkup pemeriksaan keuangan daerah.6. Apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan kepatutan.7. Apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan kinerja.8. Siapa-siapa saja institusi Inetrnal pengawasan pemerintahdaerah.9. Siapa saja institusi Eksternal pemerintah daerah.10. Perlukah hasil pemeriksaan dilakukan sebelum dibuatkan hasilinal laporan pemeriksaan kepada institusi yang diperiksa.Jelaskan.



43

Pemeriksaan	Keuangan	Daerah

	 TEST	FORMATIF1.  Keuangan daerah memiliki:a.  Hak dan kewajibanb.  Tanggung jawab dan kewajibanc.  Hak dan tanggung jawabd.  semuanya salah2.  Pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh:a.  Pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk dan ditetapkanoleh kepala daerahb.  Oleh Kordinator pengelola keuangan daerahc.  Kepala Daerah dan jajarannyad.  Semuanya benar3. Objek pemeriksaan keuangan daerah adalah:a.  Orang pribadi atau sekelompok orangb.  Program dan kegiatan yang dilaksanakanc.  Instansi yang mengelola keuangan daerahd.  Semuanya salah.4. Hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk :a. Melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukanb.  Sebagai pedoman untuk melakukan evaluasic. Sebagai bahan dalam rangka melakukan rolling jabatandalam organisasid.  Semuanya tidak tepat5. BPK menyampaikan setiap laporan hasil pemeriksaan BPKkepada:a.  DPR/DPD/DPRDb.  Gubernur dan Bupati/wali kotac.  Tidak membuat laporand.  Semuanya salah6. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahappemeriksaan, yakni:a.  Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.b.  Pelaksanaan APBD dan pelaporan hasil pemeriksaan yangdilakukan
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c.  Hanya pelaksanaan APBD dan melaporkan kepada DPRDd.  Semuanya benar7. Untuk meningkatkan pengawasan internal dalam lingkunganpemerintah dan pemerintah daerah, untuk lebih efektif makapemerintah telah mengeluarkan dan menetapkan peraturanpemerintah:a.  Nomor 62 Tahun 2009, tentang Sistem Pengendalian InternalPemerintah (SPIP)b.  Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian InternalPemerintah (SPIP)c.  Nomor 70 Tahun 2010, tentang Sistem Akuntansi Pemerintah(SAP)d.  Semuanya salah8. Yang melakukan pembinaan terkait SPIP:a.  BPKb.  Inspektur Jenderalc.  KPKd.  BPKP9. Pihak DPR/DPRD dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan danpelayanan kepada masyarakat daerah, dikarenakan adanya3 (tiga) fungsi yang dimilikinya yaitu:a. Fungsi Legislasi, fungsi Pengawasan; Fungsi Budgetingb. Fungsi pengawasan dan pembuat undang-undang dan fungsimemanggil pemerintahc. Dapat melakukan pemeriksaan, memberi anggaran danmember nasihatd.  Semuanya salah.10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ditetapkandengan :a.  Undang-Undang No. 17 Tahun 2003b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004c.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;d.  a, b, dan c semuanya salah
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	 JAWABAN1. a2. a3. b4. a5. a6. a.7. b.8. d.9. a.10. c.
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Kegiatan Belajar 3
PEMERIKSAAN ATAS FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN

Indikator Kompetensi:1. Pengawasan/pemeriksaan pada fungsi perencanaan;2. Pengawasan/pemeriksaan pada fungsi pelaksanaan;3. Pengawasan/pemeriksaan pada fungsi pertanggungjawaban;4. Pengawasan/pemeriksaan pada fungsi Pelaporan

3.1	 LATAR	BELAKANGPengawasan/pemeriksaan yang dilakukan pada fungsi-fungsimanajemen, dapat dilakukan jika dalam tataran pelaksanaanmusrenbang pada tingkat kabupaten/kota unsur aparat pengawasandilibatkan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan musrenbangsecara aktif, sehingga aparat unsur pengawasan dapat mengetahuilebih dini akan apa-apa saja yang direncanakan dan yang akandilaksanakan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah. Hal inidimaksudkan secara lebih dini, aparat pengawasan dilibatkan agardapat memberikan masukan terkait rencana pelaksanaan programdan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangandaerah, dengan benar dan memenuhi rambu-rambu dalam pedomanpengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan Undang-Undang danPeraturan Pemerintah serta peraturan daerah tentang APBD.Fungsi-fungsi manajemen yang akan dikerjakan oleh para pejabatpengelola keuangan daerah, tentunya memedomani Undang-Undang danPeraturan Pemerintah dan peraturan daerah yang berlaku, kesemua inidapat dilakukan guna tercapainya akuntabilitas keuangan daerah.Semakin banyak orang atau intansi yang terlibat dalam penyusunanaspek-aspek manajemen, maka semakin baik dan adanya check	 and	
balances.
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 URAIAN KEGIATAN

3.2		 FUNGSI	MANAJEMENFungsi manajemen pada tahap awal adalah perencanaan danpenganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakanproses tahap awal, di dalam menyusun sebuah perencanaan kebutuhandaerah, baik perencanaan pembangunan daerah, perencanaan kebutuhanoperasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanankepada masyarakat daerah. Biasanya apabila sebuah perencanaan yangdirencanakan atau disusun salah maka akan berakibat kepada kesalahanpada aspek pelaksanaan program dan kegitan.Pengawasan/pemeriksaan aspek tahapan perencanaan danpenganggaran, merupakan proses kegiatan yang harus dilaksanakan,Hal ini sangat strategis sekali, karena apabila di dalam penyusunanperencanaan dan penganggaran tidak tepat, atau banyaknya hal-hal yangtidak terkait dimasukkan ke dalam program dan kegiatan baik program dankegiatan prioritas maupun non prioritas yang sifatnya program penunjangprioritas, maka dalam pelaksanaan anggaran akan banyak mengalamimasalah-masalah, sehingga diperlukan adanya perbaikan-perbaikan ataupenyesuaian dan direvisi di sana sini. Ini menandakan bahwa penyusunanperencanaan dan penganggaran masih belum baik. Untuk itu di dalamkerangka awal penyusunan perencanaan dan penganggaran perlumelakukan pemetaan dan indenti ikasi berbagai permasalahan yangterkait dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam satu tahunanggaran dengan mengacu kepada RPJM dan rencana strategis daerah.Dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakansuatu proses dan merupakan fungsi utama manajemen pembangunan,fungsi ini muncul diakibatkan adanya kebutuhan akan pembangunanyang lebih besar dibandingkan ketersediaan sumber daya yang tersedia.Perencanaan suatu proses pengambilan keputusan mengenaikebijakan dan program kegiatan secara terpadu dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat.Bagaimana kondisi perencanaan masa lalu dan kondisi saat ini:Sistem perencanaan dan penganggaran di Indonesia dilakukan dalamempat langkah yang meliputi:1. pada tingkat makro ekonomi, melihat tingkat kondisi ekonomijangka menengah, di mana harus dilihat prediksi penerimaan,
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sumber daya dalam negeri/luar negeri yang tersedia serta tingkatde isit atau utang yang yang harus dibayar setiap tahunnya.

Gambar3.1

2. pada tataran nasional bagaimana perencanaan lima tahunan danperencanaan tahunan yang dilakukan. Karena terdapat hubunganantara prediksi ekonomi makro dan anggaran tahunan.3. pada tingkat kementerian/lembaga, perencanaan dilakukandengan perencanaan strategis lima tahunan dan rencana kerjatahunan dari kementerian/lembaga.4. masa lalu terdapat penganggaran ganda (dual	 Budgeting), yaituRutin dan Pembangunan, sehingga terdapat kelemahan kondisiekonomi makro dan hanya terfocus jangka pendek saja. Sehinggamemasuki tahun atau abad 20 terjadi reformasi sistem perencanaandan penganggaran, reformasi keuangan terjadi pada:(1) penganggaran terpadu, yakni penggabungan (konsolidasi)anggaran rutin dan pembangunan,(2) Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (MTEF), yaitupenyusunan anggaran dengan persfektif multi tahun, dan(3) penganggaran berbasis kinerja.Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatandalam satu kesatuan atau kontinum.
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3.2.1	Penyusunan	Perencanaan	dan	PenganggaranDalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perludiperhatikan beberapa butir-butir yang terintegrasi antara lain:1. Awal penyusunan harus diketahui ketersediaan sumber dayayang tersedia ( inansial/pagu anggaran) secara indikatif. Sebagaisalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasanperencanaan pembangunan desa, kecamatan, forum Satuan KerjaPerangkat Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunankabupaten/kota dan provinsi.2. Disusun berdasarkan prioritas untuk setiap SKPD, dimulaidari sejak hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),Rencana Kerja (RENJA) SKPD hingga Rencana Kerja Anggaran(RKA-SKPD). Sehingga format RKA dapat dipergunakan sebagailampiran Renja SKPD.3. Rujukan berikutnya dengan melihat Kebijakan Umum APBD,serta Prioritas dan Plafon Anggaran SKPD.4. DPRD dan Pemerintah Daerah memahami setiap aktivitaspengawalan konsistensi.5. Output setiap tahapan proses perencanaan dan penganggarandapat diakses oleh setiap peserta masyarakat yang terlibat dalampenyusunan perencanaan dan penganggaran partisipasi.6. Setiap inkonsistensi atas semua materi yang dianggarkan darihasil perencanaan dan penganggaran partisipasi wajib disertaidengan penjelasan dan argumentasi yang jelas dan terincidari pemerintah daerah dan DPRD (azas transparansi danakuntabilitas dan good	governance).
3.2.2	Konsep	Perencanaan	dan	PenganggaranKonsep perencanaan dan penganggaran pembangunan daerahbertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi dan sekaligusmengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Pada Otonomidaerah berbagai aspek yang erat kaitannya dengan perencanaanpembangunan daerah dengan alokasi sumber daya yang tersedia,peningkatan peran masyarakat, potensi dan keanekaragaman daerah diIndonesia, di mana aspek dan keanekaragaman tersebut dipadukan didalam UU No. 22/1999 dan direvisi menjadi UU/32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, Paradigma Pembangunan Daerah telah berubah,terkait perubahan Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan
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daerah. Perubahan dimaksud berlandaskan pada Kepmendagri nomor29/2002, dan direvisi oleh Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di mana di Implementasikanpenganggaran berbasis kinerja (Performance	Based	 Budgeting), sebagaimodel perencanaan partisipasi. Pada UU Nomor 17/2003 tentangKeuangan Negara dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan KeuanganPusat dan Daerah, perencanaan pembangunan daerah terbatas padaperencanaan tahunan daerah yang meliputi Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah(Renja SKPD), di samping menyusun APBD.
3.2.3	Alur	Perencanaan	dan	PenganggaranSistem Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (SPPN).

Gambar	3.2Alur perencanaan dan penganggaran menurut UU Nomor 32/2004Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, secara khusus, tahapan perencanaandimulai dari Rencana Jangka Panjang Pemerintah(RPJP), Rencana JangkaMenengah Pemerintah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis Satuan KerjaPemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Namundemikian, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengaturkembali system Perencanaan pembangunan daerah yang telah diaturoleh UU Nomor 25 Tahun 2004 sebelumnya serta sekaligus mengatur
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pula proses penganggaran. Sehingga hal banyak menimbulkan penafsiranyang berbeda. Sepintas UU No. 25/2004 tentang SSPN terintegrasi denganpenganggaran, karena dijadikan pedoman RKPD dalam penyusunanRAPBD tapi dari segi institusi, sangat berpotensi menimbulkan tumpangtindih (overlapping) peran antara Bappeda yang mengusung RKPD denganpejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengusung arah kebijakanAPBD yang juga tercantum dalam RKPD. Sehingga diperlukan kecermatandalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah agartidak menimbulkan tumpang tindih.

Gambar3.3Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakanmasa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkansumber daya yang tersedia, perencanaan pembangunan daerah disusununtuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan pembangunannasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsadalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan pembangunandaerah merupakan kegiatan yang merupakan bagian dari kesatuan SistemPembangunan perencanaan pembangunan Nasional yang dilaksanakanoleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsadaerah dalam kerangka NKRI.
3.2.4	Fungsi	AnggaranPeranan anggaran pada suatu organisasi merupakan alat untukmembantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan,
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koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalammenjalankan organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan. Fungsianggaran ini perlu dikendalikan agar perannya sebagai kendali danpedoman kerja dapat terwujud dan efektivitas dan e isiensi dapat tercapaidalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3.2.5	Fungsi	PerencanaanPerencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen manajemendan fungsi ini merupakan dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemenlainnya. Winardi memberikan pengertian mengenai perencanaan sebagaiberikut. “Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenaimasa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskanaktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untukmencapai hasil yang diinginkan”.Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa sebelum organisasi melakukanoperasinya, pimpinan dari organisasi tersebut harus lebih dahulumerumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada masadatang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, sertabagaimana melaksanakannya. Sehingga pengawasan dan pengendaliandi sini sangat diperlukan, agar aktivitas yang akan dilaksanakan dapatterlaksana dengan baik sesuai apa yang diharapkan dalam organisasi.
3.2.6	Sistem	PenganggaranPenganggaran pada mekanisme penganggaran pemerintahmerupakan suatu sistem yang mengatur proses penyusunan dokumenanggaran yang dalam hal ini dikenal dengan Rencana Kerja AnggaranKementerian Negara dan Lembaga, yang dimulai dengan penyiapanpenganggaran (budget preparation) yang mengatur 3 (tiga) materipokok dalam penyusunan anggaran pemerintah meliputi; pendekatanpenyusunan anggaran, klasi ikasi anggaran dan proses penganggaran.Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan penganggaranpemerintah adalah pendekatan penganggaran terpadu, penganggaranberbasis kinerja dan penganggaran dengan sistem kerangka pengeluaranjangka menengah (KPJM). Klasi ikasi anggaran yang digunakan dalampenganggaran meliputi klasi ikasi; organisasi, fungsi dan jenis belanja(ekonomi). Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan
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mekanisme penganggarannya yang dimulai dengan Pagu Indikatif sampaidengan penetapan Pagu Alokasi Kementerian Negara dan Lembaga yangbersifat inal. Sistem penganggaran ini harus kita pahami secara baik danbenar oleh pemangku kepentingan (stockholder)	 agar dapat dihasilkanAPBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
a.	 Pendekatan	Penyusunan	AnggaranPendekatan penyusunan anggaran yang digunakan dalamproses penganggaran meliputi pendekatan: penganggaran terpadu,Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah. Pendekatan penyusunan anggaran dimaksud menjadi acuanbagi pemangku kepentingan bidang penganggaran dalam merancang danmenyusun anggaran.1. Pendekatan Penganggaran Terpadu. Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasarbagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya yaitu:Penganggaran Berbasis Kinerja(PBK) dan Kerangka PengeluaranJangka Menengah (KPJM). Dengan maksud bahwa pendekatananggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujudterlebih dahulu. Akuntabilitas anggaran meningkat melalui proses pembuatankebijakan yang lebih absah. Penyusunan Renstra disertai MTEFmemerlukan suatu proses yang lebih berbobot dilihat dari sisimasukan – konversi output. Tahapan-tahapan rencana dan penganggaran partisipatif dapatlebih meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan dibidang anggaran daerah. Renstra dan MTEF dapat dibuat denganmerujuk pada:1. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Nasional.2. Strategi Pengurangan Kemiskinan Daerah (SPKD) danStrategi Pengurangan Kemiskinan Nasional (SPKN)3.  Rencana Strategis Departemen di Tingkat Nasional.4. Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih.5. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap programpembangunan selama 5 tahun sebelumnya.6. Hasil analisis mengenai proyeksi pendapatan daerah limatahun ke depan (diturunkan dalam proyeksi tahunan).
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7. Masukan dari stakeholders dan kelompok fungsional dikabupaten, maupun input dari perencanaan dari bawah..8. Dokumen perencanaan tahunan yang mengganti Repetada,AKU perlu cukup detail sampai indikasi program dan targetpencapaian. Selain itu, juga harus ada indikator penilaiankegiatan yang langsung terkait dengan LPJ Bupati.9. Ada satu tim permanen yang memfasilitasi seluruh prosesRencana dan penganggaran di bawah Sekda.Musrenbang juga mempunyai fungsi sebagai ruang monitoring danevaluasi secara partisipatif bagi kegiatan yang dilaksanakan di desa padatahun sebelumnya dan kegiatan yang pernah direncanakan tapi tidakpernahdirealisasikan dan dinilai oleh masyarakat.Musrenbang membahas tentang kegiatan yang bisa dilaksanakansecara swadaya berdasarkan dana alokasi desa yang harus ditingkatkansecara signi ikan dan usulan yang diajukan ke pemerintah daerah.Prioritas dicross-check lagi apakah sesuai dengan yang di tingkat lebihatas Forum Rakorbang diganti ke forum sektoral. Langsung kelompokfungsional bersama dengan sektor dan wakil dari kecamatan membahasbersama tentang kegiatan yang mau dianggarkan. Forum sektoral inilebih memungkinkan terjadinya diskusi yang intensif antara kepentinganmasyarakat desa dengan kepentingan sektor Stakeholders yang dipilihsebagai wakil dari masyarakat dalam salah satu forum sektoral terlibatdalam diskusi pagu sementara di tingkat Panggar Eksekutif, arah kebijakanumum yang disusun oleh tim permanen diumumkan di media lokal.Renstra/MTEF Potensi dan masalah yang dihadapi oleh daerah dalam kurunwaktu tersebut. Untuk mengintegrasikan berbagai masukan tersebut, perludilakukan musyawarah. Agar proses musyawarah berjalan efektif, perludikembangkan metode perencanaan jangka menengah partisipatif. Unsuryang terlibat dalam proses musyawarah ini adalah: perwakilan kelompokdari desa dan kecamatan, perwakilankelompok fungsional (misalnya:kelompok petani dan nelayan), unsur dinas/badan/kantor pemerintah, danDPRD. Proses ini juga bisa disebutkan Participatory	Budgeting	Karena kebijakan yang disusun secara partisipatif bukan hanyaperencanaan, tetapi juga kebijakan anggaran untuk jangka menengah.Dalam proses penyusunan Perencanaan Pembangunan jangka MenengahDaerah/MTEF yang partsipatif, maka orientasi harus difokuskanpada penanggulangan kemiskinan dan kelestarian lingkungan(mengarusutamakan pada pengurangan kemiskinan).
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Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu:
1) pemerintah nasional telah menetapkan pengurangan kemiskinansebagai prioritas pembangunan nasional (sebagaimana tercermindalam SPKN), dan2) kondisi nyata di daerah sendiri menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan harus segera didorong.Hal lain yang harus diperhatikan adalah dokumen perencanaanruang. Dokumen ini seharusnya mengarahkan pembangunan sektoral.Untuk itu dokumen tata ruang harus segera dilihat atau direvisiuntuk  disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Produkdari musyarawah perencanaan pembangunan jangka menengahadalah dokumen Renstra disertai MTEF yang akan dijadikan rujukanutama dalam perencanaan tahunan daerah dan rencana lima tahunyang akan diajukan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.Renstra Daerah/MTEF selain memuat visi, misi, prioritas program, danrolling plan tahunan, juga harus memuat perkiraan alokasi anggaranuntuk tahun perencanaan baik per wilayah maupun per-sektor. Agardokumen ini menjadi rujukan maka pemerintah daerah sebaiknya tidakmembuat dokumen perencanaan menengah lainnya seperti Poldas danPropeda.

b.	 Perencanaan	dan	Penganggaran	Tahunan	DaerahBeberapa hal pokok yang harus dilakukan agar Rencana danpenganggaran tahunan partisipatif tahunan berjalan sesuai denganprinsip-prinsip efektivitas dan e isiensi adalah:1. Kebijakan umum (draft AKU) sudah ada dalam bentuk Renstra/MTEF yang menjelaskan prioritas pembangunan per tahunpenganggaran. Ini juga berarti hanya ada satu dokumen perencanaan tahunan,yaitu: AKU. Dengan adanya draft AKU maka perencanaan ditingkat desa dan kecamatan menjadi lebih terfokus. Ini juga sesuai dengan SE bersama Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri NegaraDalam Negeri No. 2354/M. PPN/03/204.050/744/SJ tentangPedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan PerencanaanPartisipatif Daerah.2. Supaya AKU dapat menjadi rujukan utama untuk menyusunrencana dan penganggaran tahunan. Renstra/MTEF juga
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dijadikan rujukan bagi dinas untuk menyusun Renstra Dinasdan Rencana Tahunan Dinas. Dalam rencana dan penganggarantahunan, Renstra/MTEF yang memuat plafon anggaran perwilayah dan per-dinas/sektor dapat dianggap sebagai DraftAKU untuk Rencana dan penganggaran tahun bersangkutan.AKU merupakan formulasi kebijakan anggaran (budget	 policy	
formulation). Sesuai dengan Kepmen 29/2002 maka AKU ditetapkan olehPemerintah dan DPRD dalam bentuk nota kesepakatan bersamadengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan dokumenperencanaan lainnya.Draft AKU (Renstra/MTEF tahun bersangkutan) harus disampaikandalam forum Musrenbang, dan forum-forum sektoral. Informasi mengenaidraft AKU berguna untuk :1. Mendapatkan umpan-balik/masukan untuk pembahasan danpenetapan AKU2. Mengorientasikan masyarakat agar mengajukan usulan programsesuai dengan prioritas pembangunan daerah3.  Dengan mengetahui plafon anggaran maka harapan yangberlebihan terhadap program pemerintah dapat dikurangi(sebagai ilter usulan).Agar ada rasa kepemilikan terhadap RPTD dan RPTK serta untukmengurangi usulan yang sebenarnya dapat didanai/dikelola sendirimaka perlu dipikirkan alokasi anggaran yang dikelola oleh pemerintahdi tingkat desa dan di tingkat kecamatan. Dengan alokasi anggaran inimaka usulan yang diajukan dalam forum Musrenbang adalah betul-betul usulan program skala prioritas, pendanaan, dan pelaksanaannyamenjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hasil musrenbangselanjutnya dikategorisasikan berdasarkan dinas-dinas/sektor-sektorpemerintah yang sebelumnya dinas telah merancang Renstra dan rencanatahunan dinas. Hasil perencanaan di tingkat spasial (komunitas) danperencanaan dinas/sektoral selanjutnya diintegrasikan dalam forum-forum sektoral (misalnya Forum Perencanaan Pembangunan Perikanandan Kelautan). Forum tersebut selain dihadiri oleh delegasi perwakilanspasial dan perwakilan dinas/sektor juga dihadiri oleh stakeholderslain, misalnya: organisasi nelayan, pengusaha perikanan, profesional dibidang pengelolaan sumber daya pesisir, Perguruan Tinggi, atau LSM yangmemiliki kompetensi di bidang/sektor tersebut. Dengan demikian, selain
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mengintegrasikan usulan spasial dengan usulan sektoral, forum ini jugamendapatkan masukan lain (terutama dari stakeholders yang kompeten)sehingga kualitas perencanaan meningkat.Agar hasil perencanaan transparan dan akuntabel maka harus adasistem data yang dapat melacak proses konversi dari wilayah ke sektoratau sebaliknya. Selain itu, karena forum sektoral dihadiri oleh pihak yangberkompeten maka forum dapat merumuskan tolok ukur output danoutcome yang ingin dicapai sebagai landasan bagi usulan program.Forum sektoral juga dapat merekomendasikan dari mana program dapatdidanai (APBD provinsi dan, APBD Kabupaten/Kota, DAK, atau DanaDekonsentrasi). Hasil pembahasan forum-forum sektoral yang memuattolok ukur output/outcome dan program yang diusulkan berdasarkanoutput/out come yang ingin dicapai- selanjutnya menjadi dasar bagipenyusunan AKU APBD. Dengan masukan yang lengkap output/outcome,program, dan kegiatan di tingkat desa dan sektoral- maka pemerintah danDPRD diharapkan tidak akan terlalu lama membahas AKU.Setelah AKU ditetapkan, dengan berdasarkan pada estimasiketersediaan dana pada tahun anggaran bersangkutan, disusun strategi,prioritas, dan plafon anggaran. Dalam proses ini komunikasi dengan sektordan delegasi masyarakat dan stakeholders lain perlu terus dilakukan.Komunikasi dan kesepakatan baru dengan stakeholders perlu dibuatmanakala terjadi perubahan program/kegiatan karena keterbatasan dana.AKU, Strategi dan Prioritas, dan Plafon merupakan dasar bagi penyusunanrencana anggaran satuan kerja. Agar proses perencanaan partisipatiflangsung terhubung dengan penganggaran maka perwakilan warga dariforum sektoral harus dilibatkan dalam pembahasan atau setidak-tidaknyadikomunikasikan, terutama jika ada perubahan kegiatan antara rencanayang telah disepakati dalam forum sektoral dengan rencana yang terdapatdalam rencana anggaran satuan kerja. Kompilasi rencana anggaransatuan kerja merupakan dasar bagi RAPBD yang akan dibahas dengandewan. Untuk menjamin transparansi pengambilan keputusan (terutamaperilaku dan keputusan fraksi-fraksi di DPRD) pemerintah sebaiknyamengumumkan secara terbuka proses pembahasan RAPBD di DPRD.Pemerintah/DPRD juga dapat mengundang delegasi masyarakat dan forumsektoral untuk menghadiri pembahasan RAPBD. Kehadiran masyarakat,Di samping dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dewan,juga secara psikologis dapat mendorong dewan untuk  mengeluarkankebijakan yang lebih populer. Meskipun dalam pembahasan APBDmasyarakat tidak memiliki hak bicara dan hak suara, tetapi masyarakat
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dapat memutuskan untuk memilih kembali atau menghukum anggotadewan/fraksi yang tidak memihak kepadanya. Setelah APBD ditetapkan,agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan program dan besarananggaran maka daerah perlu menyusun rencana implementasi dan SOP
(Standard	 Operating	 Procedure)	 yang harus diketahui oleh masyarakat.Informasi yang perlu diketahui masyarakat terutama adalah:
1. Pengumuman program yang akan didanai oleh APBD Kabupaten/Kota kepada forum sektoral, dan forum desa. Programyang diumumkan meliputi program spatial dan sektoral.
2. Pengumuman program yang akan dilakukan oleh pihak ketiga(swasta, LSM, atau masyarakat) secara terbuka3.  Pengumuman mekanisme tender bagi program yang akandilaksanakan melalui tender4.  Pengumuman mengenai mekanisme pengaduan keluhanterhadap program-program yang dilaksanakan Salah satukomponen penting dari rekomendasi perencanaan tahunandaerah yang nampaknya banyak diabaikan oleh pemerintahdaerah adalah perlu adanya umpan balik terhadap perencanaandan pelaksanaan program tahunan. Umpan balik di sampingmenilai pelaksanaan program juga harus menilai kualitas danmanfaat program dari sisi masyarakat.Untuk itu pemerintah perlu melakukan survey kepuasan masyarakatterhadap program-program yang dilaksanakan.Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi yang menyerap aspirasimasyarakat dapat dijadikan input bagi proses penyusunan AKU, ProsesMusrenbang, Forum-forum sektoral, dan Renstra/MTEF. Denganmenjalankan rekomendasi untuk perencanaan lima tahunan dan tahunandiharapkan rencana dan penganggaran menjadi lebih efektif dan e isien.Tetapi rekomendasi yang diajukan tidak mudah untuk dilaksanakan.Rekomendasi hanya akan dapat terlaksana apabila daerah dapatmemenuhi kondisi perlu (necessary	condition)	sebagai berikut.1.  Semua pihak yang terlibat dalam proses terutama aparaturdaerah, bupati, dan DPRD memiliki kemauan politik yang kuatuntuk menjadikan proses penganggaran lebih efektif dan e isien.2.  Fungsi terintegrasi dalam suatu wadah yaitu Badan Daerahdengan tugas yang lebih bersifat permanen. Atau jika tetapterpisah maka fungsi perencanaan dan penganggaranterkoordinasi dengan baik. Tugas Panggar sifatnya ad hoc karena
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hanya bekerja setahun sekali ketika menilai RASK dari badan/kantor/dinas/sektor. Formula yang demikian sejalan denganusulan pengembangan formula Renstra yang disertai MTEF demitercapainya akuntabilitas anggaran melalui proses pengambilankebijakan yang lebih absah.3.  Masyarakat diberi ruang yang lebih luas untuk berpartisipasidalam proses penganggaran -selama ini masyarakat hanya terlibatdalam proses perencanaan-. Untuk menjamin independensimasyarakat dalam proses, maka sebaiknya anggota masyarakatsendiri yang memilih wakilnya untuk perencanaan di tingkatyang lebih tinggi (delegasi forum musrenbang, delegasi forumsektoral, pembahasan rencana anggaran satuan kerja. bukanditetapkan berdasarkan posisi secara struktural.4.  Semua pihak sepakat bahwa dalam kerangka membangunpemerintahan yang baik,Dari penjelasan dan uraian tersebut di atas, maka perlu pengawasandan pengendalian di dalam mengalokasikan dana pada Rancangan APBNdan APBD, sehingga alokasinya benar-benar disesuaikan dengan programdan kegiatan yang diajukan oleh unit kerja pemerintah di kementerian/lembaga atau SKPD dalam organisasi pemerintah daerah.Pada Rancangan APBN, yang merupakan wujud perencanaan dananggaran secara nasional, sehingga program dan kegiatan yang diusungoleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan rencanakerja tahunan pemerintah dan pemerintah daerah.Program yang ada saat ini adalah program utama dan program generik,sehingga alokasi penganggarannya perlu diutamakan dan merupakan skalaprioritas utama yang harus diutamakan dalam rancangan penganggaransetiap tahunnya dan ini merupakan prioritas utama, sehingga alokasipenganggaran di setiap belanja harus betul-betul dirinci berdasarkankebutuhan tugas pokok dan fungsi unit kerja dalam organisasi pemerintahmaupun pemerintah daerah. Misalnya :Belanja Pegawai ini merupakanbelanja yang harus dianggarkan setiap tahunnya disesuaikan berdasarkanjumlah pegawai dan struktur organisasi setiap organisasi pemerintahdan pemerintah daerah serta disesuaikan berdasarkan Indeks biaya yangberlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.Alokasi anggaran wajib dialokasikan jika terdapat tugas pokok danfungsi dari organisasi pemerintah dan pemerintah daerah, dengan rinciantugas dan tanggung jawab secara terinci dan benar-benar disesuaikan
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dengan kondisi tanggung jawab dari masing-masing organisasi pemerintahdan pemerintah daerah. Setelah program utama selesai dikoreksi danditelaah secara detail, maka baru diilakukan pengalokasian dana anggarankepada program-program lain yang bersifat penunjang bagi programutama, di sini harus dilihat apakah program dan kegiatan yang diajukandari organisasi pemerintah dan pemerintah daerah tersebut merupakanprogram pendukung dari program utama, apabila tidak maka programdan kegiatan dimaksud perlu dipertimbangkan di tangguhkan dan menjadiusulan program dan kegiatan prioritas selanjutnya, bahkan dapat dibatalkan.Program Generik, merupakan suatu program dari organisasipemerintah dan pemerintah daerah, di mana apabila program dan kegiatanini tidak dilaksanakan maka organisasi dimaksud tidak akan terhenti atautidak terganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta tanggungjawabnya. Jadi program generik merupakan program penunjang tugaspokok dan fungsi tetapi bukan merupakan prioritas utama.Jika semua ini dapat dilakukan oleh para pejabat, pegawai yangbertanggung jawab atas penyusunan dan penelaah serta bagian veri ikasiusulan program dan kegiatan pada Biro Perencanaan, Bagian Perencanaandan Bappeda di Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka usulanperencanaan program dan kegiatan akan betul betul mendapat sebuahpola perencanaan dan penganggaran yang sangat matang dan di dalampelaksanaan akan dapat dilaksanakan berdasarkan tugas pokok danfungsi serta tanggung jawab dari masing-masing organisasi pemerintahdan pemerintah daerah. Dan ini merupakan awal Siklus Pengawasan danPengendalian dari suatu sistem pengawasan dan pengendalian. PadaRancangan APBN, yang merupakan wujud perencanaan dan anggaransecara nasional, sehingga program dan kegiatan yang diusung olehkementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan rencana kerjatahunan pemerintah dan pemerintah daerah.Program yang ada saat ini adalah program utama dan program generik,sehingga alokasi penganggarannya perlu diutamakan dan merupakan skalaprioritas utama yang harus diutamakan dalam rancangan penganggaransetiap tahunnya dan ini merupakan prioritas utama, sehingga alokasipenganggaran di setiap belanja harus betul-betul dirinci berdasarkankebutuhan tugas pokok dan fungsi unit kerja dalam organisasi pemerintahmaupun pemerintah daerah. Misalnya :Belanja Pegawai ini merupakanbelanja yang harus dianggarkan setiap tahunnya disesuaikan berdasarkanjumlah pegawai dan struktur organisasi setiap organisasi pemerintah
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dan pemerintah daerah serta disesuaikan berdasarkan Indeks biaya yangberlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.Alokasi anggaran wajib dialokasikan jika terdapat tugas pokok danfungsi dari organisasi pemerintah dan pemerintah daerah, dengan rinciantugas dan tanggung jawab secara terinci dan benar-benar disesuaikandengan kondisi tanggung jawab dari masing-masing organisasipemerintah dan pemerintah daerah. Setelah program utama selesaidikoreksi dan ditelaah secara detail, maka baru diilakukan pengalokasiandana anggaran kepada program-program lain yang bersifat penunjangbagi program utama, di sini harus dilihat apakah program dan kegiatanyang diajukan dari organisasi pemerintah dan pemerintah daerah tersebutmerupakan program pendukung dari program utama, apabila tidak makaprogram dan kegiatan dimaksud perlu dipertimbangkan di tangguhkandan menjadi usulan program dan kegiatan prioritas selanjutnya, bahkandapat dibatalkan.Program Generik, merupakan suatu program dari organisasipemerintah dan pemerintah daerah, di mana apabila program dan kegiatanini tidak dilaksanakan maka organisasi dimaksud tidak akan terhenti atautidak terganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta tanggungjawabnya. Jadi program generik merupakan program penunjang tugaspokok dan fungsi tetapi bukan merupakan prioritas utama.Jika semua ini dapat dilakukan oleh para pejabat, pegawai yangbertanggung jawab atas penyusunan dan penelaah serta bagian veri ikasiusulan program dan kegiatan pada Biro Perencanaan, Bagian Perencanaandan Bappeda di Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka usulanperencanaan program dan kegiatan akan betul betul mendapat sebuahpola perencanaan dan penganggaran yang sangat matang dan di dalampelaksanaan akan dapat dilaksanakan berdasarkan tugas pokok danfungsi serta tanggung jawab dari masing-masing organisasi pemerintahdan pemerintah daerah. Dan ini merupakan awal Siklus Pengawasan danPengendalian dari suatu sistem pengawasan dan pengendalian.
3.3	 PENGAWASAN/PEMERIKSAAN	 PADA	 FUNGSI	 PELAKSANAAN	
ANGGARAN	DAERAHPada pelaksanaan anggaran daerah, yang perlu mendapatkan perhatiansecara khusus adalah, bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan,apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan APBD atau DPA di setiap SKPD
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dan PPKD, serta apakah telah sesuai dengan memedomani peraturanpemerintah dan peraturan daerah tentang APBD. Dan apakah ada sebuahkebijakan yang berakibat adanya pergeseran anggaran atau adanya revisianggaran dalam pelaksanaannya. Sehingga tim pengawas/pemeriksaharus benar benar jeli memetakan berbagai tugas pokok dan fungsi dimasing-masing SKPD dan PPKD, serta program dan kegiatan apa saja yangdirencanakan dan bagaimana pelaksanaannya serta hasil yang dicapai,karena dalam penyusunan sebuah perencanaan program dan kegiatantentunya daerah telah menganut system penganggaran berbasis kinerja,dan anggaran terpadu serta kerangka pengeluaran jangka menengah.Objek dan subjek pemeriksaan harus dilakukan pemetaan denganjelas walaupun pemeriksaan dilakukan secara sampling, dikarenakanketerbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki untuk melakukanpemeriksaan di lapangan. Tetapi biasanya tenaga pemeriksa sudahmemiliki cara dan mekanisme yang sangat efektif dengan keterbatasanwaktu yang dimiliki dalam melakukan pemeriksaan.Penyimpangan sering dijumpai tidak saja dilakukan pada saatpengadaan barang dan jasa, tetapi juga pada saat dilakukannya penataanpembukuan dan akuntansi serta pertanggungjawaban pelaksanaanpengelolaan keuangan daerah.Dan penyimpangan juga dapat ditemukan pada saat pelaksanaanpembangunan atau renovasi gedung kantor, dan pemeliharaan padaperalatan dan mesin kantor, sering dijumpai adanya penyimpangan yangterjadi. Baik cara disengaja maupun dengan tidak disengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik oleh pihak pelaksana pekerjaanyang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan atau oleh oknum pejabatpengelola keuangan daerah.Belanja-belanja yang sering kali ditemukan adanya penyimpanganbaik secaraadministrasi maupun terjadinya kerugian keuangan daerahdan pemborosan keuangan daerah meliputi:1. Pada belanja barang;2. Pada Belanja Pemeliharaan;3. Pada Belanja Perjalanan; dan4. Pada Belanja Modal.Sehingga pada item-item belanja ini yang perlu mendapatkanperhatian secara khusus oleh pejabat yang melakukan pemeriksaankeuangan daerah.
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Belanja dimaksud meliputi:
1.		 Belanja	PegawaiBelanja pegawai baik langsung maupun tidak langsung dipergunakanuntuk :a.  Gaji pegawai dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gajipegawai;b.  Gaji dokter tidak tetap;c.  Gaji dan tunjangan para pejabat penyelenggara negara/PejabatNegara;d.  Uang makan PNS dan TNI & Polri;e.  Uang tunggu pensiun pegawai dan Pejabat Negara yang disalurkanmelalui TASPEN dan PT. ASABRI;f.  Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT.ASKES;g.  Uang lembur PNS;h.  Belanja pegawai honorer yang diangkat dalam rangka mendukungtugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;i.  Pembayaran Tunjangan sosial bagi Pegawai Negeri melalui unitorganisasi/lembaga/Badan tertentu;j.  Pembayaran uang vakasi;k. Pembayaran tunjangan khusus, merupakan pembayarankompensasi kepada pegawai Negeri yang besarannya ditetapkanoleh Presiden/Menteri Keuangan;l.  Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanjapegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaanmenurut peraturan perundangan-undangan belum dapatdirekam pada aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker)karena belum ditetapkan sebagai pegawai Negeri pada Satkerberkenaan; danm.  Pembayaran uang duka wafat/tewas yang besarannyaditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undanganyang berlaku.Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukanmodal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanjabarang.
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2.		 Belanja	BarangPengeluaran yang diperuntukkan untuk membeli barang dan/ataujasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yangdipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yangdimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luarkriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.Belanja Barang dipergunakan untuk :1.  Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangkapemenuhan kebutuhan dasar satuan kerja dan umumnyapelayanan yang bersifat internal, Jenis pengeluaran terdiri dariantara lain:a.  Belanja keperluan perkantoran;b.  Belanja penambah daya tahan tubuh;c.  Belanja bahan;d.  Belanja pengiriman surat dinas;e.  Honor yang terkait dengan operaisonal SATKER;f.  Belanja langganan daya dan jasa;g.  Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkansebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaanoperasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biayapemeliharaan yang dikapitalisasi;h.  Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja;dani.  Belanja Barang operasional lainnya yang diperlukan dalamrangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.2.  Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barangdan/jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaiantarget kinerja suatu satuan lkerja dan umumnya pelayanan yangbersifat eksternal.Jenis pengeluaran antara lain:a.  Honor yang terkait dengan output kegiatan;b.  Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasikegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan,ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatanyang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan.
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c.  Belanja jasa konsultan;d.  Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian targetkinerja;e.  Belanja jasa profesi;f.  Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkandengan target kinerja;g.  Belanja jasa;h.  Belanja Perjalanan;i.  Belanja Barang; penunjang kegiatan dekonsentrasi;y.  Belanja Barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;k.  Belanja Barang isik lain tugas pembantuan; danl.  Belanja Barang non operasional lainnya terkait dengan penetapantarget.
3.		 Belanja	ModalPengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambahnilai asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansidan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yangditetapkan pemerintah.Dalam pembukuannya nilai perolehan aset dihitung semua pendanaanyang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan.Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang dan jasa yangterkait dengan pengadaan asset berkenaan.Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan barang/asset merupakan suatutahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakansyarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset:1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertam-bahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekon-omis asset berkenaan.2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertam-bahnnya kapasiatas, peningkatan standar kinerja, atau volumeasset.3. memenuhi nilai minimum kapitalisasi.4.  Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserah-kan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain dan luar pe-merintah.
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Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain:1.  Belanja modal tanah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama pengosongan, penimbunan, peralatan,pematangan tanah, pembuatan serti ikat tanah serta pengeluaranpengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan denganperolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.2.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digu-nakan dalam pelaksanaankegiatan antara lain biaya pembelian,biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnyauntuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan danmesin tersebut siap digunakan.3.  Belanja modal gedung dan bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secarakontraktual sampai dengan gedung, dan bangunan siap digunakanmeliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biayapengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan danpengawasan yang terkait dengan perolehan gedung danbangunan.
4.		 Belanja	Modal	Jalan,	Irigasi,	dan	Jaringan.Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi danjaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksidan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasidan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biayauntuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat,menambah nilai asset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalandan jembatan, irigasi dan jaringan.
5.		 Belanja	Modal	lainnya.Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modaluntuk pengadaan pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapatdiklasi ikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, Peralatandan mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, irigasi, dan lain-
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lain) Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold),pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang –barang untuk meseum, serta hewan ternak,buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijualdan diserahkan kepada masyarakat.
6.		 Belanja	Bunga	UtangPembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principaloutstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yangdihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudahada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait denganpengelolaan utang.Pembayaran bunga utang meliputi antara lain:1. Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga SuratPerbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, ImbalanSurat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program,Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang luar negeri melaluipenjadwalan ulang kembali pinjaman.2.  Pembayaran	Loss	on	Bond	Redemption. Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih clean	

price yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN
(buyback)	dengan carrying value SUN..

	 Carrying SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atauditambah unamortized	discount	atau premium.3.  Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskonObligasi Negara; Pembayaran diskon SBSN; dan Denda merupakan pembayaranimbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembalipengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembaliankelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjamanperbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.
7.		 Belanja	SubsidiAlokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan pemerintahuntuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang danjasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehinggaharga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi diberikanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
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Belanja	subsidi	terdiri	dari:a.  Energi Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan ataulembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahanbakar minyak (BBM) jenis tertentu, lique ied petrolum gas(LPG) komsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenagalistrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yangmembutuhkan.b.  Non Energi Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan ataulembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publikyang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau olehmasyarakat yang membutuhkan.
8.		 Belanja	Bantuan	SosialTransfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinyarisiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggotamasyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnyabantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan,dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkanpotensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai kelompok dan ataumasyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanjabansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisiwajar.Kriteria belanja bantuan sosial adalah:1.  Tujuan penggunaan Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain:a.  Belanja Rehabilitasi sosial Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkandan mengembangkan kemampuan seseorang yangmengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsisosialnya secara wajar.
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b.  Belanja Pemberdayaan sosial Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegahdan menangani risiko dari guncangan dan kerentanansosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakatagar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengankebutuhan dasar minimal.c.  Belanja perlindungan sosial Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semuaupaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negarayang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehinggamampu memenuhi kebutuhan dasarnya.d.  Belanja Penanggulangan Bencana Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaianupaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunanyang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahanbencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.e.  Belanja Jaminan sosial Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaiankegiatan yang termasuk kataegori di dalamnya skema yangmelembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapatmemenuhi kebutuhan dasarnya hidupnya yang layak.f.  Belanja Penanggulangan kemiskinan Pengeluaran anggaran yang terkait langsung dalamkebijakan  program, dan kegiatan yang dilakukan terhadaporang keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidakmempunyai atau mempunyai sumber mata pencahariannamun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagikemanusiaan.2.  Pemberi bantuan Pengguna belanja bantuan sosial hanya jika pemberi bantuanadalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.3.  Persyaratan Penerima Bantuan Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok,dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidakstabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,, politik,bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhanhidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga
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non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainyang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/ataumasyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.4.  Masa Berlaku Pemberian Bantuan Belanja Bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteriapenerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuansosial.
9.		 Belanja	Lain-Lain	Pengeluaran negara untuk pembayaran atau kewajiban pemerintahyang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanjamodal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanjabantuan sosial serta bersifat mendesak dam tidak dapat diprediksisebelumnya.1.  Belanja lain-lain Dana Cadangan Dan Risiko Fiskal.  Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintahyang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidakdilakukan akan berdampak pada capaian target nasional.2.  Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian  Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintahyang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian.3.  Belanja Lain-lain Bendahara umum Negara Pengeluaran anggaran untuk pembiayaan kewajiban pemerintahyang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai BendaharaUmum Negara,4.  Belanja Lain-lain Tanggap Darurat Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintahyang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifatdarurat dan perlu penanganan segera.5. Belanja Lainnya Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam Kriteria 1-4tersebut di atas.
10.		Transfer	ke	DaerahSemua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untukmembiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,Rincian transfer ke Daerah antara lain:
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1.		 Transfer	Dana	Bagi	Hasil Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah ataspenerima negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepadapemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkandalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.		 Transfer	Dana	Alokasi	Khusus Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untukpendanaan kegaiatan-kegaiatan daerah yang bersifat prioritasnasional.
3.		 Transfer	Dana	Penyesuaian Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerahberdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat.
4.		 Transfer	Dana	Alokasi	Umum Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untukpendanaan kegiatan-kegiatan kebutuhan operasional rutinpemerintah daerah.
5.		 Transfer	Otonomi	Khusus	 Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah yangditetapkan sebagai daerah otonom yang dikhususkan berdasarkanUndang-Undang.(Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.02/2011 tentangKlasi ikasi Anggaran)Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa padaaspek pelaksanaan anggaran daerah, pejabat pengelola keuangan daerahperlumemperhatikan pedoman dan peraturan yang berlaku, sehinggadalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidahyang telah diatur dalam peraturan daerah. Hal ini perlu dilakukan didalam rangka untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangandaerah.

3.4	 PENGAWASAN	 DAN	 PENGENDALIAN	 PADA	 ASPEK	 PENATA
USAHAAN	DAN	AKUNTANSIPenatausahaan dan Akuntansi, merupakan proses kegiatanadministrasi yang harus dikerjakan secara hati-hati dan cermat, halini dikarenakan, jika terjadi kekeliruan pada pelaksanaannya, sangat
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sulit untuk diketemukan, sehingga perlu dilakukan pengawasan danpengendalian, dari unsur pengawas internal pemerintah daerah, sehinggafungsi pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah harussecara aktif melakukan pengawasan dan pengendalian secara cermat danteliti.Pejabat pengelola keuangan daerah, perlu memperhatikan dalampengadministrasian tata pembukuan dan Akuntansi. Kunci keberhasilanpenatausahaan dan akuntansi adalah pada petugas pelaksana dandukungan peralatan yang memadai.
3.5	 PENGAWASAN	DAN	PENGENDALIAN	PADA	ASPEK	PERTANGGUNG
JAWABAN	DAN	PELAPORANPengawasan dan pengendalian pada aspek membuatpertanggungjawaban dan pelaporan perlu dilakukan pengecekanyang benar dan teliti, jika petugas pelaksana dalam membuatpertanggungjawaban dan pelaporan tidak dilakukan pengecekandan pengendalian yang benar, sering kali terjadi kekeliruan dalammembuat pertanggungjawaban dan pelaporan, sehingga pimpinantidak cukup hanya menandatangani saja, tetapi perlu melakukanpengecekan kebenaran atas pembuatan pertanggungjawaban danpelaporan secara benar, sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku.

3.6	PELAKSANAAN	PEMERIKSAAN	KEUANGAN	DAERAHPada pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah, dilakukan olehpengawas dari institusi internal dan eksternal pemerintah daerah,sehingga para pejabat pengelola keuangan daerah, perlu memperhatikanapa-apa saja yang dibutuhkan dan data-data apa yang diperlukan dalamrangka mendukung kelancaran tugas para pejabat yang ditugasi untukmelakukan pemeriksaan di instansi dimaksud.Pejabat pengelola keuangan daerah, tidak perlu takut atau enggan jikaadanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas atau pejabat pengawasdari institusi pengawas/pemeriksa dari internal maupun eksternalkeuangan daerah. Jadikan bahan hasil pemeriksaan untuk memperbaikikinerja ke depan dan untuk memberikan motivasi dan wawasan dalampengelolaan keuangan daerah.
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	 LATIHAN	1.  Apa kewajiban pejabat atau petugas pemeriksa keuangan daerahbaik internal maupun eksternal pemerintah daerah, sebelummelakukan pemeriksaan?2.  Bagaimana jika dalam pelaksanaan pemeriksaan diketemukanadanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangandaerah, sehingga berakibat adanya kerugian daerah.?3.  Dapatkah pemeriksa internal pemerintah melakukan penindakandengan tuntutan secara langsung atas temuan yang ditemukanpada saat melakukan pemeriksaan keuangan daerah, jelaskan?4.  Apa yang dimaksud dengan belanja modal?5.  Apakah belanja tidak langsung dapat untuk membiayai belanjamodal?6.  Jika Anda sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, Andabelanjakan sebahagian uang persediaan untuk membeli makanandan minuman rapat, dibebankan kepada belanja apa jelaskan?7.  Dan jika Anda membeli seperangkat komputer untuk keperluankantor Anda, Anda bebankan kepada belanja apa komputertersebut jelaskan?8.  Untuk mendukung pelaksanaan tugas Anda dalam rangkaperjalan an dinas, Anda bebankan kepada belanja apa perja lanandinas tersebut jelaskan?9.  Apa yang Anda lakukan jika Anda ditunjuk menjadi pejabatpengelola keuangan daerah, pada bidang/bagian administrasijelaskan?10.  Jelaskan mekanisme pencairan dana Uang Persediaan yang Andaperlukan, jika Anda ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangandaerah?
	 TEST	FORMATIF1.  Fungsi-fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah yang keduameliputi:a.  Perencanaan dan penganggaran daerahb.  Penatausahaan/akuntansi daerahc.  Pelaksanaan Keuangan Daerahd.  a, b, dan c semuanya benar
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2. Dalam pengelolaan keuangan daerah, harus dilaksanakanberpedoman pada:a.  Undang-Undang No. 25 Tahun 2004b.  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014c.  Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004d.  a, b, dan c semuanya salah3.  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah meliputi:a.  KPA, PPK dan PPTK serta Bendaharab.  Kordinator pengelola Keuangan Daerah, KPA, pPK, PPTK danBendaharac.  PPKD, PPK, dan Bendaharad.  a, b, dan c semuanya salah4.  Kordinator pengelolaan keuangan daerah di daerah adalah:a.  ASDA Ib.  ASDA IIc.  Sekretaris Daerahd.  a, b, dan c semuanya benar5.  Yang mempunyai tanggung jawab membuat laporan PengelolaanKeuangan Daerah adalah:
a. Bendahara
b. PPK
c. PPKD dibantu seluruh jajaran pengelola keuangan daerah
d. a, b, dan c semuanya benar6.  Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat pengelola keuangandaerah pada:
a. SKPD yang dipimpinnya
b. PPKD yang menjadi tanggung jawabnya
c. PPK yang menjadi kewenangannya
d. a, b, dan c semuanya salah7.  Apabila terjadi kerugian daerah, siapa yang bertanggung jawab:a.  Bendahara pengeluaranb.  KPAc.  PPK
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d.  Tanggung jawab renteng seluruh pejabat pengelola keuangandaerah. Sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya8.  Apabila terjadi ketekoran kas, siapa yang berhak menuntutbendahara:a.  ITJENb.  BPKC.  Kepala Kantord.  a, b, dan c semuanya salah9.  Dapatkah Kepala Kantor melakukan waskat kepada bendaharadalam lingkungan kantornya secara mendadak?a.  Tidak Dapatb.  Dapatc.  Dapat atas izin BPKd.  a, b, dan c semuanya benar10.  Apakah dalam melakukan pemeriksaan BPK harus meminta izinterlebih dahulu kepada institusi pengawasan internalpemerintahdaerah.a.  Harus mendapatkan izin terlebih dahulub.  Tidak perlu, dapat dilakukan secara mendadakc.  Tidak hanya memberi tahu terlebih dahulu institusi yangakan diperiksanyad.  a, b, dan c semuanya salah
	 JAWABAN1. c.  6.   a.2. c.  7.   d.3 .a.  8.   b4. c.  9.   b.5. c.  10. c
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 Kegiatan Belajar 4
PEMERIKSAAN INTERNAL

Indikator Kompetensi
1.  Latar belakang pemeriksaan internal pemerintah daerah;
2.  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
3.  Institusi Pengawasan Pemerintah daerah yang melakukan pemeriksaan;
4.  Hasik pemeriksaan internal pemerintah daerah.

4.1		LATAR	BELAKANGPemeriksaan internal adalah aktivitas evaluasi untuk mengukurdan menilai efektivitas pengendalian internal. Hampir seluruhorganisasi pemerintahan memiliki satuan pemeriksa internal.Peran dari pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal sangatberbeda, walaupun keduanya dapat bekerja sama. Pemeriksaeksternal bersifat independen dari organisasi yang diperiksa danmelaporkan hasil pemeriksaan kepada pihak eksternal. Di lain pihak,pemeriksa internal merupakan bagian dari organisasi dan biasanyabertanggung jawab kepada pimpinan puncak organisasi. Terkaitdengan pengendalian internal, maka pemeriksaan internal bertujuanuntuk melaporkan pelaksanaan sistem pengendalian internal danmemberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan atau pengelolapemerintah daerah. Pemerintah daerah sebaiknya memanfaatkansatuan pemeriksa internal untuk menilai sistem pengendalian internaldan sebagai sumber rekomendasi dalam meningkatkan efektivitassistem pengendalian internal. Selain itu satuan pemeriksa internaldapat memeriksa kemungkinan telah terjadinya penyimpangan.Temuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembenahan sistempengendalian internal dan sebagai dasar pengambilan tindakan atausanksi kepada pihak yang melakukan penyimpangan.Hal yang perlu diperhatikan adalah pengelola pemerintah daerahsebaiknya melakukan pemeriksaan internal secara berkala. Dengan adanyapemeriksaan internal secara berkala maka kebutuhan untuk mengubah
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pengendalian internal dan adanya kelemahan pengendalianinternaldapat diketahui. Dalam hal ini, pihak pemeriksa internal dapat membantuproses evaluasi pengendalianinternal dan memberikan masukan untukmengatasi kelemahan pengendalianinternal tersebut.Pemeriksaan internal pemerintah daerah memiliki fungsi dan tanggungjawab yang sangat strategis atas keberhasilan jalannya penyelenggaraanpelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepadamasyarakat. Pemeriksaan internal pemerintah daerah merupakan wujuddari keseriusan pemerintah daerah akan adanya check and balances olehaparat pengawasan yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah, gunamemberikan semacam evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatanyang dilaksanakan oleh PPKD dan setiap SKPD dan jajaran pemerintahdaerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, gunatercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di daerah.
 URAIAN KEGIATAN

4.2	SISTEM	PENGENDALIAN	INTERNAL	PEMERINTAH	 SPIP

4.2.1	Pengendalian	internalPenyusunan laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari prosespenyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Untuk mendapatkanlaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang berlaku dibutuhkanproses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang efektifdan e isien. Untuk memastikan ketepatan penyusunan anggaran danpelaksanaan anggaran perlu dilakukan pengendalian internal yangmemadai di setiap tahapan proses tersebut.Pengendalian internal merupakan hal yang penting dalam pengelolaanorganisasi apa pun, baik dalam pengelolaan pemerintah pusat maupunpengelolaan pemerintah daerah. Dalam pemerintah daerah, tidak adagunanya membuat peraturan, menyusun anggaran, atau membuat kebijakanadministratif, jika tidak ada kepastian semua hal tersebut akan dilaksanakandengan baik. Contohnya, pemerintah daerah X melakukan penilaianmenyeluruh terhadap sistem pengendalian internalnya. Pemerintah daerahX menemukan masalah yang sering muncul terkait kelengkapan dokumen,dokumen iktif, tidak adanya pemisahan tugas yang memadai, kurangnyapelatihan, dan minimmya pengendalian atas staf. Dengan adanya hal-haltersebut maka kita tidak dapat memberikan kepastian bahwa programkerja pemerintah daerah X akan dilaksanakan dengan baik.
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Bagaimanapun, pengelola pemerintahan daerah juga harusmemastikan agar pengendalian internal tidak bertentangan dengankeseluruhan iloso i pengelolaan dari pemerintah daerah tersebut.Contohnya, di banyak negara, pengendalian internal memperkenankankepala satuan kerja untuk dapat mengambil keputusan namun tetapbertanggung jawab akan hasil dari keputusan yang dibuat, daripadamemberikan peraturan dan prosedur yang terperinci. Pendekatan sepertiini tidak dapat dilakukan dalam sistem pengendalian internal yangbergantung pada prosedur terperinci dan pengambilan keputusan denganreview bertingkat. Sebaliknya, pengendalian internal yang memberikankebebasan dalam pengambilan keputusan tanpa disertai dengankelayakan akuntabilitas dapat menjadi masalah jika iloso i pengelolaanmenitiberatkan terciptanya integritas publik dan disiplin iskal. Secaraumum, pengendalian internal sebaiknya dibuat dengan seimbang, telahmempertimbangkan risiko terkait, biaya, manfaat, dan sisi keamananyang diperlukan.Pengelola pemerintahan daerah juga harus mempertimbangkanadanya perubahan kondisi lingkungan. Pengendalian internal yangdibutuhkan dan dinilai efektif dalam suatu waktu dapat menjadi tidakdibutuhkan atau tidak efektif dengan perubahan sifat operasi internaldan lingkungan eksternal. Hal yang perlu diperhatikan ialah pengelolapemerintahan daerah sebaiknya mengevaluasi sistem pengendalianinternal secara berkala, memodi ikasinya sesuai dengan keperluan yangdibutuhkan agar tetap efektif, dan menghapus sistem pengendalianinternal yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak efektif agar tidak lagimenjadi penghambat. Dengan adanya pemeriksaan internal secaraberkala maka kebutuhan untuk mengubah pengendalian internal danadanya kelemahan pengendalianinternal dapat diketahui. Dalam hal ini,pihak pemeriksa dapat membantu proses evaluasi pengendalian internaldan memberikan masukan untuk mengatasi kelemahan pengendalianinternal tersebut.Pengendalianinternal merupakan tanggung jawab kepemimpinandalam pemerintah daerah. Maka, untuk membangun dan menjagapengendalianinternal yang efektif, pimpinan puncak pemerintah daerahharus berkomitmen melakukan pengelolaan entitas dengan efektif danmenunjukkan integritas dan profesionalisme. Pengendalian internal yangefektif hanya dapat diwujudkan jika komitmen tersebut dilakukan danadanya contoh tindakan nyata yang dijadikan panutan individu-individudalam pemerintah daerah tersebut.
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Dalam pengendalian internal sebuah pemerintah daerah, evaluasipengendalian internal secara berkelanjutan sebaiknya menjadisalah satu prioritas utamanya. Pihak pemeriksa keuangan eksternaljuga berperan penting membantu pengelola pemerintahan daerahdalam membangun dan menjaga efektivitas pengendalian internal.Pemeriksaan yang dilakukan untuk memberikan opini atas kehandalanlaporan keuangan atau laporan lain dari sebuah pemerintah daerahharus disertai dengan penilaian pengendalian internal. Pemeriksaanini akan memberikan perhatian khusus kepada pengendalian terkaitpencatatan dan pemrosesan data yang disajikan dalam laporankeuangan. Bagaimanapun, banyak kasus menunjukkan adanya penilaianpengendalian internal terkait kepatuhan dengan undang-undang atauperaturan yang berlaku. Dalam penilaian jenis ini, pihak pemeriksatidak hanya memeriksa pengendalian internal tersebut, namun jugaakan melakukan pengujian yang diperlukan untuk memastikan bahwapengendalian internal telah berjalan dengan baik.Jenis pemeriksaan lain juga dapat berguna dalam memperkuat pengendalianinternal. Segala bentuk penyimpangan, baik yang ditemukan maupun yang tidakditemukan selama pemeriksaan, dapat dijadikan bukti pendukung kemungkinanadanya kelemahan pengendalian internal. Penyimpangan-penyimpangan inisebaiknya diperiksa dengan seksama oleh pengelola pemerintahan daerahdan pihak pemeriksa untuk menentukan apakah dibutuhkan atau tidakdibutuhkannya penguatan pengendalian internal.Organisasi Internasional Badan Pemeriksa telah mengembangkanstandar kerangka umum yang dapat digunakan pemerintah daerahuntuk mendesain dan mengembangkan sistem pengendalian internaldan sebagai acuan pihak pemeriksa dalam menilai pengendalian internalpemerintah daerah. Standar kerangka umum tersebut ialah:a.  Struktur pengendalian internal dibuat untuk dapat memberikankeyakinan yang memadai bahwa pencapaian tujuan umumorganisasi dapat diwujudkan. (poin ini sebenarnya sudah sangatjelas, namun dalam kenyataanya masih sulit untuk dilakukan)b.  Pimpinan dan para karyawan menjaga dan menunjukkandukungan positif atas pengendalian internal. (hal ini hanyadapat dilakukan jika ada kesepakatan bersama mengenaidiberlakukannya pengendalian internal yang efektif dan e isien)c.  Tujuan spesi ik pengendalian internal diidenti ikasi ataudikembangkan untuk setiap aktivitas pemerintah daerah, tepat,
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komprehensif, layak, dan terintegrasi dengan tujuan pemerintahdaerah.d.  Pimpinan bertugas untuk memantaunya secara berkesinambungandan responsif atas segala temuan terkait penyimpangan aktivitas,aktivitas yang tidak ekonomis, aktivitas yang tidak e isien, danaktivitas yang tidak efektif.Pengendalian internal pemerintah memiliki struktur standar yangmeliputi:1.  Struktur pengendalian internal, seluruh transaksi, dan seluruhkejadian signi ikan didokumentasikan dan dicatat dengan jelas.Dokumen-dokumen tersebut bila diperlukan dapat digunakandalam proses pemeriksaan.2.  Transaksi dan kejadian signi ikan diotorisasi dan dilaksanakanoleh orang yang memiliki otoritas.3.  Individu yang sama tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab di lebih dari satu area, yaitu area: otorisasi, pemrosesan,pencatatan, peninjauan transaksi, dan peninjauan kejadiansigni ikan.4.  Adanya pengendalian yang berkompeten untuk memastikantercapainya tujuan pengendalian internal.5.  Terbatasnya akses terhadap sumber daya dan catatan hanyakepada individu yang memiliki otoritas dan memiliki hak untukmenyimpan atau menggunakannya. Untuk menjaga akuntabilitas,maka sumber daya aktual yang ada dibandingkan dengan sumberdaya menurut pencatatan. Seberapa sering pergerakan mutasisumber daya tersebut menentukan seberapa sering perludilakukannya perbandingan nilai aktual dengan nilai tercatat.Sistem pengendalian internal di sektor publik terkait dengan hal-hal penting seperti mengidenti ikasi risiko serta pengembangan sistempengendalian internal yang prosedural untuk mengatasi risiko ataukemungkinan terjadi risiko. Dua poin di atas berkaitan dengan risiko.Risiko tersebut termasuk penyalahgunaan sumber daya manusia,penyimpangan pengelolaan keuangan, dan operasionalisasi teknis yangtidak efektif. Kegagalan dalam pelaksanaan anggaran juga merupakanwujud dari suatu risiko. Untuk mengelola risiko tersebut maka dibutuhkansistem pengendalian internal.Pengendalian internal memiliki makna sebagai berikut. Pengendalianberarti kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan atau
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dampak buruk dari sebuah kejadian ke tingkat aman. Sedangkan internalmemiliki arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan suatu strukturorganisasi. Jadi pengendalian internal merupakan kegiatan yang bertujuanuntuk mengurangi risiko atau dampak buruk dari sebuah kejadian ketingkat yang aman dalam suatu penyelenggaraan organisasi.Pengendalian internal menurut COSO (Comiteeof	 Sponsoring	
Organization) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan,pengelola, dan seluruh pihak di sebuah entitas untuk memberikankeyakinan yang memadai dalam mewujudkan:1.  Proses operasional yang efektif dan e isien2.  Laporan keuangan yang dapat dihandalkan3.  Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yangberlakuPengendalian internal mensyaratkan sebuah lingkungan pengendalianyang kuat di mana tercipta kerangka sistem pengendalian dan proseduryang koheren. Lingkungan pengendalian ini termasuk gaya pengelolaandari pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah. Selain itu masalahtanggung jawab dan kebijakan sistem pengendalian internal dan prosedurjuga termasuk lingkungan dalam pengendalian. Pentingnya pengendalianinternal dalam memastikan pengendalian dana publik dan pelaksanaananggaran yang efektif menyebabkan harus adanya pihak yang berperanpenting dalam meningkatkan pengendalian tersebut.Desain pengelolaan pengendalian internal yang baik tidak dapatmenjamin tercapainya tujuan entitas karena pengendalian internalmemiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam pengendalian internal ialah:1.  Desain pengendalian internal yang tidak sesuai dengankarakteristik khas dari organisasi yang bersangkutan.2.  Implementasi yang tidak berjalan sesuai dengan harapan.3.  Tidak adanya tindak lanjut atas laporan atau temuan sebuahpenyimpangan.4.  Tidak adanya teladan dari pimpinan sehingga tidak terciptalingkungan pengendalian yang baik. Tanpa adanya lingkunganpengendalian yang baik maka semua unsur pengendalian internallainnya juga tidak akan berjalan.5.  Adanya kolusi dari beberapa pihak dalam organisasiyang membuat tidak berfungsinya tujuan dari aktivitaspengendalian.
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4.2.2	Komponen	Pengendalian	InternLima komponen merupakan suatu kesatuan elemen esensialdalam sebuah sistem pengendalian yang efektif atau dikenal dengankomponen Struktur Pengendalian Internal. Kelima komponen dimaksudmenurut COSO ialah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitaspengendalian, komunikasi dan informasi, dan keberlanjutan dalampengendalian. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai kelima komponen tersebut:
1.		 Lingkungan	Pengendalian Lingkungan pengendalian ialah lingkungan umum di mana pegawaimelaksanakan tanggung jawabnya. Pimpinan dan berbagaipihak di sebuah organisasi harus menciptakan lingkungan yangberperilaku positif dan mendukung terciptanya pengendalianinternal. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan dasardari semua standar. Beberapa hal yang memengaruhi lingkunganpengendalian ialah sebagai berikut.
2.		 Integritas	dan	nilai	etika	dari	pengelola	dan	pegawai.	 Pengelola dalam hal ini memegang peranan penting dalam halmenciptakan etika organisasi dan memberikan contoh etika yangbaik, khususnya dalam menyusun dan mempertahankan iramaetika organisasi, menyediakan petunjuk perilaku yang tepat,menghilangkan gejala-gejala tingkah laku yang tidak etis, danmenentukan kedisiplinan jika diperlukan.
3.		 Komitmen	pengelola	terhadap	kompetensi.	 Semua individu harus memiliki dan mempertahankan suatutingkat kompetensi di mana individu tersebut dapat melaksanakantugas yang diembannya, sehingga mengerti betapa pentingnyapengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal yangbaik. Pengetahuan dan keterampilan setiap individu harus sesuaidengan pekerjaannya. Pengelola juga harus mengidenti ikasipengetahuan dan keterampilan sesuai yang dibutuhkan untukberbagai pekerjaan dan mengadakan pelatihan, pencalonan danbimbingan konseling, serta penilaian kinerja.
4.		 Filoso i	pengelola	dan	gaya	operasional	organisasi.	 Hal ini menunjukkan tingkat risiko yang akan diambil sebuahorganisasi dan iloso i manajemen terhadap manajemenberdasarkan kinerja. Lebih lanjut, sikap manajemen terhadap
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sistem informasi, akuntansi, fungsi personel, monitoring,pemeriksaan, dan evaluasi merupakan sesuatu yang sangatberpengaruh bagi pengendalian intern.
5.		 Struktur	Organisasi.	 Struktur organisasi menunjukkan framework manajemen untukperencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangkamencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi yang baikmenunjukkan secara jelas kewenangan dan tanggung jawabmasing-masing dan memiliki hubungan yang sesuai.
6.		 Cara	 unit	 kerja	 mendelegasikan	 kewenangan	 dan	 tanggung	
jawab	melalui	organisasi.	 Pendelegasian ini mencakup kewenangan dan tanggung jawabdalam melaksanakan tugas, pemberitahuan hubungan, danautorisasi.

7.		 Kebijakan	sumber	daya	manusia	dan	pelaksanaannya.	 Hal ini termasuk membuat kegiatan yang sesuai untuk merekrut,orientasi, training, evaluasi, bimbingan, promosi, kompensasi,dan mendisiplinkan personel, serta termasuk menyediakanjumlah supervisi yang memadai.
8.		 Hubungan	organisasi	dengan	pusat	dan	Dewan	Legislatif.	 Dewan Legislatif memberi mandat program-program yang harusdilaksanakan oleh unit kerja dan memonitor kemajuannya danpusat menyediakan kebijakan-kebijakan yang menuntun dalamberbagai hal. Kepala Unit kerja dan manajemen sangat berperandalam lingkungan pengendalian. Pada lingkungan pengendalianyang baik, manajemen harus mempromosikan dan mendukungpengendalian intern.

4.2.3	Penilaian	Risiko	Pengendalian internal harus menyediakan sebuah penilaian risiko,baik risiko dari dalam maupun dari luar. Penilaian risiko yang dimaksudadalah proses identi ikasi dan analisis risiko relevan yang dapatmenghambat pencapaian tujuan secara keseluruhan dan tujuan unitorganisasi dan perencanaan dalam menentukan bagaimana mengelolarisiko tersebut. Pimpinan harus ikut serta langsung dalam penilaian risikotersebut.
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Penilaian Risiko yang baik dilakukan secara periodik dan pengelolaharus menilai risiko yang mengancam akuntabilitas publik. Pengelola perlusecara komprehensif mengidenti ikasi risiko dan mempertimbangkansemua interaksi yang signi ikan antara entitas dan instansi lain sepertiketika mempertimbangkan faktor-faktor internal, keduanya harus secarasungguh-sungguh dan pada level aktivitas. Metode identi ikasi risiko yangdapat dilakukan ialah; aktivitas mengurutkan risiko secara kualitatif dankuantitatif, pertemuan antar pimpinan, merancang perencanaan strategis,dan mempertimbangkan temuan-temuan dari pemeriksaan dan penilaianlain.Pengendalian internal bukan sekadar bagaimana menghapus risiko,melainkan bagaimana mengatasi risiko. Pengendalian internal itu sendirimengandung risiko. Satuan pengendalian internal menilai efektivitas dane isiensi dari sistem pengendalian internal. Namun penilaian itu sendirirelatif hanya sebatas hingga tingkat risiko yang diinginkan oleh pimpinansebuah entitas. Pihak pimpinanlah yang akan menentukan seberapa besartingkat risiko yang masih bisa ditoleransi. Satuan pengendalian internaldari dalam organisasi akan lebih dapat menilai ritme pengendalianinternal pada level teratas karena mereka adalah saksi dan berinteraksilangsung sehari-harinya, tidak hanya dengan melakukan sekali kunjunganke kantor atau dengan melakukan survey terhadap tingkah laku pegawai.
4.2.4		Aktivitas	Pengendalian	Aktivitas pengendalian ialah kebijakan dan prosedur yang dibuatmanajemen untuk mengurangi efek dari risiko teridenti ikasi. Aktivitaspengendalian internal membantu menjamin terlaksananya petunjukdan arahan manajemen. Aktivitas pengendalian harus efektif dan e isiendalam pelaksanaan tujuan pengendalian unit kerja. Aktivitas pengendalianmerupakan bagian integral dari perencanaan, implementasi, pelaporan,dan pertanggungjawaban pegawai terhadap sumber daya pemerintah danpencapaian hasil yang efektif. Aktivitas pengendalian terjadi pada semuatingkatan dan fungsi entitas. Hal ini termasuk aktivitas; persetujuan, otorisasi,veri ikasi, rekonsiliasi, laporan kinerja, pemeliharaan keamanan, danpemeliharaan penyimpanan data dan dokumen terkait bukti pelaksanaankegiatan. Aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan dalam lingkungansistem informasi secara komputerisasi atau melalui proses manual.Dua jenis pengendalian sistem informasi yaitu pengendalian umumdan pengendalian aplikasi. Pertama, pengendalian umum adalahpelaksanaan semua mainframe sistem informasi, minicomputer, jaringan
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dan lingkungan pengguna. Pengendalian umum termasuk perencanaanprogram pengamanan, manajemen, pengendalian seluruh pelaksanaanpusat data, akuisisi dan pemeliharaan sistem software, akses keamanan,dan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi.
Kedua, pengendalian aplikasi dirancang untuk mengatasi proses datapada software aplikasi. Pengendalian aplikasi termasuk pengendalianakuisisi, implementasi, dan pemeliharaan dari semua sistem

software termasuk sistem pelaksanaan, sistem manajemen database,telekomunikasi, software keamanan, dan program-program pendukung.Karena teknologi informasi berubah secara cepat, pengendalianharus ikut berkembang untuk mempertahankan efektivitasnya. Setiapaktivitas pengendalian didesain sesuai dengan kondisi tertentu darisetiap entitas. Untuk itu, maka tidak ada satu jenis aktivitas pengendalianyang dapat digunakan untuk seluruh jenis entitas. Bagaimanapun,aktivitas pengendalian dapat diklasi ikasikan berdasarkan jenis kategoripengendaliannya dan keadaan lingkungan di mana pengendalian itudilakukan. Ada beberapa kategori dalam aktivitas pengendalian internalyang berlaku pada semua unit kerja, antara lain sebagai berikut. Beberapa jenis	pengendalian	internal, yaitu:
1.		 Pengendalian	 isik.	 Hal ini termasuk prosedur keamanan yang bertujuan untukmengawasi akses masuk (akses atas data akuntansi ataupersediaan yang bernilai tinggi).
2.		 Pengendalian	atas	pencatatan	akuntansi.	 Hal ini termasuk prosedur yang dibutuhkan dalam melakukanpencatatan akuntansi. Contohnya, setiap penerimaan uangharus disetor ke bank setiap hari. Individu yang menerima uangtersebut harus memberikan bukti pembayaran ke pembayardan memberikan salinannya ke bagian akuntansi. Individu yangmenyetorkan dana tersebut ke bank harus memberikan salinanbukti penyetoran ke bagian akuntansi. Pengendalian akuntansijuga meliputi prosedur internal dalam sistem akuntansi yangbertujuan untuk mendeteksi dan melaporkan penyimpangan.Dalam contoh ini, bagian akuntansi dapat merekonsiliasi kedualaporan penerimaan kas dan melaporkan jika terjadi perbedaan.Pengendalian akuntansi lain yang biasa digunakan dalam belanjaadalah dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran.
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3.		 Pengendalian	proses.	
 Prosedur didesain untuk memastikan seluruh kegiatan dilakukan

setelah mendapat otorisasi. Contohnya, penerbitan order pembelian
atau otorisasi kontrak membutuhkan dokumentasi dari pihak yang
mengajukan, peninjauan dari petugas pengadaan, dan persetujuan
dari pengguna anggaran. Pengadaan dengan jumlah yang lebih besar
mungkin membutuhkan persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi.
Pembayaran kepada kontraktor membutuhkan dokumentasi order
pembelian, dokumen dari kontraktor yang menjelaskan barang dan
jasa yang diberikan, dan pernyataan dari pihak penerima bahwabarang atau jasa telah diterima. Pembayaran di atas jumlahtertentu mungkin membutuhkan peninjauan dan persetujuandari pihak yang lebih tinggi.

4.		 Pengendalian	pengadaan.	 Adanya pendelegasian wewenang keuangan yang memadai danpemisahan tugas yang tepat. Perputaran tugas individu yangbertanggung jawab melakukan pengadaan dapat dilakukan untukmenghindari terbentuknya kedekatan atau kolusi antara pihakpetugas pengadaan dengan pihak rekanan pengadaan.
5.		 Pengendalian	pemisahan	tugas.	 Esensi utama dari pemisahan tugas ialah dalam kejadian atautransaksi yang dianggap berisiko maka paling sedikit harusmelibatkan dua orang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasirisiko dari tindakan yang menyimpang. Pada contoh sebelumnyaterkait penerimaan uang, orang pertama menerima uang, orangkedua menyetorkannya ke bank, dan orang ketiga merekonsiliasidokumen penerimaan kas dan kemudian melakukan pencatatanakuntansi. Pemisahan tugas dengan cara ini merupakan elemenpenting dalam hampir seluruh sistem pengendalian keuangan.Pendekatan ini memiliki kelemahan jika dilakukan pada tingkatekstrem yang berakibat pencapaian tujuan organisasi dilakukandengan tidak e isien. Tingkat ekstrem dalam hal ini ialah prosesoperasional dilakukan dengan melibatkan banyak orang dengantujuan adanya pemisahan tugas.Contoh dari aktivitas pengendalian, yaitu:a.  Laporan tingkat atas dari kinerja aktualb.  Laporan manajemen pada level aktivitas atau fungsional
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c.  Pengelolaan sumber daya manusiad.  Pengendalian proses informasie.  Pengendalian isik assetf.  Membuat dan melaporkan penghitungan kinerja dan indikator-indikatorg.  Pembagian tugash.  Pelaksanaan kejadian dan transaksi yang sesuaii.  Ketepatan dan pencatatan secara berkala atas kejadian dantransaksiy.  Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatank.  Dokumen yang sesuai dengan transaksi dan pengendalian internalKegiatan pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuanganmeliputi hal-hal berikut: (1) menginformasikan rancangan danpenggunaan dokumen prenumbered	(dokumen telah diberi nomor secaraberurut) dan pencatatannya; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi transaksiyang sesuai; (4) pengamanan dan pengukuran keamanan yang memadai;(5) Pemeriksaan independen terhadap kinerja keuangan; (6) Penilaianjumlah yang dicatat; dan (7) Review kinerja.
4.2.5	 Informasi	dan	Komunikasi	Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana datadikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan ke parapengguna. Sistem informasi menerima data input (disebut transaksi) yangakan dikonversikan melalui berbagai proses menjadi informasi output,dan kemudian akan diberikan ke pengguna. Transaksi terbagi menjadidua jenis, yaitu transaksi keuangan dan non keuangan.Informasi yang relevan tentang organisasi dan sepak terjangnya harusdiidenti ikasi dan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait untukmenjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara efektif. Hal inidapat dilakukan melalui pertemuan, memorandum, kebijakan, prosedurmanual, dan laporan manajemen.Informasi harus disimpan dan dikomunikasikan kepada manajemendan pihak-pihak lain dalam entitas yang membutuhkannya. Informasitersebut disampaikan dalam bentuk pelaksanaan dan pertanggungjawabanyang sesuai dengan bentuk dan kerangka waktu pengendalian internal.Komunikasi harus dilakukan dengan relevan, andal, dan secara periodik
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(baik internal maupun eksternal). Informasi dibutuhkan dalammewujudkan pencapaian tujuan entitas.Manajer program memerlukan data operasional dan keuangan untukmenentukan apakah rencana, strategi, dan kinerjanya sesuai dengantujuan akuntabilitas, efektivitas, dan e isiensi penggunaan sumber daya.Misalnya, informasi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan.Informasi tersebut termasuk data pembelian, subsidi, dan transaksi laintentang data aset tetap, perlengkapan, dan penerimaan pendapatan.Informasi juga diperlukan untuk menentukan apakah entitas dijalankansesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Informasi keuangandibutuhkan baik secara internal maupun eksternal.Komunikasi yang efektif harus terjadi dalam entitas, baik komunikasisecara horizontal maupun secara vertikal. Manajemen harus memastikankejelasan penyampaian dan penerimaan informasi yang berdampaksigni ikan terhadap pencapaian tujuan entitas kepada/dari pegawai sertapemangku kepentingan eksternal. Lebih jauh lagi, manajemen teknologiinformasi yang efektif merupakan hal yang utama dalam meraih manfaat,kepercayaan, dan keberlangsungan penyimpanan dan penyampaianinformasi.Sub tujuan di bawah ini memastikan bahwa metode dan pencatatansistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang dapatdiandalkan:
a. Semua transaksi yang diproses merupakan transaksi yang validdan telah disetujui.
b. Semua transaksi yang valid dapat diketahui dan diproses tepatwaktu dalam detail yang memadai untuk memungkinkanklasi ikasi transaksi yang baik.
c. Data input dari semua transaksi merupakan data yang lengkap,akurat, dan dengan unit moneter yang sesuai.
d. Semua transaksi yang diproses akan memperbaharui semuacatatan yang terpengaruh.
e. Semua output yang diperlukan dibuat berdasarkan aturan yangsesuai dalam menyediakan informasi yang akurat dan dapatdiandalkan.
f. Semua transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai.Dalam komunikasi informasi yang baik, manajemen harus membuatsistem informasi dan komunikasi yang dapat mendokumentasikan danmengomunikasikan pemanfaatan informasi oleh pihak terkait.
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4.2.6	 	Kontinuitas	Pengendalian	Pengendalian bertujuan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraanorganisasi secara internal sepanjang waktu. Untuk itu maka pelaksanaanpengendalian dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi secara periodik danterus menerus. Hal ini dilaksanakan untuk melihat apakah pengendalianinternal telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaikisesuai dengan kondisi lingkungan pengendalian. Informasi penilaian danperbaikan pengendalian dapat berasal dari berbagai sumber meliputistudi atas struktur pengendalian internal, laporan audit internal, ataulaporan penyimpangan-penyimpangan.Evaluasi terpisah dapat berupa pengendalian dari inspektoratjenderal maupun pemeriksa eksternal. Penemuan kelemahan selamapengendalian atau melalui evaluasi terpisah harus dikomunikasikankepada individu yang bertanggung jawab terhadap fungsi tersebut dansetidaknya kepada atasan langsung. Hal-hal yang serius harus dilaporkankepada pimpinan.Pengendalian atas pengendalian internal harus termasuk kebijakandan prosedur untuk memastikan bahwa temuan-temuan pemeriksaandan laporan lain dapat diatasi secara tepat. Dalam kaitan itu, pimpinanseharusnya:
1) Segera mengevaluasi temuan-temuan dan laporan lain, termasuksemua yang menunjukkan kekurangan dan rekomendasiyang dilaporkan pemeriksa dan pihak lain yang mengevaluasipelaksanaan organisasi.
2) Menentukan kegiatan yang tepat sebagai respons terhadaptemuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaandan laporan-laporan.
3) Memberikan perhatian atas semua kegiatan yang meningkatkanpengendalian internal.Dalam melakukan pengendalian yang baik, secara teratur pimpinanharus melakukan evaluasi terhadap struktur pengendalian internal danmemastikan bahwa semuanya terlaksana dan berjalan secara baik.

4.3		PENGENDALIAN	KEPATUHANStandar minimal pengendalian kepatuhan selama pelaksanaananggaran adalah sebagai berikut.
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1. Pada tahap komitmen (melalui pengendalian keuangan),dibutuhkan veri ikasi bahwaa. pengajuan belanja uang telah disetujui oleh pihak yangberwenang;b.  uang telah dialokasikan sesuai dengan tujuan dalam anggarandan kecukupan dana telah disediakan sesuai dengan kategoribelanja; danc. pengajuan belanja dilakukan sesuai dengan kategori yangbenar.2.  Ketika barang dan jasa diterima (melalui veri ikasi), dokumenpendukung bahwa barang telah diterima atau jasa telah dilakukanharus diveri ikasi.3.  Sebelum pembayaran dilakukan (melalui pengendalianakuntansi), dibutuhkan kon irmasi bahwa(i)  timbulnya kewajiban yang sah;(ii)  pihak yang kompeten telah menyatakan bahwa barang telahditerima atau jasa telah dilakukan;(iii) dokumen faktur dan dokumen pendukung pengajuanpembayaran telah tepat dan sesuai;(iv) Pihak penerima pembayaran telah diidenti ikasi denganbenar.4.  Setelah pembayaran akhir dilakukan (melalui pemeriksaan),dilakukan pemeriksaan secara seksama atas pembelanjaan danlaporan yang menunjukkan penyimpangan.Pada umumnya dalam sebuah organisasi, ada pemisahan tugas untukmengotorisasi belanja, menyetujui kontrak, dan melakukan pemesanan,menyatakan bahwa barang telah diterima dan jasa telah dilakukan,dan mengotorisasi pembayaran, walaupun beberapa dari aktivitas inimungkin dilakukan individu yang sama. Bagaimanapun, dalam banyakkasus, individu yang sama tidak melakukan pembayaran dan melakukanaktivitas lain atau mengendalikan aktivitas tersebut. Pengaturan sepertiini dapat membuat pengendalian internal menjadi lebih baik. Dalampemerintahan, pemisahan tugas ini dapat juga merupakan penyebarantanggung jawab antara satuan kerja dengan pengelola keuangan.
1.		 Kerangka	Regulasi	Pengendalian	InternalSistem pengendalian internal sebagai amanat undang-undangkeuangan negara telah didorong implementasinya dengan dikeluarkannya
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianInternal Pemerintah. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatanpada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakansecara tertib, terkendali, serta e isien dan efektif. Untuk itu dibutuhkansuatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwapenyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapaitujuannya secara e isien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangannegara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatanterhadap peraturan perundang-undangan.Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalampenerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutanserta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugasdan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaramemerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistempengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan PeraturanPemerintah.Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasipada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjangkegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikankeyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkanpemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yangberfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujianefektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembanganunsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspekbiaya-manfaat (cost	and	bene it), sumber daya manusia, kejelasan kriteriapengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi sertadilakukan secara komprehensif.Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah inimengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkandi lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:
a.		 Lingkungan	pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawaiharus menciptakan dan memelihara lingkungan dalamkeseluruhan organisasi yang menimbulkan perilakupositif dan mendukung terhadap pengendalian intern danmanajemen yang sehat.
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b.		 Penilaian	risiko Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risikoyang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
c.		 Kegiatan	pengendalian Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahanpimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalianharus e isien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
d.		 Informasi	dan	komunikasi Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinanInstansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasidisajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepatwaktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintahmelaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
e.		 Pemantauan Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu kewaktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviulainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat danmenunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern dilakukan pengawasan intern dan pembinaanpenyelenggaraan SPIP.Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatanpengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen ataspelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturanpengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensisumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahansejawat.Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedomanteknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, danpembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditoraparat pengawasan intern pemerintah.Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, dalamPasal 49 Aparat Pengawasan intern pemerintah meliputi:a.  BPKP;b.  Inspektorat Jenderal;c.  Inspektur Provinsi;dand.  Inspektur Kabupaten/Kota.
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4.4	 INSTITUSI	 PENGAWASAN	 PEMERINTAH	 DAERAH	 YANG	
MELAKUKAN	PEMERIKSAANPengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh internalpemerintah daerah terdiri dari:1. Internal dalam organisasi pemerintah daerah, dalam hal iniadalah atasan langsung/kepala kantor, yang sifatnya pengawasanmelekat, namun demikian pengawasan melekat saat ini sudahkurang efektif dalam implementasinya, hal ini dikarenakankesibukan yang dimiliki oleh atasan langsung atau kepala kantor,tetapi apabila pengawasan dapat didelegasikan kepada setiapkepala bagian atau bidang di masing-masing SKPD tentunya akansangat efektif, dan setiap kepala bagian. Bidang yang nantinyamelaporkan kepada Kepala Kantor, jadi pengawasan dapatdilakukan secara hierarki dalam jabatan yang ada pada organisasidi setiap SKPD dan PPKD di Daerah.2. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Institusipengawasan dalam lingkungan pemerintah dan pemerintahdaerah adalah:a.  Inspektorat Kementerian/Lembaga Negara, hal inidapat dilakukan jika daerah mengelola dana anggaranyang ditransfer dari pemerintah pusat, contohnya DanaPerimbangan Keuangan Pusat Dan daerah, Dana Desa, DanaAlokasi Dana Desa dan bantuan program yang diserahkan daripemerintah pusat dan dana-dana bantuan yang datangnyadari pemerintah pusat.b.  Untuk di Daerah, yang menangani pemeriksaan di Daerahadalah Inspektur Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yangmemiliki tugas pokok adalah melakukan pembinaan terhadappengelolaan keuangan daerah di daerah masing-masing;c.  Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4.4.1	Badan	Pemeriksaan	Keuangan	dan	Pembangunan	(BPKP)BPKP saat ini hanya bersifat tenaga pengawasan dan pemeriksaanyang apabila pemerintah daerah membutuhkannya lalu meminta untukmelakukan pengawasan dan pemeriksaan, baru melakukannya, Jadidilakukan pada hal-hal tertentu saja. Dan BPKP juga selaku Pembinadari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, berdasarkan PeraturanPemerintah nomor 60 Tahun 2008, tentang SPIP.
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Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan berdiri berdasarkanKeputusan Presiden nomor 31 Tahun 1983, yaitu sebuah lembaga nonDepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab secaralangsung Kepada Presiden. Pertimbangannya dikeluarkan KeputusanPresiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP, di mana diperlukanlembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsi secara leluasauntuk melakukan objek pemeriksaan tanpa mengalami hambatan dari unitorganisasi pemerintah lainnya dalam melakukan pemeriksaan. Diharapkandengan kedudukan BPKP yang terlepas dari unit kerja dalam kementerian,maka dapat lebih objektif dan efektif dalam menjalankan fungsi dantanggung jawabnya sebagai lembaga pengawasanyangbertanggung jawabsecara langsung kepada Presiden.Pada Tahun 2001 dikeluarkannya Keputusan Presiden tentangKedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan Susunan Organisasi danTata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir adalah dengan Peraturan Presiden Nomor64 Tahun 2005. Pada Pasal 52 disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugasuntuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan keuangandan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP lebihbersifat lebih preventif dan bersifat pembinaan, tidak sepenuhnyamelakukan pemeriksaan secara represif.Kegiatan yang dikerjakan BPKP adalah bersifat pendampingan,sosialisasi, asistensi atau pendampingan dan evaluasi. Sedangkan auditinvestigasi dilakukan dalam membantu tugas-tugas aparat penegakhukum untuk menghitung besaran kerugian negara yang terjadi.Pada masa reformasi BPKP banyak melakukan MOU atau notakesepahaman dengan berbagai Pemerintah Daerah dan Departemen/Lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MOU bersifat membantu mityra kerjauntuk meningkatkan kinerja dalam rangka capaian good governance.Tahun 2006, atas arahan dan petunjuk Presiden BPKP melakukanrevitalisasi dan reposisi fungsi yang untuk kedua kalinya. Di mana Reposisidan revitalisasi dilakukan BPKP diikuti dengan adanya penajaman visi danmisi serta strategi. Visi BPKP yang baru adalah sebagai” Auditor InternPemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam menstranformasikanmanajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang baik dan bersih”.Dengan tugas ini BPKP menegaskan akan lebih mengembangkan fungsipreventif dari aspek pengawasan, dan hasilnya akan dijadikan model
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system manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat pre-emptive.	Pengawasan yang bersifat preventif yang dilakukan, terindikasi adanyapenyimpangan, maka diperlukan audit yang lebih terinci dan mendalamdari suatu objek yang diperiksa, maka perlu dilakukan pengawasanrepresif non justisia, dan ini digunakan untuk dasar membangun systemmanajemen pemerintahan yang lebih baik untuk mencegah potensipenyimpangan. Juga dapat merupakan tugas pembantuan kepadapenyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK, dalam menuntaskan penanganantindak pidana korupsi. Dan juga dapat mengawal dan mengamankanfungsi pengembalian kerugian keuangan Negara yang diakibatkan adanyapenyimpangan tersebut. (Sumber: Bahrullah Akbar, Sistem PengawasanKeuangan Negara di Indonesia Penerbit Kajian Keuangan Negara tahun2015).
•	 Tugas	Pokok	dan	Fungsi	BPKPBerdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, dalamPasal 49 menegaskan:1.  Aparat Pengawasan intern pemerintah meliputi:a.  BPKP;b.  Inspektorat Jenderal;c.  Inspektur Provinsi;dand.  Inspektur Kabupaten/Kota.2.  BPKP melakukan pengawasan internal pemerintah terkait denganakuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan yang meliputi:a.  Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b.  Kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara;c.  Kegiatan Lain berdasarkan penugasan dari Presiden.3.  Dalam rangka pengawasan intern, menteri keuangan melakukankoordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi Pemerintahlainnya.Dalam Pasal 59, ditegaskan dalam melakukan pembinaanpenyelenggaraan SPIP yang meliputi:a.  Penyusunan pedoman teknis untuk penyelenggaraan SPIP;b.  Sosialisasi SPIP;c.  Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
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d.  Pembimbingan dan Konsultasi SPIP; dane.  Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan internpemerintah. BPKP mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukanpembinaan SPIP. Kegiatan-kegiatan BPKP dapat dikelompokkan ke dalam4 (empat) kelompok sebagai berikut:1.  Audit.2.  Konsultasi, asistensi dan evaluasi.3.  Pemberantasan KKN, dan4.  Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.Kegiatan audit yang dilakukan BPKP meliputi:1.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).2.  Laporan keuangan dan Kinerja BUMN/BUMD dan Badan UsahaLainnya.3.  Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.4.  Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP).5.  Peningkatan Penerimaan Negara termasuk PNBP.6.  Dana Off Balance Sheet BUMN maupun Yayasan yang terkait.7.  Dana Off Balance Budget pada Departemen/LPND.8.  Audit tindak lanjut atas Temuan-temuan Pemeriksaan.9.  Audit Khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanyaindikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpanganlain sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di bidangnya.10.  Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgenuntuk segera dilakukan.11. Konsultasi, asistensi dan evaluasi.
•	 BPKP	dalam	Melakukan	Pemberantasan	Korupsi	Dalam turut serta melakukan pemberantasan korupsi BPKP dalamhal ini membantu pemerintah untuk memerangi praktik –praktikkorupsi, kolusi dan nepotisme dengan melakukan membentuk gugustugas anti KKN. Di dalam penegakan hukum dan pemberantasankorupsi BPKP melakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Agungdan Kepolisian Republik Indonesia, dituangkan dalam bentuk SuratKeputusan bersama.
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Selain kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, BPKP jugamelakukan kerja sama dengan pihak KPK dalam melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.
•	 BPKP	dalam	kegiatan	Pendidikan	dan	Pelatihan	PengawasanDalam melakukan pendidikan dan pelatihan pengawasan,BPKP merupakan dan berperan sebagai instansi Pembina dalammengembangkan jabatan fungsional auditor (JFA) di Lingkungan InstansiPemerintah. Di mana setiap auditor pemerintah harus memiliki serti ikatsebagai pejabat fungsional auditor. Adapun Pusdiklatwas BPKP berfungsisebagai menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serti ikasi kepadaseluruh auditor pemerintah.
•	 Struktur	Organisasi	dan	Tata	Kerja	BPKPBPKP di dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasandi lingkungan pemerintah memiliki struktur organisasi dan tata kerja, dimana BPKP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu satu sekretarisutama dan lima deputi yang membawahi bidangnya masing-masingyaitu:a.  Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian;b.  Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik,Sosial dan Keamanan;c.  Deputi Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan KeuanganDaerah;d.  Deputi Bidang Akuntan Negara;e.  Deputi Bidang Investigasi.Dan dibantu dengan 4 (empat) pusat yang membidangi:a.  Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;b.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan;c.  Pusat Informasi Pengawasan, dand.  Pusat Pembinaan Jabatan fungsional Auditor.Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya BPKP memilikiperwakilan di 25 Provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai lembagapengawasan dalam lingkungan pemerintah BPKP merupakan audiorprofesional yang bekerja di Instansi Pemerintah dan memiliki tugaspokok melakukan audit atas pertanggungjawaban pengelolaankeuangan Negara dan daerah yang disajikan oleh instansi atau unit-unit
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kerja dalam lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah.  (Sumber:Mulyadi (2002).Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, dalamPasal 49 menjelaskan BPKP melakukan pengawasan atas keuanganNegara di bidang tertentu yang meliputi:1.  Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;2.  Kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);3.  Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.Lain pada itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun2008, dalam Pasal 59, menegaskan BPKP juga mempunyai tugas untukmelakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP (Sistem PenyelenggaraanIntern Pemerintah).Dalam melakukan pembinaan SPIP BPKP melakukan pendekatanselain dengan hard	control, juga pendekatan dengan soft	control, hal inidisadari oleh pemerintah bahwa sisi manusia di dalam organisasi harusdilakukan pendekatan dan pembinaan sehingga manusia sebagai makhlukyang melakukan dan menjalankan sistem atau manajemen pengelolaanperlu dilakukan pendekatan dan pembinaan secara intens agar di dalammelakukan tugasnya, dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentangSPIP, BPKP sebagai Pembina SPIP memiliki peran utama yang sangatstrategis untuk menyukseskan SPIP, peran dimaksud meliputi:
1.		 Capacity	building;
	 Capacity	 building	 merupakan benuk strategi untuk dapatmeningkatkan e isiensi dan Efektivitas pada kinerja BPKP yangmeliputi cakupan pelaksanaan pengawasan intern, dan penelitianpengembangan di bidang pengawasan. Kapasitas building dapatdilakukan dengan cara melakukan pengembangan sumber dayamanusia. Pengembangan sumber daya manusia yang dimaksuddalam hal ini adalah bagaimana BPKP dapat meningkatkan tidakhanya kuantitas saja tetapi kualitas sumber daya manusia yangada di BPKP dapat ditingkatkan dan dikembangkan kualitasdan kompetensi keilmuannya pada aspek pengawasan tentunyadiperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadaibaik infrastruktur yang mendukung pengembangan keilmuandimaksud.
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2.		 Current	Issues
	 Current	Issue, di mana BPKP harus memahami dan mengerti atassegala issue yang berada di sekitarnya, khususnya issue terkaitdengan berbagai permasalahan secara nasional, maupun local,uang utama adalah menyangkut dengan kasus-kasus besar terkaitdengan penyimpangan atas pengelolaan keuangan Negara, dimana BPKP dituntut untuk dapat berperan aktif untuk dapatmenyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencarikan solusipemecahannya. Dan memberikan saran tindak kepada Presidendan aparat penegak hukum lainnya.
3.		 Clearing	House
	 Clearing	 House, merupakan kegiatan pengawasan yangmemberikan pertimbangan secara teknis maupun hukum atassuatu permasalahan atau kasus yang terjadi yang dapat merugikanpemerintah dan pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut telahdilakukan pemeriksaan tetapi belum dapat disimpulkan atashasil pemeriksaan tersebut, dikarenakan ada beberapa faktoryang menghalanginya, Di sini peran BPKP untuk melakukanpemecahannya dengan melakukan kerja sama dengan lembagapenegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan yang telahmelakukan kerja sama dengan BPKP.
4.		 Check	and	balance.
	 Check	and	Balance, dalam hal ini peran BPKP adalah memberikantanggapan atas hasil pemeriksaan atau opini yang dikeluarkanoleh Eksternal auditor yaitu BPK, BPKP dapat memberikanpertimbangan terhadap hasil audit eksternal yang dilakukanoleh BPK, dengan memberikan opini kedua, terkait temuan yangditemukan oleh audit eksternal, dalam kegiatan pemeriksaanyang dilakukan kepada suatu badan atau unit kerja pemerintahdan pemerintah daerah. Sehingga akan dihasilkan dua pandanganyang berbeda yang dapat membantu dalam penyelesaiaanpermasalahan tersebut.

(Sumber:	Bahrullah Akbar	“	Sistem	Pengawasan	Keuangan	Negara
di	Indonesia,	Penerbit	Lembaga	Kajian	Keuangan	Negara,	tahun2915).

4.4.2		Aparat	Penegak	Hukum Aparat penegak hukum yang dapat juga melakukan pemeriksaan ataspengelolaan keuangan daerah meliputi:



101

Pemeriksaan	Keuangan	Daerah

a. Kejaksaan Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum di lingkunganpemerintah daerah dapat melakukan pemeriksaan apabilaadanya laporan dari masyarakat, yang harus ditindaklanjutikebenarannya, dengan melakukan:
1. Terlebih dahulu melakukan penelitian;
2. Dilanjutkan melakukan penyidikan, jika dalam tindakanpenelitian yang dilakukan diyakini adanya dugaanpenyimpangan dan berakibat adanya kerugian keuanganNegara dan daerah;
3. Lalu dengan melakukan tuntutan di pengadilan, jika ditemuiadanya 2 bukti yang kuat dalam penyidikan, hingga berprosesdalam persidangan. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang dimilikipemerintah dan pemerintah daerah, dapat mengeluarkan SP3(surat perintah penghentian penyidikan) jika tidak ditemui bukti-bukti kuat dalam penyidikan yang dilakukannya.

b. Kepolisian Kepolisian Negara memiliki tugas selain menjaga keamanan danketertiban masyarakat, juga dapat melakukan tugas pengusutanatas adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaanwewenang dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah,atas adanya pengaduan dari masyarakat, dan laporan daripihak institusi pengawasan internal dan eksternal pemerintahdan pemerintah daerah. tIndakan yang data dilakukan adalahdengan:1. Melakukan penelitian;2.  Penyidikan;3.  Penuntutan, dengan melimpahkan berkas yang diperiksanyakepada pihak kejaksaan, hingga proses pengadilan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh institusipengawasan dan pemeriksaan internal pemerintah dan pemerintahdaerah, dapat dijadikan acuan untuk membenahi kinerja pengelolaankeuangan, kinerja aparatur sipil Negara, dan pembenahan terhadapsystem yang berlaku, sehingga jika ini dapat berjalan seiring denganperaturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, maka
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akan dapat mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara e isien danefektif, dan hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak.
4.5	HASIL	EVALUASI	PEMERIKSAAN	KEUANGAN	DAERAHDari pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan olehinstitusi pengawasan/pemeriksaan pemerintah terhadap setiap SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat dijadikan acuan untuk melakukanpembenahan dan penyempurnaan kepada perbaikan system danpengelolaan keuangan daerah ke depan. Hasil pengawasan/pemeriksaan,sebelum dijadikan bentuk laporan hasil pengawasan/pemeriksaan,terlebih dahulu draftnya disampaikan kepada unit kerja yang menjadiobjek pengawasan/pemeriksaan, untuk dimintakan tanggapan, dan jikatidak ada tanggap, berarti unit kerja dimaksud setuju dengan hasil temuanpada saat dilakukan pengawasan/pemeriksaan, sehingga draft tersebutdapat dijadikan secara inal, untuk dijadikan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, setelah menjadi laporan hasil pengawasan/pemeriksaanlalu disampaikan kepada unit kerja yang menjadi objek pengawasan/pemeriksaan, untuk ditindaklanjuti segera, dan jika terdapat adanyakerugian keuangan negara/daerah, maka harus dilakukan pengembaliansecepat mungkin dengan diberi jangka waktu yang ditetapkan.Semua sudah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004,tentang Pemeriksaan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuanganNegara. Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang PerbendaharaanNegara.
	 LATIHAN	1.  Apa yang dimaksudkan dengan pengawasan/pemeriksaaninternal pemerintah/pemerintah daerah?2.  Bagaimana hubungan antara institusi pengawasan/pemeriksaaninternal dengan institusi pengawasan/pemeriksaan eksternalpemerintah/pemerintah daerah?3.  Apa yang dimaksudkan dengan Sistem Pengendalian InternalPemerintah (SPIP)?4.  Apakah setiap institusi pemerintah/pemerintah diwajibkan untukmembuat unit SPIP secara mandiri dan bagaimana kaitannyadengan pengawasan melekat yang selama ini telah berjalan?
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5.  Apa bedanya antara SPIP dengan Pengawasan melekat?6.  Siapa yang menjadi Pembina SPIP dan mengapa demikian?7.  Siapa-siapa saja institusi pengawasan/pemeriksaan yang dalamlingkungan pemerintah/pemerintah daerah?8.  Adakah kaitannya antara Aparat kejaksaan dengan aparat penegakhukum seperti Kepolisian Negara dalam melakukan tuntutan,yang diakibatkan adanya dugaan penyimpangan pengelolaankeuangan negara/daerah?9.  Apa yang dimaksud dengan Kerugian negara/daerah?10.  Dapatkah Kejaksaan dan kepolisian mengeluarkan SP 3, jikadalam penyidikannya yang dilakukan tidak ditemukan adanyapenyimpangan dan berakibat adanya kerugian negara/daerah?
	 TEST	FORMATIF	1.  SPIP adalah:a.  Sistem Pengendalian Internal Pemerintahb.  Sistem Pengawasan Internal Pemerintahc.  Sistem Pemeriksaan Internal Pemerintahd.  a, b, dan c semuanya benar2. SPIP ditetapkan dengan Undang-Undang atau PeraturanPemerintah:a.  Undang-Undangb.  Peraturan Menteri Dalam Negeric.  Peraturan Pemerintahd.  a, b, dan c semuanya salah3.  SPIP merupakan penyempurnaan dari:a.  Sistem Pengawasan Melekatb.  Sistem Pengendalian Internalc.  Penyempurnaan dari Pola Pemeriksaan Internald.  a, b dan c semuanya salah4.  Pengawasan/Pemeriksaan Internal dapat dilakukan oleh:a.  BPKPb.  BPK
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c.  KPKd.  a, b, dan c semuanya salah5.  ITJEN Kementerian/Lembaga Negara termasuk dalampengawasan Internal Pemerintah:a.  Bukan termasukb.  Di luar Pengawasan/Pemeriksaan Internal Pemerintahc.  Termasuk dalam pengawasan internal pemerintahd.  a, b, dan c semuanya benar6.  IRWIL Kabupaten/Kota termasuk dalam jajaran pengawasaninternal pemerintah daerah;a.  Tidak termasukb.  Termasukc.  Pengawasan/Pemeriksa Eksternal Pemerintah Daerahd.  a, b, dan c semuanya salah7.  Kepala Kantor tidak bertanggung jawab atas pengawasaninternalpemerintah:a.  Bertanggung jawabb.  Karena Bukan KPA tidak bertanggung jawabc.  Hanya menerima laporan sajad.  a, b dan c semuanya salah8.  KPA tidak bertanggung jawab atas apabila terjadi kerugiankeuangan yang dikelola pejabat pengelola keuangan:a.  Tidak tau menahu, terbebas dari tanggung jawabb.  Bisa lepas tanggung jawabc.  Bertanggung jawabd.  a, b, dan c semuanya salah9.  PPK adalah:a.  Pejabat Pembuat Komitmenb.  Pejabat Pelaksana Kegiatanc.  Petugas Pengawasan Keuangand.  a, b dan c semuanya salah10.  Bendahara pengeluaran dan penerimaan wajib membuat laporansetiap bulannya kepada PA/KPA dan PPK sebagai pengendalipengelola keuangan yang dikelolanya.
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a.  Tidak benarb.  Wajibc.  Tidak wajibd.  a, b dan c semuanya salah
	 JAWABAN1.  a;2.  c.3.  a.4.  a.5.  c.6.  b.7.  a.8.  c.9.  a.10.  b.
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 Kegiatan Belajar 5
PEMERIKSA EKSTERNAL PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kompetensi:
1.  Latar Belakang;
2.  Eksternal Pemerintah Daerah;
3.  DPR/DPRD
4.  LSM dan Masyarakat

5.1	LATAR	BELAKANGPelaksanaan Pemeriksaan Keuangan daerah yang dilakukan olehinstitusi pengawasan eksternal pemerintah daerah, dilakukandalam rangka untuk menjamin adanya check and balances dalampelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.Institusi pengawasan eksternal pemerintah daerah dilakukan oleh:1.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);2.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);3.  DPR/DPRD:4.  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Masyarakat.Keterkaitan antara institusi pengawasan internal pemerintah daerahdengan institusi pengawasan eksternal pemerintah daerah, sangatlaherat sekali, apa-apa yang dihasilkan dari pelaksanaan pemeriksaan yangdilakukan oleh aparat pengawasan internalpemerintah daerah, dapatdijadikan rujukan atau panduan, di dalam institusi pengawasan eksternalpemerintah daerah dalam melakukan tugas-tugas pemeriksaan ataspengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh para pejabat pengelolakeuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk tidak adanya tumpang tindih didalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Atau untuk menghindariadanya duplikasi di dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah.Namun jika adanya masalah yang belum dapat diselesaikan oleh aparatpengawasan institusi internal pemerintah daerah, maka aparat pengawasaneksternal pemerintah daerah dapat mengambil alih dengan melanjutkan
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pemeriksaan selanjutnya, baik dilakukan pemeriksaan dari awal maupunmelanjutkan hasil pemeriksaan sementara, tergantung permasalahan yangditemukan, apakah adanya indikasi penyimpangan yang berakibat adanyakerugian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yangdilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
 URAIAN KEGIATAN

5.2	 BADAN	PEMERIKSA	KEUANGAN	 BPK 	

5.2.1	Sejarah	BPKPasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksatanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan PemeriksaKeuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasilpemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkanSurat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu ituBadan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dansebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno.Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnyatanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semuainstansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannyadalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuksementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yangdulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (BadanPemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 November1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dariMagelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanyadi Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuaiPasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirmanyang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat(RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949,maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor)
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yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketuadiangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnyamenjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. DewanPengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantorAlgemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland	 Indies	 Civil	
Administration (NICA).Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara KesatuanRepublik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan PengawasKeuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan PengawasKeuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dariunsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari AlgemeneRekenkamer di Bogor.Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI yangmenyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikianDewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadiBadan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun1945.Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi DewanPengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan PengawasKeuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan PemeriksaKeuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaankegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan AmbegParama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 sertaresolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehinggadapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu makapada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No.6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin BesarRevolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi ataspenyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPKRI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.
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Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 KedudukanBPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai LembagaTinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubahdan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangantelah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam SidangTahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagailembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengandikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskankembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunyalembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlulebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengaturBPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamendemen. Sebelum amendemenBPK RI hanya diatur dalam satu ayat (Pasal 23 ayat 5) kemudian dalamPerubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri(Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkatUndang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;1.  UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2.  UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3.  UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara
5.2.2	Tugas	dan	Wewenang	BPK

•	 Tugas BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara,Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga ataubadan lain yang mengelola keuangan negara.
•	 WewenangDalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakanpemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan sertamenyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
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2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikanoleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan UsahaMilik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang danbarang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuandan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadapperhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekeningkoran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitandengan pengelolaan keuangan negara;4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenaipengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajibdisampaikan kepada BPK;5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelahkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yangwajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPKyang bekerja untuk dan atas nama BPK;8. membina jabatan fungsional Pemeriksa;9. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;dan10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalianintern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkanoleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
•	 KeanggotaanKepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai 9 oranganggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota.Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnyadapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan WakilKetua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang AnggotaBPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
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tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua danWakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janjimenurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
•	 Syarat	KeanggotaanUntuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhisyarat-syarat sebagai berikut :1. Warga negara Indonesia;2.  Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;3.  Berdomisili di Indonesia;4. Memiliki integritas moral dan kejujuran;5. Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;6.  Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;7 Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5(lima) tahun atau lebih;8. Sehat jasmani dan rohani;9. Paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;10. Paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagaipejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
•	 Opini	BPKOpini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakanpernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasikeuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan padaempat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,kecukupan pengungkapan (adequate	 disclosures),	 kepatuhan terhadapperaturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalianintern.Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa,yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unquali ied	opinion), (ii) opiniwajar dengan pengecualian (quali ied	 opinion), (iii) opini tidak wajar
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(adversed	 opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini(disclaimer	of	opinion).
•	 Struktur	OrganisasiBPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu olehPelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugaspemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, danpejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dalammelaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan Pemeriksa yangberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai NegeriSipil. Organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsionalditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.Berikut adalah struktur organisasi BPK berdasarkan Keputusan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan :1. Sekretariat Jenderal2. Inspektorat Utama3. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan PengembanganPemeriksaan Keuangan Negara4. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan HukumPemeriksaan Keuangan Negara5. Auditorat Utama Keuangan Negara I6. Auditorat Utama Keuangan Negara II7. Auditorat Utama Keuangan Negara III8. Auditorat Utama Keuangan Negara IV9. Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah barat10. Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah timur11. Auditorat Utama Keuangan Negara VII12. Auditorat Utama Investigasi13. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat14. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah15. Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan negara/daerahyang dipisahkan lainnya
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16. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan PembangunanBerkelanjutan17. Staf Ahli Bidang Investigatif18. Kelompok Jabatan Fungsional
•	 Kantor	Perwakilan	BPKBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini telah memiliki kantorperwakilan pada 34 provinsi di Republik Indonesia. Kantor Perwakilantersebut bertempat di ibu kota provinsi.
5.3	 KOMISI	PEMBERANTASAN	KORUPSI	 KPKKPK lahir disebabkan lembaga yang menangani perkara tindak pidanakorupsi tidak bekerja atau berfungsi secara efektif dan e isien dalammemberantas korupsi di Indonesia. Dasar lahirnya KPK berdasarkan padaUndang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.Pemberantasan korupsi adalah rangkaian tindakan untukmencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upayakoordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikam, penuntutan,dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran serta masyarakatberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalammenjalankan tugas dan kewenangannya Komisi Pemberantasan Korupsiberazaskan pada:1.  Kepastian hukum;2.  Keterbukaan;3.  Akuntabilitas;4.  Kepentingan Umum, dan5.  Proporsionalitas.Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:a.  Koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang melakukanpemberantasan korupsi;b.  Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi.c.  Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadaptindak pidana korupsi.d.  Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.e.  Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahannegara.
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 Dalam menjalankan tugasnya KPK berwenang:1.  Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutantindak pidana korupsi.2.  Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasantindak pidana korupsi.3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindakpidana korupsi kepada  instansi yang berwenang melakukanpemberantasan korupsi; dan4.  Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindakpidana korupsi.5.  Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansiyang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pemberantasan	korupsi	dengan	tata	cara:1.  Laporan disampaikan secara tertulis.2.  Dengan menyebutkan Nama dan alamat yang lengkap.3.  Jabatannya.4.  Tempat dan waktu penerima grati ikasi,5.  Uraian jenis grati ikasi yang diterima; dan6.  Nilai grati ikasi yang diterima.KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya danmenyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada PresidenRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan PemeriksaKeuangan.Pertanggungjawaban publik, dilaksanakan dengan cara:a.  Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangansesuai dengan program keuangan.b.  Menerbitankan laporan tahunan; danc.  Membuka akses informasi.Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) anggota Komisi, dan 2 tim dari5 (lima) anggota dan 4 (empat anggota serta 3 pegawai KPK sebagaipelaksana tugas. Sedangkan tim penyidik diangkat dan diberhentikan olehKPK. Tim Penyelidikan melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidanakorupsi. Dalam tugasnya jika diketemukan alat bukti permulaan yang kuatadanya dugaan korupsi, maka dalam waktu 7 hari, terhitung sejak tanggalditemukan melaporkan kepada KPK. Dengan bukti yang cukup dianggaptelah ada apabila dapat ditemukan dua alat bukti yang kuat yang meliputi:
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a.  Informasi atau data yang diucapkan, dikirim dan diterima, ataudisimpan baik secara biasa atau elektronik atau optik.b.  bukti konkret secara tertulis dan kuat.Penyelidikan jika tidak ditemukan alat bukti yang kuat, maka penyelidikmelaporkan  kepada KPK, dan KPK menghentikan penyelidikan. Jika KPKberpendapat, bahwa penyelidikan dapat diteruskan, maka dapat dilakukanoleh KPK sendiri, atau dilimpahkan kepada penyelidikan Kepolisian danKejaksaan. Jika penyelidikan dikerjakan oleh Kepolisian atau Kejaksaan,maka pihak penyelidikan Kepolisian dan Kejaksaan, wajib melaksanakankoordinasi dan melaporkannya kepada pihak KPK. Penyidik diangkat dandiberhentikan oleh KPK.Atas adanya bukti-bukti yang kuat terhadap seseorang tersangka,penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri,berkaitan tugas penyelidikan.Dalam melakukan penyitaan, penyidik wajib membuat berita acarayang sekurang-kurangnya memuat:a.  nama, jenis, dan jumlah barang yang disita.b.  keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahundilakukan penyitaan.c.  keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang ataubenda berharga lainnya.d.  tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yangmenguasai barang tersebut.Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsiwajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh hartabendanya dan harta benda istri atau suami dan anak-anaknya serta hartabenda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang didugamempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan olehtersangka.Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsiwajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh hartabendanya dan harta benda istri atau suami dan anak-anaknya serta hartabenda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang didugamempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan olehtersangka.• Penuntut adalah penuntut umum pada KPK, diangkat dandiberhentikan oleh KPK.
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• Melaksanakan fungsi penuntutan terkait tindak pidana korupsi.• Penuntut merupakan jaksa penuntut umum.• Penuntut umum setelah menerima berkas perkara, wajibmenyampaikan atau melimpahkan kepada Kepala PengadilanNegeri, paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanyaberkas tersebut.• Pengadilan Negeri setelah menerima berkas perkara tersebut,melanjutkan proses perkara dalam pemeriksaan persidangan diPengadilan Tipikor (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).
5.4	 DEWAN	PERWAKILAN	RAKYAT	 DPR 	DAN	DEWAN	PERWAKILAN	
RAKYAT	DAERAH	 DPRD

Tugas	DPR	yaitu :1.  Menetapkan Undang-Undang2.  Mengawasi Pemerintah dalam menjalankan UU3.  Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataanperang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengannegara lain.
	 Wewenang	DPR	yaitu	:1.  Mengajukan usul rancangan undang-undang2.  Mengadakan perubahan atas usul Undang-Undang yang diajukanPemerintah3.  Mengadakan penyelidikan atai penelitian4.  Mengajukan pernyataan kepada Pemerintah5.  Menyatakan Pendapat6.  Turut Menentukan Anggaran Belanja Negara
Fungsi	DPR	yaitu :1.  Fungsi Legislatif: Diwujudkan dalam Pembentukan Undang-Undang bersama Presiden2.  Fungsi Anggaran: Berupa penetapan anggaran Pendapatanbelanja negara (APBN) yang diajukan Presiden.3.  Fungsi Pengawasan: Meliputi Pengawasan terhadap PelaksanaanUU.
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DPRD DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembagapenyalur aspirasi rakyat tingkat daerah yang berkedudukan di daerahtingkat I dan II
Tugas	DPRD yaitu :1.  Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, danWali kota /Wakil Wali kota2.  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur(Wakilnya), Bupati3.  Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Wali kota menetapkanAPBD4.  Bersama Gubernur, Bupati dan Wali kota membentuk peraturandaerah,5.  Melaksanakan Pengawasan6.  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah.
Wewenang	DPRD	yaitu :1.  Memilih pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, Wali kota2.  Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah3.  Mengadakan Penyelidikan4.  Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah5.  Mengajukan pernyataan pendapat6.  Mengajukan rancangan peraturan daerah,7.  Mengajukan anggaran DPRD.

5.5		LEMBAGA	SWADAYA	MASYARAKAT	 LSM 	DAN	MASYARAKAT Lembaga Swadaya Masyarakat pada era reformasi diberikan peluangoleh pemerintah untuk dapat turut serta mengawasi pelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepadamasyarakat, dengan mengawasi jalannya pelaksana penyelenggaraanyang dilakukan oleh jajaran aparatur pemerintah dan pemerintah daerah,tetapi yang dapat dilakukan adalah hanya melaporkan apa bila adanyapenyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melaporkankepada aparat penegak hukum, dengan melampiri dua bukti yang sah,sehingga laporannya dapat ditindaklanjuti oleh aparat pengawasan



119

Pemeriksaan	Keuangan	Daerah

pemerintah secara internal, maupun oleh aparat pengawasan eksternalpemerintah dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum baik olehAparat Kejaksaan dan Kepolisian.Jika laporan yang disampaikan tidak memiliki alat dua bukti yang kuat,maka laporan ini tidak akan ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan agar adanya	
check	and	balances	dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunandan pelayanan kepada masyarakat.
	 LATIHAN	1.  Coba Anda sebutkan apa yang dimaksud dengan pengawasan/pemeriksaan eksternal pemerintah daerah?2.  Siapa yang mempunyai kewenangan secara mandiri dalammelakukan pemeriksaan eksternal pemerintah daerah jelaskan?3.  Mengapa pada era reformasi, LSM dilibatkan dalam turutserta dalam pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan pelayanan  kepada masyarakat?4.  Dalam bentuk apa LSM diikutsertakan dalam pengawasan/pemeriksaan pengelolaan  keuangan daerah, jelaskan!5.  Bagaimana peran DPR/DPRD dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan Pengelolaan keuangan Daerah, jelaskan?6.  Apakah dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR/DPRD,pihak DPR/DPRD dapat melakukan pengawasan/pemeriksaanpengelolaan Keuangan Daerah, jelaskan !7.  Dengan adanya KPK, menurut Anda, apakah pengawasan/pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah sudah dapatdikatakan maksimal, jelaskan?8. Siapa-siapa yang termasuk dalam kategori pengawasan/pemeriksaan keuangan daerah, dari aspek eksternal pemerintahdaerah, jelaskan?9.  Bagaimana kaitannya antara pengawasan/pemeriksaan Internaldengan Pengawasan/pemeriksaan Eksternal pemerintah daerah,jelaskan?10.  Jika terkait, kaitan itu dalam bentuk apa-apa saja, jelaskan?
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	 TEST	FORMATIF 1.  Fungsi DPR/DPRD meliputi:a.  Pengawasan, Legislasi dan Budgetingb.  Paripurna, Hak Veto dan Hak Budgetingc.  Hak veto, hak Legislasi dan hak pengawasand.  a, b dan c semuanya salah2.  Kantor Perwakilan BPK berada di:a.  Ibu Kota Kabupaten/Kotab.  Di setiap desac.  Ibu Kota Provensid.  a, b, dan c semuanya salah3.  Jika penyelidikan dikerjakan oleh Kepolisian atau kejaksaan,maka pihak penyelidikan kepolisian dan kejaksaan, wajibmelaksanakan koordinasi dan melaporkannya kepada:a.  Dengan pihak BPKb.  Dengan pihak KPKc.  Dengan pihak DPR/DPRDd.  a, b, dan c semuanya benar4.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini telah memiliki kantorperwakilan pada:a.  Ibu Kota Kabupatenb.  Ibu Kota di Perkotaanc.  Ibu Kota Provinsid.  a, b, dan c semuanya salah5.  BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh:a.  Pelaksana BPKb  Staf BPKc.  Oleh Komisioner BPKd.  a, b, dan c semuanya salah6. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara yang dilakukan oleh:a.  Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerahb.  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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c.  Desa dan Kelurahand.  a, b, dan c semuanya benar7.  Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada:a.  Pemerintah dan pemerintah daerahb.  DPR dan DPRDc.  DPRd.  a, b dan c semuanya salah8.  Merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenaikewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporankeuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaknikesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupanpengungkapan (adequate	 disclosures), kepatuhan terhadapperaturan perundang-undangan, dan efektivitas sistempengendalian intern:a.  Opinib.  Pernyataan profesionalc.  Kepatuhand.  a, b, dan c semuanya salah9.		 Goodgovernenta dalah:a.  Pemerintahan yang bersihb.  Pemerintahan yang baikc.  Pemerintahan berjalan apa adanyad.  a, b, dan c semuanya salah10.  Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:a.  Sebagai sebuah lembaga hukumb.  Lembaga Pengawas Internal Pemerintahc.  Lembaga Penasihat Presiden di bidang pengawasand.  a, b, dan c semuanya benar
	 JAWABAN1. a.2. c.3. a.4. c.
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5. a.6. d.7. c.8. a.9. b.10. a.
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  Kegiatan Belajar 6
 GANTI KERUGIAN DAERAH

Indikator Kompetensi:1. Kerugian daerah;2. Tuntutan Perbendaharaan;3. Tuntutan Ganti Rugi daerah;4. Pejabat yang bertanggung jawab.

6.1	 LATAR	BELAKANGKerugian daerah merupakan akibat adanya penyimpangan ataupenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pengelolakeuangan daerah, kerugian terjadi adanya ketidakpatuhan pejabatpengelola keuangan daerah dan pejabat pelaksana baik dilakukanoleh Aparatur Sipil Negara maupun yang dilakukan oleh pihak-pihaklain yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasadan mengerjakan pelakanaan pekerjaan yang dananya bersumberdari APBD.Kerugian daerah yang diakibatkan adanya ketekoran dalam brankas yangdikelola oleh bendahara, maka kekurangan kas dimaksud dapat dibebankankepada seorang bendahara, baik bendahara pengeluaran maupun bendaharapenerimaan, sedangkan kerugian daerah yang diakibatkan adanyapenyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah,maka ganti ruginya dapat dikenakan kepada pejabat yang bersangkutan, atausecara tanggung renteng, berdasarkankewenagan dan tanggung jawabnyasebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Sedangkan kerugian daerah yangdiakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan, dan yang melakukan penyimpanganadalah pihak-pihak yang diberi pekerjaan, tetapi dalam pelaksanaannyamelakukan penyimpangan-penyimpangan, maka beban ganti kerugiandaerah dibebankan kepada yang bersangkutan, dengan perusahaan yangbersangkutan dapat dinyatakan hitam, tidak diperkenankan kembali untukdapat ditunjuk atau mengikuti pelelangan pada masa mendatang.
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Kerugian daerah yang diakibatkan karena kelalaian yang dilakukanoleh oknum pejabat pengelola keuangan daerah, dan tidak untukmemperkaya diri sendiri, tentunya harus dapat dibuktikan dengan hasilpemeriksaan yang objektif dan akuntabel, maka kerugian daerah dapatdituntut pejabat yang bersangkutan untuk dapat mengembalikan kerugiandaerah dengan mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan TuntutanGanti Rugi (TPTGR) bagi pejabat yang melakukan penyimpangan dalampengelolaan keuangan daerah dimaksud, termasuk pihak-pihak lain diluar para pejabat terkait, yaitu pihak-pihak ketiga yang bertindak sebagaipelaksana pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk untuk melakukanpelaksanaan pekerjaan dengan beban dana APBD. Namun kerugiandaerah yang diakibatkan adanya penyimpangan yang dilakukan olehoknum pejabat pengelola keuangan daerah dengan unsur kesengajaan danmemperkaya diri sendiri, dan ini pun tentunya harus melalui mekanismepemeriksaan yang objektif dan akuntabel yang dilakukan oleh timpemeriksaan yang independen, maka perbuatannya dapat dituntut dandiproses sampai kepada proses hukum yang akan mendapatkan kepastianhukum tetap yaitu di pengadilan negeri setempat dalam wilayah di manadaerah penyimpangan itu terjadi.Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan hampir kurang lebih 14tahun pemberian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepadapemerintah daerah untuk bertanggung jawab mengurus rumah tangganyasendiri dan bertanggung jawab atas pelaksanaanpenyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat danpemberian kewenangan untuk mengelola dan menggali potensi sumber-sumber daerah secara penuh dan mandiri guna terwujudnya pembangunandaerah dan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan bagi masyarakatdaerah itu sendiri.Secara sosiologis dengan adanya pemberian kewenangan tersebut,maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menunjuk dan menetapkanpara pejabat pengelola keuangan daerah yang berkompetensi di dalammengelola keuangan daerah.Penyimpangan yang dilakukan baik atas dasar unsur kesengajaan dankelalaian yang tidak disengaja dan berdampak kepada kerugian keuangandaerah. Ini dibuktikan dengan masih adanya para pejabat pelaksanakeuangan daerah yang saat ini terjerat permasalahan hukum yangdiakibatkan adanya penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaankeuangan daerah.
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Dari sekian banyak pejabat yang melakukan penyimpangan danmerugikan keuangan daerah, baru kurang lebih sebanyak 30 sampai 40 %yang dapat diselesaikan kerugian daerah dimaksud. (Sumber data: WorkShop “Implementasi Percepatan Penyelesaiaan Kerugian negara/daerahterhadap Bendahara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007dan Efektivitas hasil pemantauan penyelesaiaan kerugian negara/daerahuntuk Tim penyelesaiaan Kerugian negara/daerah (TPKN/D) MajelisTPTGR). Sehingga masih terdapat hampir 60 sampai 70 % kerugiandaerah yang belum dapat diselesaikan, dan ini diperlukan intensitas dankeseriusan dalam penyelesaiaannya, Baik pada tataran pemerintah pusatdan pemerintah daerah.
 URAIAN BELAJAR I

6.2	 TUNTUTAN	 PERBENDAHARAAN	 DAN	 TUNTUTAN	 GANTI	 RUGI	
TPTGRKerugian daerah, dapat diselesaikan dengan cara melakukan TuntutanPerbendaharaan (TP) adalah suatu tata cara penanganan yang dilakukanuntuk dapat menarik kembali besaran kerugian daerah dari parapejabat pengelola keuangan daerah, khususnya Bendahara pengeluaran,penerimaan, dan pejabat pengelola keuangan daerah lainnya yangberstatus PNS. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan prosestuntutan ganti rugi yang dikenakan kepada atau terhadap pegawai ataupejabat yang bukan berstatus pegawai negeri sipil, dan pihak lain yangberhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.Untuk memproses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi,diperlukan adanya pedoman TPTGR.Tujuan adalah:a.  Pedoman Teknis bagi Majelis TPTGR, dalam melaksanakantugasnya untuk melakukan penuntutan dalam lingkunganpemerintah daerah;b.  Sebagai pedoman Teknis pada saat dilakukannya proses kegiatanTPTGR, sehingga kegiatan dapat berjalan berdasarkan aturanyang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.Adapun ruang lingkup Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugimeliputi:a. Pengumpulan data/informasi tentang adanya kerugian daerah
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yang dilakukan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah danpihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah;b.  Pelaksanaan diskusi dan pembahasan serta evaluasi, sehinggadapat ditetapkannya TPTGR oleh Majelis Pertimbangan TPTGR.Dan diakhiri dengan dikeluarkannya surat keputusan MajelisTPTGR dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya surat keputusanoleh Kepala Daerah, tentang Penetapan besarannya/PembebananTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).Inspektur wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Kabupatenselaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibentuk berdasarkanPeraturan Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraanpemerintahan di Daerah. Dengan kaitan tugas pokok dan fungsi tersebut,maka Inspektur wilayah, secara aktif harus dapat melakukan koreksisecara konstruktif atas segala bentuk penyimpangan yang dilakukanaparatur daerah dalam melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, apabilatidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Paradigma Inspektorat wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota saat inimerupakan penjamin mutu (Quality	 Assurance) atau sebagai konsultan(Consulting	 Partner), maupun Early	 Warning	 System atau sebagaipemberi peringatan dini, sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh aparatpemeriksaan eksternal oleh BPK atau aparat pemeriksaan eksternallainnya.Paradigma sebagai pemeriksa, sudah harus diubah yang tadinyasebagai pemeriksa, saat kini lebih ditekankan melakukan pembinaankepada Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam lingkunganPemerintah Daerah. Ini sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel di lingkunganPemerintah Daerah.Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas pokok dan fungsinya,Inspektorat wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
1. Perencanaan program dan pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.
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Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Povinsidan Kabupaten/Kota dituangkan melalui Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.PKPT disusun berdasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, danmenghindari temuan berulang serta memperhatikan e isiensi anggarandan efektivitas dalam penggunaan sumber daya manusia, hal ini perludilakukan agar menghindari tumpang tindih kegiatan maupun anggaran,agar tidak terjadi.Ruang lingkup dari PKPT meliputi Pemeriksaan Reguler yaitu:pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD maupun institusi pendidikan;serta pemeriksaan non regular yang terdiri dari: Pemeriksaan Tertentuyaitu: pemeriksaan terhadap penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daritingkat dasar, menengah maupun kejuruan, audit prakontrak pengadaanbarang dan jasa, serta kas opname dan persediaan barang dan jasa sertakas opname dan persediaan barang; Pendampingan Tindak Lanjut BPKRI. Reviu Laporan Keuangan yaitu: reviu laporan Keuangan SKPD, reviulaporan Keuangan pemerintah Daerah. Evaluasi Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP), evaluasi RKA-SKPD, evaluasi renstra SKPD;dan Pemeriksaan khusus yaitu: yaitu baik pengaduan masyarakat ataupegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Gubernur/Bupati/Wali kota . Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
•	 Landasan	Hukum1.  Undang-undang Dasar 1945;2.  Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang PenyelenggaraanNegara yang  Bersih dari Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;3.  Undang-Undang No. 31tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5.  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang PemerintahanDaerah;6.  Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang PerbendaharaanNegara;7.  Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan,pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Negara;8.  Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang PerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah;



128

M  M  K FMP	IPDN

9.  Undang-Undang No. 25Tahun 2004, tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;10.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang PengelolaanKeuangan Daerah;12.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;13.  Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentangPengelolaan Barang Milik negara/daerah;14.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008,tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23Tahun2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas PenyelenggaraanPemerintah Daerah;17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2007 tentangPedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa JabatanKepala Daerah;18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentangPedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkunganDepartemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, tentangNorma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008, tentang PedomanPelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/220/M. PAN/7/2008 tentang jabatan fungsional Auditordan Angka Kreditnya;23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor15 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional PengawasPenyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kredit.
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Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berdasar pada Undang-UndangNo. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan PertanggungjawabanPengelolaan Keuangan Negara.Hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap tahunnya masih terdapatbeberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pengelolaKeuangan negara/daerah, baik penyimpangan secara administratifmaupun penyimpangan yang dilakukan yang berakibat kepada kerugianNegara.Tindak lanjut penyimpangan pada aspek administratif, dilakukantegoran kepada pejabat dimaksud, dengan tegoran langsung, dan tegoransecara tertulis dengan sanksi administratif, adapun penyimpangan yangberakibat kepada kerugian Negara, harus diselesaikan secara tuntutanperbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, agar kerugian Negara/daerahdapat dikembalikan oleh para pejabat pengelola Keuangan negara/daerah.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam ketentuanmengenai penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerahberdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang KeuanganNegara, pada Bab IX telah diatur, dan pada Bab XI Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, serta pada Bab V Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan Pengelolaan danTanggung jawab Keuangan Negara.
•	 Tuntutan	Perbendaharaan	(TP)	dan	Tuntutan	Ganti	Rugi(TGR)Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat (TP), adalah suatutata cara perhitungan terhadap kerugian yang dilakukan oleh pejabatBendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan atau bendaharabarang yang melakukan penyimpanan barang milik daerah, yang jikadalam kepengurusannya terdapat penyimpangan yang berakibat kepadakerugian daerah, maka kepada pejabat yang bersangkutan diwajibkanpengenaan ganti rugi kerugian daerah tersebut berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yangberlaku. Dalam pelaksanaannya Tuntutan Perbendaharaan dapatdikenakan kepada para pejabat pengelola Keuangan negara/daerah.
•	 Pengertian	Khusus	tentang	Kerugian	Negara/Daerah.Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menjelaskan “ Salah satu tindakan melawan hukum,
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penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang memilikiwewenang dan kesempatan atau prasarana yang ada pada seseorangkarena jabatannya atau kedudukannya, serta kelalaian seseorang karenajabatannya atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force majure).
•	 Penyelesaian	Kerugian	DaerahPenyelesaiaan kerugiannya adalah sebagai berikut.a.  Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggarhukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuaiperaturan yang berlaku.b.  Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikankewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsungmerugikan negara/daerah, wajib menggantikan kerugian negara/daerah tersebut.c.  Setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala SatuanKerja Perangkat Daerah(SKPD) dapat segera melakukantuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yangbersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.d.  Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsungatau oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Wali kota dandiberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7(tujuh) harikerja setelah kerugian daerah dapat diketahui.e.  Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai negeribukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggarhukum dapat segera dimintakan surat pernyataan melanggar hukumdapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/ataupengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya danbersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.f. Jika surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SKTJM) tidakmungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembaliankerugian daerah, maka Gubernur/Bupati/Wali kota yangbersangkutan segera mengeluarkan surat Keputusan pembebananpenggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.g.  Pengenaan ganti terhadap bendahara dikenakan dan ditetapkanoleh BPK. Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan



131

Pemeriksaan	Keuangan	Daerah

unsur pidana, maka BPK menindaklanjutinya sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.h.  Pengenaan ganti rugi daerah terhadap pegawai negeri bukanbendahara, atau pejabat lain ditetapkan oleh Menteri/Pimpinanlembaga/gubernur/bupati/wali kota . Tata cara tuntutan gantirugi daerah diatur dengan peraturan pemerintah.i.  Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerahdapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
•	 	Pengenaan	Ganti	Kerugian	Negara/DaerahPengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara adalah sebagaiberikut.a.  BPK menerbitkan surat Keputusan penetapan batas waktupertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barangyang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barangdalam persediaan yang merugikan negara/daerah.b.  Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dirikepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima surat keputusan tersebut di atas.c.  Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaanditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembenan penggantiankerugian daerah kepada bendahara yang bersangkutan.d.  Gubernur/bupati/wali kota melaporkan penyelesaiaan kerugiandaerah kepada BPK selambat-lambatnya 60(enam) puluh harikerja setelah diketahuinya kerugian daerah dimaksud.Tata cara Tuntutan Ganti kerugian negara/daerah maupun pengenaanganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara,atau pejabat lain diatur dengan peraturan pemerintah yang merupakanpetunjuk pelaksanaan ketiga paket undang-undang di atas.
•	 Jenis-Jenis	Penyelesaiaan	Kerugian	Daerah:

a.		 Dengan	upaya	damai Penyelesaiaan dengan upaya damai dapat dilakukan dengancara bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaransekali gus (tunai) atau mengangsur. Dalam Pelaksanaannya upayadamai ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Inspektorat
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Daerah). Dan apabila dilakukan dengan cara mengangsur, makadiawali terlebih dahulu harus dibuatkan Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Pembayan dilakukan dengan cara mengangsur dibatasi waktunyaselambat-lambatnyua selama jangka waktu 2 (dua) tahunterhitnung ditanda tanganinya SKTJM, dengan disertai adanyajaminan berupa barang yang dinilai mencukupi. Pembayaran dengan cara mengangsur dapat dilakukan denganmelakukan pemotongan gaji/penghasilan setiap bulan danterlebih dahulu dibuatkan surat kuasa pemotongan gaji yangbersangkutan. Sedangkan terhadap barang jaminan yangdijaminkan juga diharuskan dibuatkan surat kuasa kepemilikanyang sah dan dapat dijual sewaktu-waktu. Jika dalam waktu yang telah ditentukan, bendahara tidak dapatmenyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan SKTJM,maka jaminan berupa barang yang dijaminkan dapat dilakukanpenjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu denganharga yang diperoleh.
b.		 Dengan	Tuntutan	Perbendaharaan	Biasa. Tuntutan ini dilakukan dengan melakukan tanggung rentengterhadap para pejabat pengelola keuangan daerah. Tanggungjawab renteng ini berdasarkan bukti atas pemeriksaan yangdilakukan oleh inspektorat dengan hasil laporan hasil pemeriksaanmembuktikan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan olehpara pejabat pengelola keuangan daerah yang meliputi dariBendahara pengeluaran, dan beberapa pejabat atau pegawaipengelola keuangan daerah, dengan memperhitungkan besaranbonot dari kesalahan atau penyimpangan yang dilakukannya.Maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan tuntutan gantirugi berdasarkan peraturan yang berlaku.
c.		 Tuntutan	perbendaharaan	khusus. Tuntutan perbendaharaan khusus ini dapat dilakukan apabilapejabat pengelola keuangan daerah meninggal dunia, ataumelarikan diri atau di bawah pengampuan dan lalai membuatperhitungan setelah dilakukan tegoran sebanyak 3 (tiga) kaliberturut-turut, maka pada kesempatan pertama pejabat yangbertanggung jawab dalam hal ini atasan langsungnya atas nama
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kepala daerah mengambil langkah-langkah pengamanan untukmenjamin kepentingan daerah dengan melakukan tindakan:1.  Buku Kas Umum dan Buku Pembantu serta Buku-buku yangberkaitan dengan pencatatan pengelolaan keuangan daerahyang dilakukan oleh bendahara diberi garis penutup;2.  Semua uang dan surat dan barang berharga serta bukti-buktimaupun buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaankeuangan daerah disimpan ke dalam lemari besi yangdiamankan, disegel dan dibuatkan berita acara penyegelandan disaksikan oleh para ahli waris (bagi yang meninggaldunia), keluarga dekat atau sejawat (bagi yang melarikandiri) atau pengampu/curator (dalam hal bendahara beradadi bawah pengampuan).3.  Selanjutnya atas dasar laporan Atasan Langsung KepalaDaerah mengambil tindakan dengan menunjuk pegawai ataupejabat yang dipercaya (atas saran majelis pertimbanganTPTGR) untuk membuat perhitungan ex-of icio. Adapun biayauntuk membuat ex-of icio dibebankan kepada bendaharayang bersangkutan atau pejabat yang bersangkutanyang melakukan penyeleweangan, atau ahli waris ataupengampunya. Adapun besaran biaya pembuatan ex-of icioditetapkan oleh Kepala Daerah. Kesemua ini dilakukanberdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintahserta peraturan daerah yang berlaku saat itu.
d.		 Jika	 proses	 tuntutan	 ganti	 perbendaharaan	 belum	 dapat	
dilaksanakan	dikarenakan:	
1. Bendahara meninggal dunia tanpa adanya ahli waris yangdiketahui;
2. Adanya ahli waris tetapi tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban dikarenakan kondisi ahli waris sudahtidak memiliki apa-apa;
3. Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kasNegara.

•	 Tuntutan	Ganti	Rugi	BiasaTuntutan Ganti Rugi yang dikenakan kepada pegawai yang bukanpegawai negeri (PNS), dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaankeuangan daerah, merupakan akibat adanya pelanggaran hukum yang
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dilakukan oleh yang bersangkutan, yaitu dampak dari perbuatan yangdisengaja atau tidak disengaja dan lalai sehingga daerah dirugikanatas kelalaiannya dimaksud. Sehingga kepadanya dikenakan kewajibanuntuk mengembalikan kerugian tersebut sesuai nilai yang disangkakanoleh tim TGR Semua pegawai bukan bendahara atau pihak lain yangterkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta ahli waris jika yangbersangkutan meninggal dunia atau melarikan diri dan keberadaannyasulit ditemukan.Adapun proses tuntutan ganti rugi dapat dilakukan dengan terlebihdahulu dibuatkan suratpemberitahuan secara tertulis kepada yangbersangkutan dari kepala daerah dengan menyebutkan secara jelas:1.  Identitas pelaku;2.  Jumlah kerugian daerah yang harus digantinya;3.  Sebab dan akibat adanya kerugian daerah tersebut;4.  Batas waktu yang diberikan untuk dapat mengajukan pembelaandiri paling lama 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya suratpemberitahuan dimaksud. Dan apabila dalam waktu 14 (empatbelas) hari yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan,maka dianggap pemberitahuan tersebut dianggap telah disetujuidan diterima secara sah. Apabila selama 14 (empat belas) hari kepada yang bersangkutantidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri, nakakepada yang bersangkutan tidak dapat membebaskan diri darikesalahan/kelalaian yang diperbuatnya, dan kepala daerah dapatmenetapkan Surat Keputusan Pembebanan atas kerugian daerahyang dipersangkakan kepada yang bersangkutan.Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terkait dengan TPTGR1.  Gubernur/Bupati Wali kota Kepala Daerah2.  Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis TPTGR.3.  Sekretaris DPKPA selaku Kepala Sekretariat.4.  Kepala SKPD.
•	 Dasar	Pengenaan	Tuntutan	Perbendaharaan	dan	Tuntutan	Ganti	
Rugi.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentangKeuangan Negara, pada Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijelaskansebagai berikut.
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1. Ayat (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yangtelah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/PeraturanDaerah tentang tentang APBD diancam pidana penjara dan dendasesuai dengan ketentuan Undang-Undang.2. Ayat (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbutki melakukanpenyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalamUndang-Undang tentang APBN/APBD diancam pidana penjaradan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.3. Ayat (3) Presiden member sanksi administrative sesuai denganketentuan Undang-Undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanaditentukan dalam Undang-Undang ini.Dan dalam Pasal 35 ayat 1, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dijelaskansebagai berikut.1. Ayat (1) setiap pejabat Negara dan bukan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibanbaik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuanganNegara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.2. Ayat (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan,dan membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berhargaatau barang barang Negara adalah bendahara yang wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BadanPemeriksa Keuangan.3. Ayat (3) Setiap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negarayang berada dalam pengurusannya.4. Ayat (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Negara diaturdi dalam undang-undang mengenai perbendaharaan Negara.Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan NegaraPada Pasal ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan sebagai berikut.Penyelesaiaan Kerugian negara/daerah:1. Ayat (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan olehtindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segeradiselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Ayat (2) Bendahara, pegawai negeri buka bendahara, atau pejabatlain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikankewajiban yang dibebankan kepada nya secara langsung maupuntidak langsung merugikan kerugian Negara, wajib menggantikerugian dimaksud.3. Ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum ataumelalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secaralangsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugiantersebut.4. Ayat (3) Setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepalasatuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutanganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutanterjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.Dan dalam Pasal 60 ayat 1, ayat (2), ayat (3) dijelaskan sebagai berikut.1. Ayat (1) Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasanlangsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembagadan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itudiketahui.2. Ayat (2) Segera setelah kerugian Negara tersebut diketahui,kepada bendahara, pegawai negeri bukan bukan bendahara, ataupejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikankewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/ataupengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnyadan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.3. Ayat (3) Juka surat keterangan tanggung jawab mutlak tidakmungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembaliankerugian Negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutansegera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantiankerugian sementara kepada yang bersangkutan. Serta dalam Pasal 61 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) menjelaskansebagai berikut.1. Ayat (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasanlangsung atau kepala Satuan kerja perangkat daerah kepadagubernur/bupati/wali kota dan diberitahukan kepada Badan
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Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7(tujuan) hari kerjasetelah kerugian daerah itu diketahui.2. Ayat (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui,kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikankewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/ataupengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnyadan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.3. Ayat (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidakmungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembaliankerugian daerah, gubernur/bupati/wali kota yang bersangkutansegera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantiankerugian sementara kepada yang bersangkutan.Adapun dalam Pasal 62 ayat (1, ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan:1. Ayat (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadapbendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.2. Ayat (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana,Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.3. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan gantikerugian Negara terhadap bendahara diatur dalam Undang-Undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan Negara.Dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2) menjelaskan:1. Ayat (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadappegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota,2. Ayat (2) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diaturdengan peraturan pemerintah.Pada Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan:1. Ayat (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabatlain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.2. Ayat (2) Putusan Pidana tidak membebaskan dari tuntutan gantirugi.
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Serta dalam Pasal 65 menjelaskan:- Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluarsa jikadalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebutatau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidakdilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.Dan dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (2) menjelaskan:1. Ayat (1) Dalam bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerahberada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggaldunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepadapengampu yang memperoleh ahli waris, terbatas pada kekayaanyang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara,pegawai negeri. TPTGR terhadap bukan bendahara, atau pejabatlain yang bersangkutan.2. Ayat (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayarmya ganti kerugian negara/daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hapus apabiladalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yangmenetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeribukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atausejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabatlain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggaldunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugiannegara/daerah.Sedangkan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan:1. Ayat (1) Ketentuan penyelesaiaan kerugian negara/daerahsebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untukuang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang beradadalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara,atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugaspemerintahan.2. Ayat (2) Ketentuan penyelesaiaan kerugian negara/daerah dalamUndang-Undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaannegara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakanpengelolaan keuangan negara/daerah sepanjang tidak diaturdalam undang-undang tersendiri.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara padaBab V Pengenaan Ganti Kerugian Negara tercantum dalam Pasal 22 ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjelaskan:1. Ayat (1) BPK menerbitkan surat Keputusan penetapan bataswaktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.2. Ayat (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaandiri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)3. Ayat (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan ataupembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusanpembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepadabendahara bersangkutan.4. Ayat (4) Tata cara penyelesaiaan ganti kerugian negara/daerahterhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasidengan pemerintah.5. Ayat (5) Tata cara penyelesaiaan ganti kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaanumum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit51 % (lima puluh satu) persen sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undangtersendiri.Dan dalam Pasal 23 ayat (1) dam ayat (2) menjelaskan:1. Ayat (1) Menteri/Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota/direksi perusahaan Negara dan badan badan lain yang mengelolakeuangan Negara melaporkan penyelesaiaan kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60(enam) puluh harisetelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.2. Ayat (2) BPK memantau penyelesaiaan pengenaan ganti kerugiannegara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian Negara/lembaga/pemerintahdaerah.Sedangkan dalam Bab VI tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 24ayat (1), ayat (2), ayat (3) dab ayat (4) menjelaskan:
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1. Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankankewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikanmenyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keteranganyang diperlukan untuk kepentingan kelancaran keuangan Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau dendapaling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).2. Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi,dan atau menggalakkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 di pidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyakRp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).-3. Ayat (3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukanoleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpamenyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus jutarupiah).-4. Ayat (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan ataumembuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 3(tiga) tahundan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar).Pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan:1. Ayat (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakandokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui bataskewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.-(satu milyar).-2. Ayat (2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannyasehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana denganpidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan palinglama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000.000.-(satu milyar).Adapun dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan:1. Ayat (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkantemuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang
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diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/ataudenda paling banyak Rp.500.000.000.-(lima ratus ribu rupiah).-2. Ayat (2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untukmenindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporanhasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pidanadengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus riburupiah).-
	 LATIHAN	

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian daerah?
2. Dan siapa-siapa yang termasuk pejabat pengelola keuangandaerah;
3. Bagaimana sanksinya apabila seorang bendahara, sebagaipemegang kas, dana dalam kasnya terdapat kurang darisemestinya.
4. Dan bagaimana sanksi yang diberikan apabila yang melakukankerugian daerah adalah atas perbuatan pejabat pengelolakeuangan daerah, buka bendahara.
5. Dan apa sanksinya jika yang melakukannya adalah pihak lainatau pihak swasta, yang diberitugas untuk melaksanakanpengadaan barang dan jasa, tetapi yang bersangkutan melakukanpenyimpangan.
6. Jenis-jenis penyelesaian apa-apa saja dalam menyelesaikankerugian daerah.
7. Jika bendahara kabur atau meninggal dunia, yang bersangkutanmelakukan kerugian daerah, kepada siapa sanksi dapat dikenakandan bagaimana mekanismenya.
8. Apa yang dimaksudkan dengan TPTGR, dan kepada siapa sajasanksi TPTGR dapat dikenakan.
9. Siapa-siapa saja yang terkait dengan TPTGR.
10. Dan apa dan fungsinya serta perannya masing-masing.
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	 TEST	FORMATIF1.  Siapa yang dapat mengenakan sanksi terhadap bendahara, jikayang bersangkutan  melakukan kerugian daerah;a.  Kepala Kantorb.  Irjenc.  BPKd.  Semuanya salah2.  Kerugian daerah yang diakibatkan adanya ketekoran dalambrankas yang Dikelola oleh pejabat keuangan daerah, dapatdikenakan kepada:a.  Bendaharab.  Atasan Langsung Bendaharac.  Pejabat Pengelola Keuangan Daerahd.  Semuanya benar3.  Sedangkan kerugian daerah yang diakibatkan oleh pelaksanaanpekerjaan, dan yang melakukan penyimpangan adalah pihak-pihak yang diberi pekerjaan, tetapi dalam pelaksanaannyamelakukan penyimpangan-penyimpangan, maka beban gantikerugian daerah dibebankan kepada:a.  Pejabat pengelola Keuangan Daerahb.  Kepada pelaksana pekerjaan yang bersangkutanc.  Kepada Panitia Lelangd.  Kepada Atasan Langsung Bendahara4.  Untuk memproses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gantirugi, diperlukan adanya:a.  Pedoman TPTGRb.  Adanya ketegasan dari pimpinanc.  Adanya komitmen pimpinand.  Semuanya benar5.  Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dirikepada BPK dalam waktu…. hari kerja setelah menerima suratkeputusan tersebut di atas.a. 14 Hari kerjab. 21 hari kerja
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c. 30 hari kerjad.  Semuanya salah6.  Penyelesaiaan dengan upaya damai dapat dilakukan dengan carabendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran:a. Secara tunai sekali gus, atau mengangsurb.  Cara mengajukan keberatanc.  Cara mengajukan bandingd.  Semuanya benar7.  Tindak lanjut penyimpangan pada aspek administratif, dilakukantegoran kepada pejabat dimaksud, dengan tegoran langsung, dantegoran secara tertulis dengan sanksi:a.  Pemberhentian sementarab.  Penurunan kepangkatanc.  Pengurangan hak gajinyad.  Administrasi dengan tegoran tertulis8.  Tuntutan Perbendaharaan Biasa, dilakukan dengan mekanisme:a.  Tanggung secara bersama-sama bebannya dibagi samab.  Tanggung renteng, dengan melihat beban tanggung jawabnyadari masing-masing pejabat pengelola keuangan daerahc.  Ditanggung sendiri oleh yang melakukan penyimpangand.  Semuanya salah.9.  Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terkait dengan TPTGRa.  1) Gubernur/Bupati Wali kota Kepala Daerah, 2) SekretarisDaerah selaku Ketua Majelis TPTGR, 3) Kepala SKPDb.  1) Gubernur/Bupati Wali kota Kepala Daerah, 2) SekretarisDaerah selaku Ketua Majelis TPTGR, 3) Sekretaris DPKPAselaku Kepala Sekretariatc.  1) Gubernur/Bupati Wali kota Kepala Daerah, 2) SekretarisDaerah selaku Ketua Majelis TPTGR, 3) Kepala SKPDd.  Semuanya salah10.  Dasar Pengenaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan gantirugi.a.  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang PemerintahanDaerah
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b.  Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang DanaPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerahc.  Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang KeuanganNegarad.  Semuanya benar
	 JAWABAN1. c2.  a.3.  b.4.  a.5.  a.6.  a.7. d.8.  b.9.  a.10. c.
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  KESIMPULAN DAN PENUTUP

7.1	 KESIMPULAN

1. Keuangan Daerah, semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai
dengan uang, dari penjelasan tersebut mengandung makna adanya hak
dan kewajiban daerah, sehingga hak pemerintah daerah adalah hak untuk
memungut pajak daerah, hak mengatur dan hak untuk menertibkan
pemerintahan daerah, sedangkan kewajiban daerah adalah kewajiban
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah, kewajiban
untuk mengatur dan memberikan bantuan kepada masyarakat daerah
yang memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, kewajiban untuk
menyiapkan ruang terbuka bagi masyarakat daerah.

2. Pemeriksaan Keuangan Daerah, merupakan kegiatan yang harus dilakukan
dengan memperhatikan norma dan aturan yang berlaku, yang meliputi
pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Keuangan Daerah;

2. Pemeriksaan Kinerja Keuangan Daerah;

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, tindak lanjut dari pemeriksaan
regular, yang belum dapat diselesaikan pada saat dilakukannya
pemeriksaan regular, dan adanya permasalahan yang sangat prinsip,
dan berakibat adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan
yang harus ditindaklanjuti.3.  Pemeriksaan Internal, adalah pemeriksaan yang dilakukan olehaparatur institusi pengawasan internal pemerintah daerah, yangmeliputi:a.  BPKP.b.  Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga;
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c.  Inspektur Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;d.  Pengawasan Atasan Langsung dan Kepala Kantor dikenal dengansebutan Pengawasan Melekat.4.  Pemeriksaan Eksternal Pemerintah Daerah adalah pengawasan yangdilakukan olehInstitusi pengawasan eksternal Pemerintah Daerah, yang meliputi:a.  Badan Pemeriksa Keuangan RI;b.  DPR/DPRD;c.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KP);d.  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat.
5.  Ganti Rugi Daerah  Kerugian daerah yang diakibatkan karena kelalaian yang dilakukanoleh oknum pejabat pengelola keuangan daerah, dan tidak untukmemperkaya diri sendiri, tentunya harus dapat dibuktikan denganhasil pemeriksaan yang objektif dan akuntabel, maka kerugiandaerah dapat dituntut pejabat yang bersangkutan untuk dapatmengembalikan kerugian daerah dengan mekanisme TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) bagi pejabatyang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerahdimaksud, termasuk pihak-pihak lain di luar para pejabat terkait,yaitu pihak-pihak ketiga yang bertindak sebagai pelaksana pengadaanbarang dan jasa yang ditunjuk untuk melakukan pelaksanaanpekerjaan dengan beban dana APBD. Secara sosiologis dengan adanya pemberian kewenangan tersebut,maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menunjuk dan menetapkanpara pejabat pengelola keuangan daerah yang berkompetensi didalam mengelola keuangan daerah. Penyimpangan yang dilakukan baik atas dasar unsur kesengajaandan kelalaian yang tidak disengaja dan berdampak kepada kerugiankeuangan daerah. Ini dibuktikan dengan masih adanya para pejabatpelaksana keuangan daerah yang saat ini terjerat permasalahanhukum yang diakibatkan adanya penyimpangan yang dilakukandalam pengelolaan keuangan daerah. Dari sekian banyak pejabat yang melakukan penyimpangan danmerugikan keuangan daerah, baru kurang lebih sebanyak 30 sampai
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40 % yang dapat diselesaikan kerugian daerah dimaksud. (Sumberdata: Work Shop “Implementasi Percepatan Penyelesaiaan Kerugiannegara/daerah terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan BPKNomor 3 Tahun 2007 dan Efektivitas hasil pemantauan penyelesaiaankerugian negara/daerah untuk Tim penyelesaiaan Kerugian negara/daerah (TPKN/D) Majelis TPTGR).-Ruang lingkup TPTGR meliputi:a.  Pengumpulan data/informasi tentang adanya kerugian daerahyang dilakukan oleh para pejabat pengelola keuangan daerah danpihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah;b.  Pelaksanaan diskusi dan pembahasan serta evaluasi, sehinggadapat ditetapkannya TPTGR oleh Majelis Pertimbangan TPTGR.Dan diakhiri dengan dikeluarkannya surat keputusan MajelisTPTGR dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya surat keputusanoleh Kepala Daerah, tentang Penetapan besarannya/PembebananTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Inspektur wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Kabupatenselaku Perangkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan PeraturanDaerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraanpemerintahan di Daerah. Dengan kaitan tugas pokok dan fungsitersebut, maka Inspektur wilayah, secara aktif harus dapat melakukankoreksi secara konstruktif atas segala bentuk penyimpangan yangdilakukan aparatur daerah dalam melaksanakan pelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepadamasyarakat, apabila tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma sebagai pemeriksa, sudah harus diubah yang tadinyasebagai pemeriksa, saat kini lebih ditekankan melakukan pembinaankepada Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang dalamlingkungan Pemerintah Daerah. Ini sangat perlu dilakukan untukmewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih danakuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas pokok dan fungsinya,Inspektorat wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyaifungsi:
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1. Perencanaan program dan pengawasan;

2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

3. Pemeriksaan, pengusutan, dan penilaian tugas pengawasan;

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Povinsidan Kabupaten/Kota dituangkan melalui Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.PKPT disusun berdasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan,dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan e isiensianggaran dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya manusia,hal ini perlu dilakukan agar menghindari tumpang tindih kegiatanmaupun anggaran, agar tidak terjadi. Ruang lingkup dari PKPT meliputi Pemeriksaan Reguler yaitu:pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD maupun institusipendidikan; serta pemeriksaan non regular yang terdiri dari:Pemeriksaan Tertentu yaitu: pemeriksaan terhadap penerimaanPeserta Didik Baru (PPDB) dari tingkat dasar, menengah maupunkejuruan, audit prakontrak pengadaan barang dan jasa, serta kasopname dan persediaan barang dan jasa serta kas opname danpersediaan barang; Pendampingan Tindak Lanjut BPK RI. ReviuLaporan Keuangan yaitu: reviu laporan Keuangan SKPD, reviu laporanKeuangan pemerintah Daerah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP), evaluasi RKA-SKPD, evaluasi renstra SKPD; danPemeriksaan khusus yaitu: yaitu baik pengaduan masyarakat ataupegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Gubernur/Bupati/Wali kota . Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap tahunnya masih terdapatbeberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pengelolaKeuangan negara/daerah, baik penyimpangan secara administratifmaupun penyimpangan yang dilakukan yang berakibat kepadakerugian Negara. Tindak lanjut penyimpangan pada aspek administratif, dilakukantegoran kepada pejabat dimaksud, dengan tegoran langsung,dan tegoran secara tertulis dengan sanksi administratif, adapunpenyimpangan yang berakibat kepada kerugian Negara, harusdiselesaikan secara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi,agar kerugian Negara/daerah dapat dikembalikan oleh para pejabat
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pengelola Keuangan negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaandan Tuntutan Ganti Rugi dalam ketentuan mengenai penyelesaianpengenaan ganti kerugian negara/daerah berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pada Bab IXtelah diatur, dan pada Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,tentang Perbendaharaan Negara, serta pada Bab V Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan Pengelolaan danTanggung jawab Keuangan Negara.
•	 Tuntutan	Perbendaharaan	(TP)	dan	Tuntutan	Ganti	Rugi(TGR) Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat (TP), adalah suatutata cara perhitungan terhadap kerugian yang dilakukan oleh pejabatBendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan atau bendaharabarang yang melakukan penyimpanan barang milik daerah, yang jikadalam kepengurusannya terdapat penyimpangan yang berakibatkepada kerugian daerah, maka kepada pejabat yang bersangkutandiwajibkan pengenaan ganti rugi kerugian daerah tersebutberdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah maupunperaturan daerah yang berlaku.  Dalam pelaksanaannya Tuntutan Perbendaharaan dapat dikenakankepada para pejabat pengelola Keuangan negara/daerah.
•	 Pengertian	khusus	tentang	kerugian	negara/daerah. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menjelaskan “ Salah satu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh seseorang yangmemiliki wewenang dan kesempatan atau prasarana yang ada padaseseorang karena jabatannya atau kedudukannya, serta kelalaianseseorang karena jabatannya atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majure).
•	 Penyelesaian	Kerugian	Daerah Penyelesaiaan kerugiannya adalah sebagai berikut.a.  Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggarhukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuaiperaturan yang berlaku.b.  Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
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kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsungmerugikan negara/daerah, wajib menggantikan kerugian negara/daerah tersebut.c.  Setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelahmengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugianakibat perbuatan dari pihak mana pun.d.  Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsungatau oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Wali kota dandiberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7(tujuh) harikerja setelah kerugian daerah dapat diketahui.e.  Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada bendahara, pegawainegeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyatamelanggar hukum dapat segera dimintakan surat pernyataanmelanggar hukum dapat segera dimintakan surat pernyataankesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebutmenjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugiandaerah dimaksud.f.  Jika surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SKTJM) tidakmungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembaliankerugian daerah, maka Gubernur/Bupati/Wali kota yangbersangkutan segera mengeluarkan surat Keputusanpembebanan penggantian kerugian sementara kepada yangbersangkutan.g.  Pengenaan ganti terhadap bendahara dikenakan dan ditetapkanoleh BPK. Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukanunsur pidana, maka BPK menindaklanjutinya sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.h.  Pengenaan ganti rugi daerah terhadap pegawai negeri bukanbendahara, atau pejabat lain ditetapkan oleh Menteri/Pimpinanlembaga/gubernur/bupati/wali kota . Tata cara tuntutan gantirugi daerah diatur dengan peraturan pemerintah.i.  Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerahdapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
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•	 Pengenaan	Ganti	Kerugian	negara/daerah Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara adalah sebagaiberikut.a.  BPK menerbitkan surat Keputusan penetapan batas waktupertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barangyang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barangdalam persediaan yang merugikan negara/daerah.b.  Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dirikepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima surat keputusan tersebut di atas.c.  Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaanditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembenan penggantiankerugian daerah kepada bendahara yang bersangkutan.d.  Gubernur/bupati/wali kota melaporkan penyelesaiaan kerugiandaerah kepada BPK selambat-lambatnya 60(enam) puluh harikerja setelah diketahuinya kerugian daerah dimaksud. Tata cara Tuntutan Ganti kerugian negara/daerah maupun pengenaanganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukanbendahara, atau pejabat lain diatur dengan peraturan pemerintahyang merupakan petunjuk pelaksanaan ketiga paket undang-undangdi atas.
•	 Jenis-jenis	Penyelesaiaan	kerugian	daerah:a.  Dengan upaya damai Penyelesaiaan dengan upaya damai dapat dilakukan dengancara bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaransekali gus (tunai) atau mengangsur. Dalam Pelaksanaannya upayadamai ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (InspektoratDaerah). Dan apabila dilakukan dengan cara mengangsur, makadiawali terlebih dahulu harus dibuatkan Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Pembayan dilakukan dengan cara mengangsur dibatasi waktunyaselambat-lambatnyua selama jangka waktu 2 (dua) tahunterhitnung ditanda tanganinya SKTJM, dengan disertai adanyajaminan berupa barang yang dinilai mencukupi. Pembayaran dengan cara mengangsur dapat dilakukan denganmelakukan pemotongan gaji/penghasilan setiap bulan dan
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terlebih dahulu dibuatkan surat kuasa pemotongan gaji yangbersangkutan. Sedangkan terhadap barang jaminan yangdijaminkan juga diharuskan dibuatkan surat kuasa kepemilikanyang sah dan dapat dijual sewaktu-waktu. Jika dalam waktu yang telah ditentukan, bendahara tidak dapatmenyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan SKTJM,maka jaminan berupa barang yang dijaminkan dapat dilakukanpenjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu denganharga yang diperoleh.b.  Dengan Tuntutan Perbendaharaan Biasa. Tuntutan ini dilakukan dengan melakukan tanggung rentengterhadap para pejabat pengelola keuangan daerah. Tanggungjawab renteng ini berdasarkan bukti atas pemeriksaan yangdilakukan oleh inspektorat dengan hasil laporan hasil pemeriksaanmembuktikan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan olehpara pejabat pengelola keuangan daerah yang meliputi dariBendahara pengeluaran, dan beberapa pejabat atau pegawaipengelola keuangan daerah, dengan memperhitungkan besaranbonot dari kesalahan atau penyimpangan yang dilakukannya.Maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan tuntutan gantirugi berdasarkan peraturan yang berlaku.c. Tuntutan perbendaharaan khusus. Tuntutan perbendaharaan khusus ini dapat dilakukan apabilapejabat pengelola keuangan daerah meninggal dunia, ataumelarikan diri atau di bawah pengampuan dan lalai membuatperhitungan setelah dilakukan tegoran sebanyak 3 (tiga) kaliberturut-turut, maka pada kesempatan pertama pejabat yangbertanggung jawab dalam hal ini atasan langsungnya atas namakepala daerah mengambil langkah-langkah pengamanan untukmenjamin kepentingan daerah dengan melakukan tindakan:1.  Buku Kas Umum dan Buku Pembantu serta Buku-buku yangberkaitan dengan pencatatan pengelolaan keuangan daerahyang dilakukan oleh bendahara diberi garis penutup;2.  Semua uang dan surat dan barang berharga serta bukti-buktimaupun buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaankeuangan daerah disimpan ke dalam lemari besi yangdiamankan, disegel dan dibuatkan berita acara penyegelandan disaksikan oleh para ahli waris (bagi yang meninggal
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dunia), keluarga dekat atau sejawat (bagi yang melarikandiri) atau pengampu/curator (dalam hal bendahara beradadi bawah pengampuan).3.  Selanjutnya atas dasar laporan Atasan Langsung KepalaDaerah mengambil tindakan dengan menunjuk pegawai ataupejabat yang dipercaya (atas saran majelis pertimbanganTPTGR) untuk membuat perhitungan ex-of icio. Adapun biayauntuk membuat ex-of icio dibebankan kepada bendaharayang bersangkutan atau pejabat yang bersangkutanyang melakukan penyeleweangan, atau ahli waris ataupengampunya. Adapun besaran biaya pembuatan ex-of icioditetapkan oleh Kepala Daerah. Kesemua ini dilakukanberdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintahserta peraturan daerah yang berlaku saat itu.d.  Jika proses tuntutan ganti perbendaharaan belum dapatdilaksanakan dikarenakan:1.  Bendahara meninggal dunia tanpa adanya ahli waris yangdiketahui;2. Adanya ahli waris tetapi tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban dikarenakan kondisi ahli waris sudahtidak memiliki apa-apa;3.  Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kasNegara.
•	 Tuntutan	Ganti	Rugi	Biasa Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan kepada pegawai yang bukanpegawai negeri (PNS), dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaankeuangan daerah, merupakan akibat adanya pelanggaran hukum yangdilakukan oleh yang bersangkutan, yaitu dampak dari perbuatan yangdisengaja atau tidak disengaja dan lalai sehingga daerah dirugikanatas kelalaiannya dimaksud. Adapun proses tuntutan ganti rugi dapat dilakukan dengan terlebihdahulu dibuatkan suratpemberitahuan secara tertulis kepada yangbersangkutan dari kepala daerah dengan menyeb utkan secara jelas:1.  Identitas pelaku;2.  Jumlah kerugian daerah yang harus digantinya;3.  Sebab dan akibat adanya kerugian daerah tersebut;
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4.  Batas waktu yang diberikan untuk dapat mengajukan pembelaandiri paling lama 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya suratpemberitahuan dimaksud. Dan apabila dalam waktu 14 (empatbelas) hari yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan,maka dianggap pemberitahuan tersebut dianggap telah disetujuidan diterima secara sah. Apabila selama 14 (empat belas) hari kepada yang bersangkutantidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri, naka kepada yangbersangkutan tidak dapat membebaskan diri dari kesalahan/kelalaianyang diperbuatnya, dan kepala daerah dapat menetapkan SuratKeputusan Pembebanan atas kerugian daerah yang dipersangkakankepada yang bersangkutan.
•	 Dasar	Pengenaan	Tuntutan	Perbendaharaan	dan	Tuntutan	ganti	
rugi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentangKeuangan Negara, pada Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dandalam Pasal 35 ayat 1, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Dan BerdasarkanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang PerbendaharaanNegara pada Pasal ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pasal 60 ayat 1, ayat(2), ayat (3). Serta dalam Pasal 61 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Adapun dalamPasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). dan dalam Pasal 63 ayat (1),ayat (2). Pada Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Serta dalam Pasal 65. TPTGR terhadap bukan bendahara, atau pejabat lain yangbersangkutan.- Ayat (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayarmya ganti kerugian negara/daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hapus apabiladalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yangmenetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeribukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atausejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabatlain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggaldunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugiannegara/daerah.
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 Sedangkan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan:- Ayat (1) Ketentuan penyelesaiaan kerugian negara/daerahsebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untukuang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang beradadalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara,atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugaspemerintahan.- Ayat (2) Ketentuan penyelesaiaan kerugian negara/daerah dalamUndang-Undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaannegara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakanpengelolaan keuangan negara/daerah sepanjang tidak diaturdalam undang-undang tersendiri.
•	 Berdasarkan	 Undang-Undang	 Nomor	 15	 Tahun	 2004,	 tentang	
Pemeriksaan	Pengelolaan	dan	Tanggung	Jawab	Keuangan	Negara Pada Bab V Pengenaan Ganti Kerugian  Negara tercantum dalam Pasal22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjelaskan:- Ayat (1) BPK menerbitkan surat Keputusan penetapan bataswaktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.- Ayat (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaandiri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- Ayat (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan ataupembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusanpembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepadabendahara bersangkutan.- Ayat (4) Tata cara penyelesaiaan ganti kerugian negara/daerahterhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasidengan pemerintah.- Ayat (5) Tata cara penyelesaiaan ganti kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaanumum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau palingsedikit 51 % (lima puluh satu) persen sahamnya dimiliki olehNegara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.
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 Dan dalam Pasal 23 ayat (1) dam ayat (2) menjelaskan:- Ayat (1) Menteri/Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota /direksi perusahaan Negara dan badan badan lainyang mengelola keuangan Negara melaporkan penyelesaiaankerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya60(enam) puluh hari setelah diketahui terjadinya kerugiannegara/daerah dimaksud.- Ayat (2) BPK memantau penyelesaiaan pengenaan ganti kerugiannegara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian Negara/lembaga/pemerintahdaerah.
 Sedangkan dalam Bab VI tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 24ayat (1), ayat (2), ayat (3) dab ayat (4) menjelaskan:-  Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankankewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolakmemberikan menyerahkan dokumen dan/atau menolakmemberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingankelancaran keuangan Negara sebagaimana dalam Pasal 10dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah).- Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,menghalangi, dan atau menggalakkan pelaksanaan pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di pidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/ataudenda paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).--  Ayat (3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukanoleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpamenyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus jutarupiah).--  Ayat (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan ataumembuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama3(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.-(satu milyar).
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 Pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan:-  Ayat (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakandokumen  yang diperoleh dalam pelaksanaan tugaspemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampauibatas kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.-(satu milyar).--  Ayat (2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakankewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugaspemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidanadengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun danpaling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000.000.-(satu milyar).Adapun dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan:
-  Ayat (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan

temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang
diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp.500.000.000.-(lima ratus ribu rupiah).-

-  Ayat (2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk
menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,-
(lima ratus ribu rupiah).-

7.2	 PENUTUP

 Modul Pemeriksaan Keuangan Daerah, merupakan bahan ajar yang
praktis dan simple bagi peserta didik, untuk ingin mengetahui kajian-
kajian dalam materi pemeriksaan keuangan daerah yang dilakukan
oleh aparatur pengawasan internal pemerintah maupun eksternal
pemerintah daerah, namun materi modul ini belum secara lengkap
menggambarkan isi materi dalam implementasi pemeriksaan
keuangan daerah, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan
dengan dilengkapi berbagai permasalahan dan kasus-kasus hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi pengawasan internal
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maupun eksternal pemerintah daerah. Sehingga modul bahan ajar
ini ke depan sangat perlu untuk disempurnakan, apalagi ke depan
prodi keuangan daerah, berubah namanya menjadi prodi keuangan
publik, tentunya jangkauannya serta bahan kajiannya akan lebih
luas lagi.

 Terima-kasih.
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